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EXECUTIVE SUMMARY

Sektor Perikanan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi
mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan
dan/atau usaha tambak di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai
kalangan, namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada
kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan
dan sosial. Perkembangan budidaya udang vannamei di Bangka Belitung
(Babel) dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang pesat.
Pemerintah Propinsi Babel menegaskan supaya setiap perusahaan tidak
masuk dalam hutan lindung, jika memang masuk dalam sepadan pantai
maka dibuat secara detail luasnya berapa dan titiknya.Namun, dari total 185
pelaku usaha udang vaname baru 21 yang memiliki izin lengkap
berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bangka Belitung.

Diperlukan Strategi Penegakkan Hukum Untuk proses perijinan &
Pengawasan Tambak Udang secara Kolaborasi sehingga terjadinya
Keberlanjutan baik secara ekonomi maupun Lingkungan hidup.

Proyek Perubahan yang berjudul Strategi Penegakkan Hukum Pada Proses
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang (TU) Secara berkelanjutan Di
Polda Kep. Babel, merupakan Proyek perubahan untuk meneakkan hukum
bagai pengusaha Tu agar tidak melakukan perusakan alam dan tidak
menggunakan kawasan hutan/area yang di lindungi.

Proyek perubahan ini juga mendorong terjadinya peningkatan ekonomi ,

menurunkan permasalahan sosial masyarakat serta untuk menjaga iklim
investasi yang baik.

\
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.. PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar pemerintah dan juga
seluruh Komunitas Digital memanfaatkan momentum pandemi Covid-19
saat ini untuk mempercepat transformasi digital. Di era digital, pemimpin
dituntut memiliki soft skill dalam memahami perkembangan teknologi
yang begitu pesat sekaligus bisa menggunakan perangkat digital,
seorang pemimpin harus memiliki visi dan tujuan yang jelas, pemanfaatan

teknologi informasi yang .
berkembang  begitu massif.  1ransformasi

Semua kegiatan manajemen bisa Digita| Pelayanan
dipantau atau monitoring secara

digital, sehingga akan lebih Publik”

memudahkan seorang pemimpin

untuk melakukan evaluasi saat terdapat kesalahan. Untuk itulah,
diperlukan digital leadership di era digital ini. Transformasi Pelayanan
haurs dilakukan oleh Instansi Publik Khususnya juga Direktorat Reserse
& Kriminal Khusu di Wilayah Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Presisi merupakan akronim
dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi-Berkeadilan. Dalam konsep
Polri Presisi mempunyai empat pilar kebijakan, 16 program prioritas, 51
kegiatan, 177 rencana aksi, dan 8 komitmen. Adanya empat Pilar

Transformasi membuat organisasi

“Transformasi Polri menjadi lebih baik. “Ada empat
transformasi yang menjadi jantung

Presisi” dari Polri yang presisi. Transformasi

Organisasi, Transformasi
Operasional, Transformasi Pelayanan Publik, dan Transformasi
Pengawasan.

Dalam konteks Polri transformasi organisasi digunakan untuk menjawab
tantangan yang ada. Karena, digitalisasi dan kemajuan teknologi membuat
semuanya menjadi lebih dinamis. Organisasi yang tak berubah akan
tergilas oleh perkembangan zaman.

Transformasi organisasi adalah penyatuan sistem informasi
kepolisian yang terintegrasi, pemenuhan sarana dan prasarana Polri, dan
menjadikan Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi. Polri bermaksud
mengembangkan teknologi kepolisian modern di era police 4.0 dalam hal
pelayanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta

1
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penegakan hukum. Mereka membangun sistem yang dapat meminimalisir
interaksi antara petugas kepolisian dengan masyarakat dan
menghilangkan potensi terjadinya pelanggaran.

olisi sesuai Tupoksi Polisi Republik Indonesia memiliki peran
penting didalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat
menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing,
pengayom, dan pelanyan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002.
Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Menegakkan hukum dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelanyanan kepada
masyarakat.

Peran Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian  sebagai  penegak

hukum berdasarkan atas asas

persamaan kedudukan hukum

masyarakat (Equality before the

law) Aparat Kepolisian sebbagai

penegak hukum sudah

seharusnya dapat menjaadi panutan masyarakat, mampu menjadi
pengendali dan sahabat masyarakat memiliki kualitas komunikasi yang
baik. Undang-undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas
aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap masyarakatnya,
termasuk kedudukannya sebagai pelayan masyarakat tanpa membeda-
bedakan suku, ras, agama, ekonomi dan budayanya Sektor Perikanan di
Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara
paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambak di
Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, namun dalam
implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara
pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.

Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam
pengelolaan sumber daya alam ada tiga, yakni pengaturan (regulasi),
pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan
merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta
dan merupakan aspek yang paling utama diperankan negara diantara
aspek lainnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Dikuasai oleh negara memaknai Hak Penguasaan Aset Kekayaan
Alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam.
Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita- cita akhir negara
kesejahteraan (welfare state) yang harus diwujudkan negara oleh
pemerintah Indonesia.
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Perkembangan budidaya udang vannamei di Bangka Belitung (Babel)
dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini
ditandai dengan semakin luasnya areal tambak udang yang dibuka serta
peningkatan produksi udang vannamei Babel. Data yang dihimpun DKP
Babel, saat ini terterdapat 185 pelaku usaha baik perusahaan maupun
perseorangan yang telah melakukan aktivitas usaha budidaya vannamei di
seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tercatat di tahun
2021 udang vannamei mencapai 7.165 ton dan di tahun 2022 mencapai
8.929 ton yang dikirim keluar daerah mencapai 16.094 ton dengan total
nilai diperkirakan mencapai 1,2 Triliun. “Hasil ini tentu saja
menggembirakan, sebagaimana diungkapkan Gubernur Babel selisih
PDRB sektor perikanan dengan timah hanya tinggal 1 digit saja, artinya
perikanan khususnya komoditas udang vannamei bisa menjadi komoditas
utama paska timah. Lebih jauh ia menuturkan tak hanya fokus pada soal
perizinan tambak, Pemprov Babel juga concern dalam hal budidaya
tambak yang berkelanjutan. “Permasalahan utama dalam pengembangan
budidaya udang diantaranya adalah penurunan kualitas lingkungan yang
disebabkan oleh pengelolaan limbah budidaya yang belum maksimal
diterapkan ini juga yang kita tekankan kepada pelaku usaha, jangan
sampai produktivitas digenjot namun untuk standar IPAL yang baik tidak
diterapkan ini yang harus dihindari, DKP Babel bersama Dinas Lingkungan
Hidup  juga melakukan sosialisasi standar pengelolaan Instalasi
Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang baik supaya sepakat kita produksi
naik namun kualitas lingkungan tetap terjaga.

Terkait jika ada pengusaha tambak udang yang membandel dan tidak
memiliki perizinan lengkap untuk

usaha tambak udang, maka akan “Parmasalahan
ditindak sesuai aturan dan disanksi

tegas . Pemerintah Propinsi Babel Perijinan &
menegaskan supaya setiap Pengawasan

perusahaan tidak masuk dalam
hutan lindung, jika memang masuk
dalam sepadan pantai maka dibuat
secara detail luasnya berapa dan
titiknya.

Tambak Udang (TU)
Di Wilayah Babel”

Namun, dari total 185 pelaku usaha udang vaname baru 21 yang memiliki
izin lengkap berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bangka Belitung.

Beberapa Tambak Udang di Babel ditutup karena :

 Melanggar UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
« PP RI Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang
« UU RI no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

« UURI no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan
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TABEL 1 : DATA TAMBAK UDANG VANAMEI DI PROV.BELITUNG

29 47 79

BANGKA 17
BANGKA TENGAH 2 6 10 17
BANGKA BARAT = 14 27 37
BANGKA SELATAN 1 10 25 33
PANGKALPINANG 1 1 3 4
BELITUNG TIMUR = 4 7 14
BELITUNG = = 1 1
JUMLAH 21 55 120 185

TABEL 2 : IDENTIFIKASI LEGALITAS BUDIDAYA UDANG VANAMEI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BANGKA | BANGKA | BANGKA | BANGKA PANGKAL BELITUN | BELITUNG
BARAT | TENGAH | SELATAN PINANG (¢} TIMUR
79 37 17 33 4 1 14

1 JUMLAH USAHA

185 Usaha Tambak Udang (DATA OSS)

2 KONSTRUKSI (66) 19 11 8 16 1 1 10

3 PKKPRL 19 19 9 13 - 1 6
(67)

4 Persetujuan 20 12 2 3 2 0 0
Lingkungan (39)

5 OPERASIONAL 60 26 9 17 8 0 2
(117)

6 SUDAH SS (CBIB) 11 6 4 2 1 0 0
24

Propinsi Babel merupakan Propinsi yang potensial untuk pengembangan
Tambak Udang :
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Batas-batas wilayah : Total luas wilayah : 81.725,06 km2.

_'?,arat : SSellattEangk? Darat : 16.424,06 km” (20,10 %)
imur : Selat Karimata ) 2

Utara :Laut Natuna Laut. '65'3.01 km . (79,90 0/2")

Selatan : Laut Jawa Panjang garis pantai : 1200 km

6 Kabupaten 1 Kota 37 Kecamatan Pesisir

Jumlah Pulau : 572
Penduduk : 1.430 . 865 jiwa

Diperlukan Strategi Penegakkan Hukum Untuk proses perijinan &
Pengawasan Tambak Udang secara Kolaborasi sehingga terjadinya
Keberlanjutan baik secara ekonomi maupun Lingkungan hidup

irektorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Kep. Babel

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010
tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
pada Tingkat Kepolisian Daerah,

pasal 10 huruf d merupakan unsur

pelaksana tugas pokok berada di

bawah Kapolda, yang dipimpin

oleh Dir Reskrimsus dengan

pangkat Komisaris Besar Polisi

(Kombes Pol)/Eselon II-B, bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional,
dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

TUGAS POKOK & FUNGSI

1. Ditreskrimsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d
merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolda. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan
operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:

e penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain
tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di
daerah hukum Polda;

e penganalisisan kasus beserta penanganannya,serta mempelajari
dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;

e pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta
administrasi penyidikan oleh PPNS

e pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di
lingkungan Polda; dan

e pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi
dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.
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Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab
kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah
kendali Wakapolda.

Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh

Wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimsus.

Ditreskrimsus terdiri dari:

e Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);

e Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);

e Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik);

e Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
disingkat Sikorwas PPNS; dan

e Sub Direktorat (Subdit).

B. ANALISIS MASALAH
Identifikasi Masalah Organisasi
Berdasarkan latar belakang dan data data :

BANGKA

BANGKA TENGAH 2 6 10 17
BANGKA BARAT = 14 27 37
BANGKA SELATAN 1 10 25 33
PANGKALPINANG 1 1 8 4
BELITUNG TIMUR = 4 7 14
BELITUNG = = 1 1
JUMLAH 21 55 120 185

BANGKA | BANGKA | BANGKA | BANGKA PANGKAL BELITUN BELITUNG
BARAT | TENGAH | SELATAN PINANG TIMUR

JUMLAH USAHA

185 Usaha Tambak Udang (DATA OSS)

KONSTRUKSI (66) 19 11 8 16 1 1 10

3 PKKPRL 19 19 9 13 - 1 6
(67)

4 Persetujuan 20 12 2 8 2 0 0
Lingkungan (39)

5] OPERASIONAL 60 26 9 17 3 0 2
(117)

6 SUDAH SS (CBIB) 11 6 4 2 1 0 0

24
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Dari total 185 pelaku usaha udang vaname baru 21 yang memiliki izin
lengkap berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bangka Belitung sehingga perlu
dilakukan Penertiban dalam proses perijinan dan Pengawasan diatas
maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Potensi terjadi Kerawanan kerusuhan akibat kehadiran investasi

tambak udang ( TU) di daerah

Masih adanya TU yang belum memiliki kelengkapan perizinan

Masyarakat dirugikan akibat usaha tambak udang (TU) yang

perizinan tidak jelas

4. Potensi merusak lingkungan karena usaha Tambak Udang yang Liar

5. Komplain masyarakat/ LSM dan sorotan dari DPRD tentang
keberadaan TU yang tidak jelas

6. Potensi daerah kehilangan pendapatan dan pajak akibat tidak adanya
Pengaturan, Perijinan & Pengawasan

w N

Penyebab Masalah :

=

Edukasi & Pembinaan pada Pengusaha Tambak Udang &
Masyarakat Yang Masih Lemah

Program Yang dijalankan Saat ini masih sectoral & Konvensional
Kolaborasi antar Stakeholder belum dibangun secara efektif

Belum adanya strategi Perizinan Pengawasan yang optimal
Dukungan dari pemangku kepentingan yang masih minim
Komunikasi & koordinasi Efektif serta Kegiatan Terpadu dalam
Pengawasan belum Optimal

SEGICAEN

Penentuan Masalah Organisasi

Pada proyek perubahan ini dirancang untuk penetuan masalah yaitu
bagaimana Strategi Penegakkan Hukum Pada proses Perijinan &
Pengawasan Tambak udang (TU) Secara berkelanjutan di wilayah Polda
Kep. Babel . Pada analisisnya menggunakan SOAR adalah :
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Tabel 3 : Analisis SOAR

STRENGTH (S) OPORTUNITY (0)
1. Fungsi DITKRIMSUS dalam penegakkan Hukum
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang 1. Komitmen pemerintah dalam tindakan preempitf,

Preventif dan Represif dalam Harkamtibmas

Era Vuca & Revolusi Industri membuka Peluang
tranformasi & Kolaborasi

3. Peningkatan Citra Polisi di Masyarakat

2. Transformasi Organisasi Polri Presisi
3. Dukungan Pimpinan Polri & Polda Untuk 22
Peningkatan Pelayanan Publik

STRATEGI (OA)

ASPIRTION (A)

STRATEGI (SA)

1. Pemenfaatan teknologi informasi dalam integrasi tugas
dan fungsi Program Edukasi dan Pembinaan kepada
Masyarakat tentang Proses Perijinan & Pengawasan
Tambak Udang

. Membantu pemerintah dalam Mengatasi permasalahan
Kerusakan lingkungan dalam Tambak Udang yang
menganggu Harkamtibmas

1. Melakukan Langkah Strategis dalam membantu
pemerintah Dalam Penegakkan Hukum

2. Melakukan Kolaborasi dengan Stakeholder
terkait Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan
Tambak Udang

1. Dukungan pemerintah dan masyarakat untuk
Penegakkan Hukum Dalam Perijinan &
Pengawasan Tambak Udang

2. Kolaborasi instansi terkait
dalam kerjasama Edukasi & Pembinaan pada
Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat

N

STRATEGI (OR)

RESULT (R) STRATEGI (SR)

1. Peran penting DITKRIMSUS dalam 1. Melakukan Strategi Penegakkan Hukum Pada Proses

1. Adanya Program Pemerintah dalam mengatasi

Permasalahan Lingkungan Alam

2. Revolusi industri 4.0 mendorong
terjadi sistem inovasi dan integrasi data Serta
Informasi

Mendukung Program Pemerintah dsn
Transformasi organisasi POLRI

. Melakukan Inovasi Sisitem skema Kolaborasi

Dengan Stakeholder

Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

2. Penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan
melalui Kolaborasi

3. Melakukan Upaya Program Edukasi & Pembinaan

3. Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Sosialisasi

Kepada Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat
Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

TEROBOSAN INOVATIF

Gambar 1 : Alur Pikir PROYEK PERUBAHAN

MANFAAT

1. Terciptanya Kolaborasi dalam
Penindakan Hukum Pada perijinan &
pengawasan Tambang Udang
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AR IOMEREHENSE 2. Membantu pemerintah dalam Upaya
Penil 1 Pendapatan & Pajak
3. Masyarakat semakin paham dalam
PENYEBAB MASALAH SOLUSI INOVATIF mengantisipasi &  memahami
(KONDISI SAAT INI) Masalah Tambak Udang
4. Meningkatan  transparansi  dan
Belum teralinnva kolaborasi dalam = akuntabilitas kegiatan Perijinan dan
1. Edukasi & Pembinaan pada J 4 pengawasan

menangani masalah Perijinan & 1. Analisis Kebijakan

Pengusaha Tambak Udang & Pengawasan Tambak Udang

Masyarakat Yang Masih Lemah N
-, - Belum Efektifnya program Pencegahan 2. Penyusunan SOP
2 Prog_ll"am Yangl ;u:lankan_saalt ini & PenegakkanHukum Dalam Perijinan &
e e e e ona Pengawasan Tambak Udang MOU/PKS antar KONDISI YANG DIHARAPKAN
- h°|a 03?:' antar. St:f :(t": der Kurangnya Pemahaman tentang Stakeholder
4, B:I“m |dangun :ec:ra. Pe iz pentingnya Perijinan dan Pengawasan = - 1 Terjalinnya kolaborasi dalam
. Pen“':w"’as:"“yaa: ’ﬂp:ig""ale"z'"a" Tambak Udang terintegrasi 4. Edukasi & Pembinaan menangan masalah Periinan &
5. Dukungan " dari | pemangku Fotensi daerah kefilangan pendapatan Kepada Pengusaha Tambak Pengawasan Tambak Udang
s . .. an pajak akibat tidak aaanya N
6. kepentl.aga.n ::"I'(g mr;.sm n"lg;mkt'f Pengaturan, Perijinan & Pengawasan Udang & Masyarakat o E;gf:z:aﬁrf_‘%fﬂnngl‘;ﬁa;‘;%igan &
’ s:r';‘au":(eagsilatan o:er;::il d:lar:rl Pemberian Ljin Tambak Udang merusak 5. Posko Koordinasi Antar Pengawasan Tambak Udang
. lingkungan dan tidak sesuai fakta di : i
Pengawasan belum Optimal Stakeholder 11 Meningkatnya Pemahaman tentang
9 Pt 0ss pentingnya Perijinan dan Pengawasan
6. Satgas Tambak Udang Tambak Udang terintegrasi

AKIBAT JIKA MASALAH TIDAK DISELESAIKAN

. Potensi terjadi Kerawanan kerusuhan akibat kehadiran investasi TU di daerah
. Masih adanya TU yang belum memiliki kelengkapan perizinan

m]

Potensi daerah pendapatan dan pajak
meningkat karena adanya Pengaturan,
Perijinan & Pengawasan

Pemberian Ijin Tambak Udang tidak
merusak lingkungan dan sesuai fakta
di 0SS

Secara Kolaborasi

[m]

(S SN I

. Masyarakat dirugikan akibat usaha tambak udang (TU) yang perizinan tidak jelas
. Potensi merusak lingkungan karena usaha Tambak Udang yang Liar
. Komplain masyarakat/ LSM dan sorotan dari DPRD tentang keberadaan TU yang tidak

=

jelas .
6. Potensi daerah kehilangan pendapatan dan pajak akibat tidak adanya Pengaturan, Perijinan Bekerjasama dengan stakeholder dalam Proses
& Penaawasan Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
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Maka Inovasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
Kondisi Saat Ini :

1. Belum terjalinnya kolaborasi dalam menangani masalah Perijinan &
Pengawasan Tambak Udang

2. Belum Efektifnya program Pencegahan & Penegakkan Hukum Dalam
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

3. Kurangnya Pemahaman tentang pentingnya Perijinan dan
Pengawasan Tambak Udang terintegrasi

4. Potensi daerah kehilangan pendapatan dan pajak akibat tidak adanya
Pengaturan, Perijinan & Pengawasan

5. Pemberian ljin Tambak Udang merusak lingkungan dan tidak sesuai
fakta di OSS

Kondisi Yang Diharapkan :

1. Terjalinnya kolaborasi dalam menangani masalah Perijinan &
Pengawasan Tambak Udang

2. Efektifnya program Pencegahan & Penegakkan Hukum Dalam
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

3. Meningkatnya Pemahaman tentang pentingnya Perijinan dan
Pengawasan Tambak Udang terintegrasi

4. Potensi daerah pendapatan dan pajak meningkat karena adanya
Pengaturan, Perijinan & Pengawasan

5. Pemberian ljin Tambak Udang tidak merusak lingkungan dan sesuai
fakta di OSS

Inovasi Yang dilakukan :

Kebijakan Kapolda terkait anilis masalah pengawasan Tambak Udang
Penyusunan SOP

MOU/PKS antar Stakeholder

Edukasi & Pembinaan Kepada Pengusaha Tambak Udang &
Masyarakat

Posko Koordinasi Antar Stakeholder

Satgas Tambak Udang Secara Kolaborasi

PwONE

oo
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Nilai Tambah Bagi Organisasi & Stakeholder

Proyek Perubahan ini mendatangkan nilai tambah bagi organisasi
Direktorat Kriminal Khusus yaitu terbangunnya Kolaborasi antar
Stakeholder dalam proses perijinan , kegiatan serta pengawasan pada
Tambak Udang sehingga dapat meningkatkan Penegakkan Hukum dan
merupakan Rolemodel dalan kerjasama Strategis antar Stakeholder dan
juga dapat meningkatakan lepercayaan Publik pada organisasi Polri.

Kebaharuan

Adapun kebaruan dari PROYEK PERUBAHAN ini yaitu adanya Suatu
Strategi Penegakkan Hukum pada proses Perijinan dan Pengawasan
Tambak Udang sinergitas dengan Stakeholder terkait

Dapat di Replikasi
PROYEK PERUBAHAN ini merupakan program Startegi Penegakkan
Hukum yang dapat dilakukan di tempat lain atau organisasi lain
sehingga terjadi peningkatan kinerja organisasi dan meningkatkan
kepercayaan publik.

Dapat Diterapkan Secara Berkelanjutan

Proyek Perubahan ini merupakan Proyek Perubahan yang dirancang
untuk pembaharuan dalam Kerjasama antar Stakeholder dalam Suatu
Strategi Penegakkan Hukum dan harus dilakukan terus menerus untuk
peningkatan kinerja organisasi sehingga Polda Babel dapat terus
berkembang dan keberlanjutan.

Kesesuaian dengan nilai nilai organisasi
Proyek Perubahan ini sesuai dengan nilai nilai organisasi Direktorat
Reserse Kriminal Khusus yaitu dalam rangka preemtif, preventif dan

Represif dari tugas pokok dan misi Ditreskrimsus dalam menjaga
Harkamtibmas di wilayah Propinsi kep. Babel.
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C.TUJUAN & MANFAAT

Tujuan

a. Tujuan Jangka Pendek

1. Menyusun Kebijakan Kapolda Kep.Babel Untuk Perumusan
Kolaborasi Strategi Penegakkan Hukum Untuk Perijinan &
Pengawasan Tambak Udang

2. Melaksanakan Audiensi Dengan Stakeholder Penegakkan Hukum
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

3. Melaksanakan FGD antar Stakeholder Penegak Hukum Kegiatan
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

4. Penyusunan & Pembahasan skema Kolaborasi dalam
Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak udang

5. Menyusun Draft Penandatanganan MOU/PKS & SOP antar
Stakeholder dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan
Tambak Udang

6. Sosialisasi Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi
Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

b. Tujuan Jangka Menengah

1. Melaksanakan Penandatanganan MOU/PKS antar Stakeholder
dalam Penegakkan Hukum pasca Perijinan & Pengawasan
Tambak Udang

2. Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder
dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak
Udang di wilayah Kota Pangkalpinang

3. Implementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan
hukum Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang secara
Kolaborasi.

4. Integrasi data dan Informasi antar Stakeholder penegakkan Hukum
dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak
Udang

c. Tujuan Jangka Panjang

1. Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder
dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak
Udang di seluruh Wilayah Kep. Babel

2. Implementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan
hukum Tambak Udang di Seluruh wilayah Kep. Babel

3. Melakukan Pembentukkan Satgas Tambang Udang di Wilayah
Kep.Babel
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Manfaat

a. Manfaat Internal (Polri)

1. Terciptanya Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum Pada
perijinan & pengawasan Tambang Udang dengan DKP & DLHK

2. Terciptanya Integrasi data dan informasi dalam Ancaman
Kejahatan di Tambak Udang

3. Meningkatkan peran DITRESKRIMSUS melakukan Pembinaan
Pada Masyarakat & Pengusaha Tambak Udang

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Era Revolusi
Industri 4.0 & Pencapaian Polri Presisi

b. Manfaat Eksternal
Bagi Pemerintah

1. Tersedianya Integrasi Informasi Dan Data Dalam Suatu
penindakan Hukum Perijinan & Pengawasan secara kolaboratif

2. Menjadi role-model dalam Pengembangan Kerjasama
Penindakan Hukum Untuk Terjaganya Harkamtibmas

3. Meningkatkan kinerja organisasi Pemerintahan untuk Kolaborasi
Pelayanan Publik

4. Membantu pemerintah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan &
Pajak daerah.

Bagi Masyarakat

1. Masyarakat semakin paham dalam mengantisipasi & memahami
Masalah Tambak Udang

2. Meningkatan transparansi dan akuntabilitas kegiatan Perijinan dan
pengawasan

3. Terwujudnya keamanan dan ketertiban Masyarakat

4. Tingkat simpatik dan kepercayaan Masyarakat kepada Polri
meningkat.

D. KAITAN ANTAR PROPER DENGAN RBT

Sesuai dengan arahan pemerintah untuk melakukan Transformasi
Reformasi Birokrasi Tematik, maka proyek perubahan yang dirancang
berhubungan dengan Penciptaan Investasi, Penegakkan Hukum pada
Tambang Udang adalah dalam rangka melindungi lingkungan alam agar
dapat berkelanjutan. Lingkungan alam tidak dirusak oleh adanya Tambak
udang serta mempengaruhi sumber pendapatan masyarakat. Penertiban
proses perijinan dan pengawasan Tambak Udang juga bermanfaat untuk
mengatur peningkatan perekonomian , menciptakan iklim investasi yang
baik serta pendapatan pemerintah setempat.
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E.RUANG LINGKUP

Proyek Perubahan ini merupakan peran penting Direktorat Kriminal
Khusus dalam Penegakkan Hukum Proses Perijinan & Pengawasan Pada
Tambak Udang (TU) di Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kondisi Saat ini : Penegakkan Hukum Dalam Proses Perijinan &
Pengawasan Belum Optimal & Belum Terintegrasi antar Stakeholder
Locus : Polda Bangka Belitung

Solusi : Analisis Kebijakan, FGD, Penyusunan SOP, Skema Kolaborasi,
, MOU/PKS, Satgas Tambak Udang

Kondisi Yang Diharapkan : Penegakkan Hukum Dalam Proses Perijinan
& Pengawasan Menjadi Optimal & Terintegrasi antar Stakeholder

F. PROFIL ORGANISASI

DIRRESKRIMSUS
WADIR

UNSUR PIMPINAN

BAGWASSIDIK BAGBINOPSNAL

| UNIT I Isusmaumnrsnu.l ] SUBBAGANEV | SUBBAGRENMIN
I URREN ][mm'm " URKEU ]
SIKORWAS PPNS
|SUBSIBMS[DIK| | SUBSIBINWANl
NSUR PEMBANTU PIMPINAN/PELAYAN
I |
I SUBDIT 1 I | SUBDIT II | I SUBDIT III | | SUBDIT IV | | SUBDIT V |

=1 [=1 [=1 [=]

UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK

Visi & Misi Organisasi

Visi Ditreskrimsus :
Terwujudnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Babel
yang profesional, modern dan terpercaya”

Misi Ditreskrimsus :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Ditreskrimsus baik
secara kuantitas maupun kualitas

2. Meningkatkan sinergitas dengan CJS dan instansi lainnya

3. Mengoptimalkan fungsi pengawasan internal maupun eksternal
dalam penanganan perkara tindak pidana khusus

4. Meningkatkan komitmen anti KKN dan mentalitas personal
Ditreskrimsus  melalui  pelaksanaan revolusi mental yang
berkesinambungan.
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Tugas & Fungsi Organisasi

1. Meningkatkan kemampuan Sumber daya Manusia Direktorat
Reskrimsus baik secara kuantitas maupun kualitas;

2. Meningkatkan sinergitas dengan Criminal Justice System dan
instansi terkait lainnya;

3. Mengoptimalkan fungsi pengawasan internal maupun eksternal
dalam penanganan perkara tindak pidana khusus;

4. Meningkatkan komitmen anti KKN dan mentalitas personil Direktorat
Reskrimsus melalui pelaksanaan Revolusi Mental yang
berkesinambungan.

Tugas & Fungsi Peserta

1. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi
penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus
menyelenggarakan fungsi:

2. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain
tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah
hukum Polda;

3. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di
lingkungan Polda;

4. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan
dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus;

5. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, mempelajari dan
mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; dan

6. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta
administrasi penyidikan oleh PPNS.

G.OUTPUT & OUTCOME
Jangka Pendek :

1. Tersusunnya Kebijakan Kapolda Kep. Babel Untuk Perumusan
Kolaborasi Strategi Penegakkan Hukum Untuk Perijinan &
Pengawasan Tambak Udang

2. Terlaksananya Audiensi Dengan Stakeholder Penegakkan Hukum
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang,

3. Terlaksananya FGD antar Stakeholder Penegak Hukum Kegiatan
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang,

4. Terusunnya & Terlaksananya Pembahasan skema Kolaborasi
dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak
udang,
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5. Tersusunnya Draft MOU / PKS & SOP antar Stakeholder dalam
Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

6. Tersosialisasi Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi
Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

Jangka Menengah :

1. Terlaksananya Penandatanganan MOU/PKS antar Stakeholder
dalam Penegakkan Hukum pasca Perijinan & Pengawasan Tambak
Udang

2. Terlaksananya Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar
Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum
Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang,

3. Terimplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan
hukum Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang Secara
Kolaborasi,

4. Terintegrasinya data dan Informasi antar Stakeholder penegakkan
Hukum dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum
Tambak Udang

Jangka Panjang :

1. Terlaksananya Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar
Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum
Tambak Udang di seluruh Wilayah Kep. Babel

2. Terimplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan
hukum Tambak Udang di Seluruh wilayah Kep.Babel,

3. Terlaksananya Pembentukkan Satgas Tambang Udang di Wilayah
Kep. Babel

OUTCOME
Terciptanya Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum Pada Proses
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang Sehingga Mendorong

Program Keberlanjutan & Meningkatkan Income Pemerintah,
Pengusaha & Masyarakat
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H.TAHAPAN (MILESTONE) KEP. BABEL
Jangka Pendek

m uput Stakehoier

TAHAP PERENCANAAN Surat Perintah Team Efektif M2 SEPT 2023 a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel
a. Penyusunan Struktur Team Efektif b.  Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda
5 Babel
b. Pembentukan Sprin c. Para Kabag ,Kasubag & Kasubdit
DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel
TAHAP PENGORGANISASIAN Risalah Rapat & Risalah Audiensi M2 SEPT 2023 a. Kapolda Kep. Babel
a. Pengiriman Undangan b.  Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel
b. Rapat Team Untuk Penjelasan Proper c.  Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda
. " el y " Babel
¢. Audiensi Dengan Pimpinan Terkait Implementasi Proper d. Para Kabag Kasubag & Kasubdit
DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel
TAHAP PELAKSANAAN
Rapat Tim Efektif Surat Perintah Tim efektif M3 SEPT 2023 a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel
a.  Pengembangan uraian tugas b.  Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda
ik 1ci 5 Babel
b. ngKIU Shl :fastdan tanggung jaweb c. ParaKabag Kasubag & Kasubdit
¢ Kisalan Rapa DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel
Menyusun Kebijakan Kapolda Babel Untuk Perumusan Kolaborasi Strategi Surat Kebijakan/Rekomendasi M4 SEPT 2023 : g_api\tda gﬁksgsﬁmsus ol Kep. B
3 Irextur 1a Kep.
Penegakkan Hukum Untuk Perijinan & Pengawasan Tambak Udang ¢, Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Poida Kep.
a.  Pembuatan Surat Undangan Babel
b.  Rapat Analisis Kebijakan d.  Para Kabag, Kasubag & Kasubdit
¢ Menyusun Surat Kebijakan DITRESKRIMSUS Polda Kep Babel
Melaksanakan Audiensi Dengan Stakeholder P kkan Hukum Perijinan & Pengawasan Risalah Audiensi M1 OKT 2023 a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel
Tambak Udang A Stahfflbirektorat DITRESKRIMSUS Polda Kep.
apel
. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit
a. Pembuatan Surat Undangan DITRESKRIMSUS Polda Kep Babel
b. Pelaksanaan Audiensi d. Kabid Humas Polda Kep.Babel
q e. Kadinas PTSP
c. Penyusnan & Pengesahan Risalah e
g.  Kadinas KLHK
h. Kajati babel

“ Output Stakehoders

Melak kan FGD antar Stakeholder Penegak Hukum Kegiatan Perijinan & Laporan hasil FDG & M1 NOV 2023 Direktur DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel
Pengawasan Tambak Udang Rancangan Program g:ahlglblremrat DITRESKRIMSUS Polda Kep.
a. Pembuatan surat undangan ¢ Para Kabag, Kasubag & Kasubdir
b. Pelaksanaan FGD DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel
q il d.  Kabid Humas Polda Kep. Babel
¢. Notulensi hasil FGD e
f. Kadinas DKP
g. Kadinas KLHK
h.  Kajati Prop. Kjep.Babel
Penyusunan & Pembahasan skema Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum Skema Kolaborasi M2 NOV 2023 a. Direktur DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel
Perijinan & Pengawasan Tambak udang b. gtahfflblrekmrat DITRESKRIMSUS Polda Kep.
abel
a.  Pembuatan Surat Undangan ¢ Para Kabag, Kasubag & Kasubdit
b.  Diskusi Penyusunan & Pembahasanan Draft Skema Kolaborasi 0 e
. Kabid Humas Polda Kep. Babel
e.  Kabidkum Polda Kep.Babel
f. Kadinas DPMPTSP
g. Kadinas KKP
h. Kadinas KLHK
i.  Kajati Prop. Kep. babel
Menyusun Draft MOU/PKS & SOP antar Stakeholder dalam Penegakkan Draft MOU/PKS & SOP M3 NOV 2023 by g;fkt;r ﬁ:Kl:III;I;:SESPEI;; 532 PB;zeIK
Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang P AL
¢ Para Kabag, Kasubag & Kasubdit
a. Pembuatan Surat Undangan ; E;L:;Eaﬁg::;‘j;":f:p";gﬁw
b.  Diskusi Penyusunan & Pembahasanan Draft PKS e Kabickum Polda Kep.Babel
¢ Rekomendasi Draf PKS Kolaborasi f. Kadinas DPMPTSP
g. Kadinas KKP
h.  Kadinas KLHK
i.  Kajati Prop. Kep. babel
Sosialisasi Kepada P ha Tambak Udang atas Kolaborasi Penegakkan ANEV Sosialisasi M4 NOV 2023 ;- g{:fktl;r RI:E:K':II;’I]'IS%SE:::S; Elejg i::);l ——
i 3 irektoral la Kep.Babel
Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang ¢ Para Kabag, Kasubag & Kasubdt
a. Pengirman Undangan DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel
b. Penyiapan Materi Sosialisasi ¢ g::‘gf‘:‘h’:a;;:l'f;’k ﬁz‘:"';a"e'
¢. Penyiapan Sarana & Prasarana Sosialisasi '
d. Pelaksanaan Soisalisasi
EVALUASI & MONITORING ANEV Proper M4 NOV 2023 ; ngkt;r ﬁkflgggigz:g; gag ::IZEIBabeI
: . irektoral la
a. Evaluasi Pelaksaan Proper ¢ Para Kabag) Kasubag & Kasubxit

b. Laporan Akhir Implementasi Proper

DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN

Drigka/ Mere RgaTL

1

Kegiatan

MOU/PKS antar dalam F

Hukum pasca Perulnan & Pengawasan Tambak Udang
a. Pengiriman undangan
b. Pengesahan Naskah bersama/PKS

Pilot Project ukan Posko dii antar Stakeholder dalam
Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang di wilayah
Kota Pangkalpinang.

a. Penyiapan Anggaran

b. Pengiriman Undangan

G Penyiapan Sarana & Prasarana

d Launching Posko Koordinasi

i g Perijinan & hukum Tambak
Udang di wilayah Kota i
a.  Pembuatan Surat Undangan
b. Penyiapan Sarana & Prasarana

c.  Program Implementasi secara Kolaborasi

secara

Integrasi data dan Informasi antar Stakeholder penegakkan Hukum dalam
Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang

a. Penyiapan Sarana & Prasarana
b. Proses Integrasi Data & informasi antar Stakeholder
c. ANEV

Output

NKB / PKS

Posko Koordinasi

ANEV Program

Integrasi Data & informasi

Jangka Panjang

Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang di seluruh Wilayah Babel

a.

b.
c
d

Implementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum Tambak Udang di

Penyiapan Anggaran
Pengiriman Undangan
Penyiapan Sarana & Prasarana
Launching Posko Koordinasi

Seluruh wilayah Babel

a.
b.
G}

Pembuatan Surat Undangan
Penyiapan Sarana & Prasarana
Program Implementasi secara Kolaborasi

Melakukan Pembentukkan Satgas Tambang Udang di Wilayah Babel

a.
b.
G

Pengiriman Undangan
Penyiapan Sarana Prasarana
Pembentukkan Satgas Tambak Udang secara Kolaborasi

Posko Koordinasi

Hasil ANEV Sosialisasi

Satgas Tambak Udang

Waktu

DESEMBER 2023

MARET 2024

MEI 2024

JUNI 2024

SEPTEMBER 2024

DESEMBER 2024

FEBRUARI 2025

a.
b.

T semo o

a.
b.

o T Temoea

a0 oo

@®

S| B = E

Stakeholders

Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel

B Sl Diraorst DITRESHRIMSCS Potly Kep. Babel

& e Kbog, Kesibon & Kasubdt DITKRIMSUS Pokia
Kep.Bal

d. Kabid Humas Polda Kep. Babel

e Kabidkum Polda Kep.Babel

f. Kadinas PTSP

g Kadinas DKP

h. Kadinas KLHK

i, Kajati Kep. Babel

a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel

b.  Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel

¢ Para Kabag, Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda
Kep.Babel

d. Kabid Humas Polda Kep. Babel

e Kabidkum Polda Kep.Babel

f. Kadinas PTSP

9. Kadinas DKP

. Kadmas KLHK

i Kajati Kep. Babel

il WaHkﬁtmadya Pangkalpinang

k. FORKOMIDA Kota Pangkalpinang

a.  Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel
Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel

oo

Para Kabag, Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda
Kep.Babel

Kabid Humas Polda Kep. Babel

Kabidkum Polda Kep.Babel

Kadinas PTSP

Kadinas DKP

Kadinas KLHK

Kajati Kep. Babel

Walkotmadya Pangkalpinang

FORKOMIDA Kota Pangkalpinang

s semea

a.  Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel
b.  Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel

Para Kabag, Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda
Kep.Babel

d. Kabid Humas Polda Kep. Babel
e Kabidkum Polda Kep.Babel

f. Kadinas PTSP

g Kadinas DKP

h. Kadinas KLHK

i Kajati Kep. babel

Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder dalam Perijinan &

Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babe
Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep.
Babel

Para Kabag, Kasubag & Kasubdit
DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel
Kabid Humas Polda Kep. Babel
Kabidkum Polda Kep.Babel

Kadinas PTSP

Kadinas DKP

Kadinas KLHK

Kajati Kep. Babel

Bupati di Wilayah Kep.Babel
Forkomida di Wilayah Kep. Babel

Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babe
Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep.
Babel

Para Kabag, Kasubag & Kasubdit
DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel
Kabid Humas Polda Kep. Babel
Kabidkum Polda Kep.Babel

Kadinas PTSP

Kadinas DKP

Kadinas KLHK

Kajati Kep. Babel

Bupati di Wilayah Kep.Babel

Forkomida di Wilayah Kep. Babel

Gubernur Babel

Kapolda Babel

Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babe
Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep.
Babel

Para Kabag, Kasubag & Kasubdit
DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel
Kabid Humas Polda Kep. Babel
Kabidkum Polda Kep.Babel

Kadinas PTSP

Kadinas DKP

Kadinas KLHK

Kajati Kep. Babel

Bupati di Wilayah Kep.Babel

. Forkomida di Wilayah Kep. Babel
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

Il. IMPLEMENTASI TAHAPAN
PROPER

PERENCANAAN &
PENGORGANISASIAN s

TUJUAN : Melakukan Pembentukkan Team Efektif Untuk
Membantu Project Keader Dalam Implementasi Proper
OUTPUT : Sprin Team Efektif

Pada tahap pertama vyaitu perencanaan dilakukan perencanaan
pembentukkan team efektif dan pengorganisasian team efektif untuk
membantu Project Keader mengimplementasikan Proper khusunya pada
Jangka Pendek.

Gambar 2 : Rapat Pembentukkan Team Efektif
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

STRUKTUR TIM EFEKTIF
PROJECT PERUBAHAN

MENTOR
KBP DJOKO JULIANTO

WKL MENTOR PROJECT LEADER
IAKBP SLAMET ADY PURNOMO AKBP BIM REKOAII

SEKRETARIS BENDAHARA
[PDA DEVIA BRIGPOL RUSDY

KOORDINATOR TIM KOORDINATOR TIM
PENYUSUN SE/ST PENYUSUN SOP DAN KOORDINATOR FGD KOORDINATOR TIM

KAPOLDA MOU KERIASAMA
IPTU BUDI SANTOSO KOMPOL TRIYANTO

AKBP JAMAL FATHUR SOSIALISASI

10 Dk PROV. kP, Ji LO DLHK PROV LOKEFL,JPBF;\F;E‘EV L0 PTSP PROV Kolﬁr;EmTLOR
LO KEJATI KEP. BABEL A5 KEP. BABEL - KEP. BABEL

IPDA REZA KOMPOL JOHAN IPTU EDI
1PDA WELLSONY JlF KOMPOLYUDHA ™ o AIPDAYUDHI PURWANTO

STRUKTUR TEAM EFEKTIF
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

RAPAT TEAM EFEKTIF (1)

20 September 2023

TUJUAN : Melakukan Rapat Team Efektif Untuk

Penjelasan Tugas Dalam Pencapaian Tahapan
Proper

OUTPUT : Risalah Pengarahan Team Efektif

Implementasi Proper diawali dengan Rapat team efektif untuk penjelasan
tugas dalam pencapaian tahapan proper dan strategi untuk pentahapannya.
Gambar 2 : Rapat Pengarahan Team Efektif

Pada Rapat Pengarahan hasilnya ditungakan dalam bentuk risalah agar
menjadi perhatian team efektif.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kasubdit, Kabag Bin Opsnal, Kabag Wassidik, Para Kanit, Kasubbag Renmin
beserta Staf
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

4) bagi yang " et dalam Sprin Tim Inti nantinya  diharapkan bertanggung
jawab terhadap tugas yang diberikan;
5) buatkan Sprin mmnmny-muurm yang Bertanggung
Ji b sesuai tugas
NOTULEN HASIL PELAKSANAAN RAPAT KOORDINAS! DAN S P SR
SOSIALISAS! TIM INTI

KASUBDIT m

o

vaksud dan tujuan Proyek 3
KAAN 2) mmmmw Proyek Perubahan;
" :Ezf:uiukuumm 3) mmmmmmwmmwmrmsmm
" Haritanggal - Rabu /20 September 2023 ditanda tangan oleh Bapak Direklur Reserse Narkoba Polda Jabar;
Pukul 0800 WIB sdselesai 4) Rencana periibatan jumiah persond yang akan teribat dalam Sprin Tim Efektf
Tempat Ruang Kerja Dir Resicimsus Polda Kep. Bangka Beitung 5) Petunjukan perfibatan PJU sebagai koordinator per tahap kegiatan
Pimpinan Reskrimsus Polda Kep. Banga Belitung 6) Rencana penjadwalan Rapat lanjutan dan anev serta penjelasan tugas dan
Peserta o Kasabai 2.3.5 Kabag Bin Opsnal_Kasubbag Renmin, Para tanggung jawab Tim Efektf;

Panit, dan Anggota Dit Reskrimsus Polda Kep. Bangka Beiitung

t d‘ pehmm“ Koordinasi Re Imple ntasi Proyek Perubahan berjudul
si dan Rapat inasi Rencana lemer ikian hasil notulen
RATEG)  PEREGAKAN - HUKUM ~ PADA  PROSES  PERUINAN  DAN Do I

3. PENUTUP

implementasi_ Proyek Perubahan berjudul STRATEG! PENEGAKAN KU PADA
PENGANASAN TAMBAK UDANG (TL) SECARA| BERKELANJUTANON: POLOA PROSES PERMINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK (TU) SECARA
KEP. BABE! BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL® dengan agondl vev.Katbmas Terni
dibuat i bahan masukan Pimpi kebijakan lebih fanjut.
2. PEMBAHASAN
a. DIREKTUR RESERSE KRlMINAL KHUSUS
2 terimakasih kepada rekan-r r.kan selama ini telah bekerja keras atas "
) luvm;a dedikasi dan_loyalitas, ly::nwtngal kebersamaan dan berinovasi MENGETAHUI, W&o September 2023
dalam peningkatan kineria KASUBDIT Ill DIT RESKRIMSUS
3) menindaklanjuti rencana implementasi proper rekan kita kasubdit 3 yang POLDA KEP. BANGKA BELITUNG
sedang melaksanakan Dik PKN 2 Bim Rekoaji agar rekan PJU ikut teribat
sebagai motivator, koordmtor dan pengawasan pelaksanaan nya :
4) menindakanyi rencana yang akan diakukan cleh Kasubdt 3 pada Satker
Kta dan saya sebaga mentor berharap dapat berjalan dengan maksimal sesuai
urget yang sudah ditetapkan dan keseriusan serta kerjasama tim untuk kranya wSE
ini benar-benar bermanfaat dan diterapkan di Direktorat Reserse Kriminal o BRIPKS/AIRP 89050473
Kinisus bolda Kap. Babel

5) ada perubahan pola keja koordinasi dan komunikas dengan Stake Holder
yang  dapat meningkatian capaian kineria dan memudahkan dalam proses
Penysidian dan Pam-dbn bak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep.
Bangka Belitung dan Polres Jaj

€) Nant siihkan kasubd 2 dapal memaparkan rencan tersebut

2) untuk kelancaran Proyek Perubahan ini dapat dilakukan bersama-sama guna
m ‘Saran dan masukan untuk mencapai keberhasilan target yang akan di

3) khny- Proyek Perubahan ini tidak hanya dilakukan oleh Kasubdit lll dan Staf tapi
juga bisa dilakukan dan didukung oleh Subdit lainnya termasuk juga oleh Para

RISALAH PENGARAHAN TEAM EFEKTIF
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

PENYUSUNAN KEBIJAKAN KAPOLDA
BABE L( 2) 28 September 2023

TUJUAN : Melakukan Penyusunan Kebijakan Kapolda Babel
Untuk Perumusan Kolaborasi Strategi Penegakkan
Hukum Untuk Perijinan & Pengawasan Tambak
Udang

OUTPUT : Surat Kebijakan/Rekomendasi

Implementasi Proper pada Jangka Pendek untuk kegiatan kedua yaitu
melakukan rapat untuk penysusuna Surat Rekimendasi atau Kebijakan
Kapolda Kep. Babel
Gambar 3 : Rapat Penyusunan Kebijakan / Rekomendasi Kapolda
s . — ™

Rapat menghasilkan Draft Kebijakan untuk diteruskan ke Direktur Reserse
kriminal Khusus untuk Di terbitkan Surat Kebijakan atas nama Kapolda Kep.
Babel.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
_DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
%

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA KEP BABEL DERAJAT : KILAT
KEPADA : DISTRIBUSI C POLDA KEP. BABEL KLASIFIKASI : BIASA
TEMBUSAN  : 1. WAKAPOLDA KEP. BABEL

2. IRWASDA POLDA KEP. BABEL
3. KABIDPROPAM POLDA KEP. BABEL

NOMOR : ST 342A00PS 27203 T6L: 28092023

AL TTK REFF TTK DUA
SATU TTK  UNDANG-UNDANG NOMOR 26 THN 2007 TTG PENATAAN RUANG
K

DUA TTK  UNDANG- 32 THN 2009 TTG PERL
PPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TTK

TIGA TTK  UNDANG-UNDANG NOMOR 18 THN 2013 TTG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN TTK

EMPAT TTK  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 THN
2021 TTG PENYELENGGARAAN TATA RUANG TTK
K

BBB TIK SEHUBUNGAN DGN HAL TSBT DIATAS DIKETAHUI DR TOTAL 185 PELAKU USAHA
UDANG VANAME TERNYATA YG MEMILIKI IZIN LENGKAP BARU 21 BERDASARKAN DATA
KA T OPT

TTKDUA
SATU TTK  MENDATAKAN TAMBAK UDANG DI WILAYAH HUKUM POLRES MSG-
MSG TTK

DUA TTK  DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS MEMBUAT STRATEGI PENEGAKAN
PERUINAN DAN T Ui

[AAMBAK UDANG
SECARA BERKELANJUTAN DI PROV. KEP. BABEL DENGAN
MENGEDEPANKAN PRINSIP  ULTIMUM REMEDIUM  YAITU
MELAKSANAKAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN BERSAMA
STAKE HOLDER TERKAIT TTK

ccc TIK ST INI BERSIFAT PERINTAH UNTUK DILAKSANAKAN TTK
00D  TIK DUMTTK HBS

KAPOLDA KEP BABEL

JRALSH
POL

KEBIJAKANREKOMENDASI KAPOLDA
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

AUDIENSI DENGAN STAKEHOLDER(3)

04, 08, 12,dan 17 Oktober 2023

TUJUAN : Melakukan Audiensi Dengan Stakeholder Untuk
Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan
Tambak Udang

OUTPUT : Risalah Audiensi

Pelaksanaan Audiensi dengan Stskeholder dilakukan untuk membangun
Kolaborasi dalam proses PKS Pengawasan & Perijinan usaha Tambak Udang
Secara Kolaboratif. Audiensi dilakukan pada Dinas PUPR, PTSP, Dinas DKP
dan dengan Kejaksaan Tinggi Kep. Babel.

Gambar 4 : Audiensi Dengan PUPR
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

Gambar 7 : Audiensi Dengan Kejaksaan Tlnggl Kep. Babel

Audiensi Dengan Stakeholder dituangkan dalam bentuk risalah / Notulensi
hasi Sosialisasi

e EANGEA BELITUNG.
DAERAH KEPULAUAN BANGKA i P Boeghs At B Parghapna Faagapnars, Cfsobe 23
o "0 S W2 IOURES 3 2Dk
Momor BI3301 RES.3 22023 0itreshrimsus e
Kasinasi i
Lampkan - - el P e Kapats
Pechal  : Pemohonan Audisnsi Kepada YR ¥ADS DYP PROV ¥EP. BABEL
¥ih. KADIS PUPR PROV KEP. BABEL “
@ T,
Tempat. 1 Rephn
. Se Weputoman Vapela LAN A1 Morscr © X UPDP.IT202] iaagp¥ 2 Jamuat 2023 wetarg
1 Rujukan:
5. Suwat Keputusan Kepala LAN Ri Nomor © 2IK.UIPDP.07/2023 targgal 2 Jenuari 2023 tentarg . res——
Penceshn Pold TA 2003
5. * Koph( 170U 2022 tontang Program B
Penidian Pokd TA 2023; aseria Polatihar Kasamingince Naskonst (PKN) Taghat | Asgharan X081 TA. 2023,
« :
e
peserta Pelathan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat il Angkatan JOCVIll TA. 2023; Wapudiuguda Muchne F704 Tghat S ARV I00NS TA. 3000
a . - 2 23 18ntang Polathan i o
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat § Angiatan XXVl T.A. 2023, REXOAR, SE Kok & ‘4 Posoaes Pods K
Fekra Masioral (X) Toguat 1| Arghatan XOVE TA 7523, din soad = saciry
2 Seuiungan doogan iuhan st s, barama i disampakan kepada KA bt AKGP BIM matuaeokan irpeerionl ot porbaan g TSR lama “STRATEG: SENEGAKAN
REKOAJ, SE Kasubxit il Tipidior D# Reskrimsus Polda Kep. Babel B Y DL B BN, AN KRS (3,
Potcahn Kepetmimpioan Naseenl (RN) Toghat Il Arghaten S0V T 2023, dan sast b4 g -
penubatian yang mengskat tems *STRATEGI PENEGAKAN N -t
HUKUM PADA PROSES PERIINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU)
SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL®
b Tieggst 06 Chicbr 2223
& Weks : 1100 W £ solenst
4 Temat | O#P Prov Betars.
4 Dowidan ok menad mathee
Tnta
1-Kaokda K. Sabe
2 vesds Poica Kap Batel
2. SOM P <o et

@ ODipindsi dengan CamScanner

KEPOUSWN NEGARA n!’uux mnonzsu
DAERAM
_ DIREKTORAT nssalu KRIMNAL lonﬁus

NOTULEN HASIL PELAKSANAAN AUDIENS! DALAM RANGKA MELAKSANAKAN

NTASI PERLIBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEG!
PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERUINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK
UDANG BERKELANJUTAN Of POLDA

Wabts Pukud 1000 WIS sdselnsal
Tompat Ruang Kerja PUPR (Dinas Pekerdsan umum dan Penstasn Auerg)
Prov Kep. Bakel
Pmpnan  Kags FUPR Kep. Eabel
Peserta Kasubat lll D Reskrimsus Polds Kep. Babel
Kads oV
- Persond DX Reskrimaus Poks Kep Babael

IUBAHAN YA TEGI PADA
LUINAN PENGAWASAN TAMEBAKX UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP
2 PEMBAMASAN
2 KASUBOAT I OIT RESKRAGUS POLOA KEP. BAGEL
AKBP BIM REKOAR, SE
1) Pembxkaan Oleh Kasubdt il

Oit Reskeimsus.
2) tenmakasin kepoda DKP Prov Kep Babel yang telh susi mencama audiensi
k@i, saat v saya pacang melsksanakan Pendidiuan PXN 2
3

sdang

(1) secarm beselsnjsen d poida kep. Babel
m Wranya tacsl I sebagal salah san stakeholder
Tema Proysk wam
guna membawa bangka Eaik. 9oy Perogakan
Tambak Usang.

B aranan Kadis PUPR Prov Kep. Babet

1) wcap salam;

2) Dalam hal inf langkeh yang bisa diskukan pemerintah daersh uniuk mencegan
nuw\m u’""‘ wabﬂl" ontf yakni
Fi utama dan @n preventd yal
- e yang kewsjtan-kenajben yang

Imbah yang GRasEaN agar SCaK menceman lingkungan. agar
”‘W“wm“““”‘ “‘Vﬂmwmﬂm“-ﬂ
-mannuw pak negalil ngungan

4) Acapun
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

FGD DENGAN STAKEHOLDER(4)

02 November 2023

TUJUAN : Melakukan FGD Antar Stakeholder Untuk
Penegakkan Hukum Kegiatan Perijinan &
Pengawasan Tambak Udang

OUTPUT : Risalah FGD

Focus Group Discussion dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari audiensi
yang dilaksanakan untuk skema Kolaborasi dalam pengawasan & perijinan
Tambak Udang .

Gambar 8 : Pelaksanaan FGD

KEPOUSAN NEGARA REPUSLIC ROOUESA
'CHERAN KEPULAUAN BANGKA GELTING
DIIXTORAT RESERSE KRR LSS

LAPORAN HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION {FOD) DENGAN TEMA: STRATEG
PENEGAKA ROSES PER TAMBAK
UDANG (TU) SECARA BERKELANAITAN DI POLDA KEP. BABEL"

Libatkan Stake Holder Terkait,

{Ml Inisiasi FGD Strategi
LIl Gakkum Perizinan Tambak

Kegiatan FGD juga di
publikasi melalui Instagram
dan media online lainnya.
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

https://tribratanews.babel.polri.go.id/2023/11/02/ditreskrimsu
s-polda-babel-inisiasi-fqgd-strategi-gakkum-pada-proses-
perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/

i. https://lintasbabel.inews.id/read/365511/ditreskrimsus-polda-
babel-inisiasi-fgd-strateqi-gakkum-perizinan-tambak-udang-
vaname

ii. https://terabasnews.com/2023/11/02/libatkan-stake-holder-
terkait-ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strateqi-
gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-
udang-di-babel/

iii. https://babel.antaranews.com/berita/376995/ditreskrimsus-
polda-babel-inisiasi-fqd-strategi-gakkum-pada-proses-
perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang

iv. https://realistisnews.com/2023/11/02/libatkan-stake-holder-
terkait-ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fqd-strategi-
gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-
udang-di-babel/

v. https:/lwww.babelekspos.com/ditreskrimsus-polda-babel-
inisiasi-fgd-strateqi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-
pengawasan-tambak-udang-di-babel/

vi. https://wartabangka.id/2023/11/02/ditreskrimsus-polda-babel-
gelar-fgd-strateqi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-
pengawasan-tambak-udang/

vii. https://www.wowbabel.com/lokal/59810726814/masih-ada-
tambak-udang-vaname-yang-belum-kantongi-izin-
ditreskrimsus-polda-babel-gelar-fqd

viii. https://desakkasus.id/libatkan-stake-holder-terkait-
ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-
proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/

ix. https://liputperistiwa.id/2023/11/02/strategi-penegakkan-
hukum-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-
secara-berkelanjutan/

X. https://hitsnews.online/direktorat-kriminal-khusus-
ditreskrimsus-polda-bangka-belitung-kembali-menginisiasi-
forum-group-disscusion-fgd/

xi. https://nidianews.com/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-
strategi-gakkum/

xii. https://harian-tinta.com/2023/11/ditreskrimsus-polda-babel-
inisiasi-fgd-strateqgi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-
pengawasan-tambak-udang-di-babel.html

xiii. https://bangka.sonora.id/read/503934538/ditreskrimsus-
polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-
perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

PENYUSUNAN & PEMBAHASAN SKEMA
KOLABORASI(S) 07 November 2023

TUJUAN : Melakukan Penyusunan & Pembahasan Skema
Kolaborasi Dalam Penegakkan Hukum Perijinan &
Pengawasan Tambak Udang

OUTPUT : Draft Skema Kerjasama

Penyusunan & pembahasan Kolaborasi dilakukan antar Stakeholder melalui
rapat untuk pembuatan draft PKS.

Gambar 8 : Kegiatan Penyusunan Skema Kolaborasi

Penyusunan Skema Kolaborasi didasarkan atas masukan para Stakeholder
untuk Kolaborasi Pengawasan & perijinan Tambak Udang secara berkelanjutan

G Q.f,

26



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BAB

PENYUSUNAN DRAFT PKS & SOP (6)

14 November 2023

TUJUAN : Melakukan Penyusunan MOU /PKS & SOP Antar
Stakeholder Dalam Perijinan & Pengawasan
Tambak Udang

OUTPUT : Draft MOU/PKS & SOP

Setelah dilakukan Audiensi dan pertemuan dengan Stakeholder untuk
skema Kolaborasi maka selanjutnya dilakukan penyusunan Draft / Naskah
PKS .& SOP

Gambar 9 : Keglatan Penyusunan Draft MOU/PKS & SOP

Draft MOU PKS & SOP berhasil disusun untuk selanjutnya akan dilakukan
pengesahan pada tahapan Jangka Menengah

DRAFT
MOU/PKS
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

SOSIALISASI PERIJINAN &
PENGAWASAN TU (7) 2 nopember2s

TUJUAN : Melakukan Sosialisasi Kepada Pengusaha

Tambak Udang atas Kolaborasi Perijinan &
Pengawasan Tambak Udang
OUTPUT : Hasil Sosialisasi

Tahap akhir dari implementasi Jangka Pendek yaitu melakukan Sosialisasi

Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi perijinan & pengawasan
Tambak Udang.

Gambar 10 : Sosialisasi Kepada Pengusaha Tambak

< Instagram « nstagram

Sosialisasi  juga  dilakukan
melalui Instagram dan Media
online lainnya.

Ditreskrimsus Polda Babel |g Y
Inisiasi FGD Strategi
Gakkum Perizinan Tambak
Udang Vaname

is, 02 November 2023 | 18:22 WiB
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

EVALUASI DAN MONITORING

28 Nopember 2023

TUJUAN : Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait
Implementasi stakeholder atas Kolaborasi
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

OUTPUT : Hasil EVALUASI DAN MONITORING

Setelah implementasi proper dilaksanakan maka pada tahap selanjutnya yaitu
melakuka evaluasi & Monitoring Untuk persiapan pembuatan Laporan Akhir
Implementasi proyek Perubahan.

Gambar 11 : Kegiatan Evaluasi & Monitoring

3) Laporkan sotap perkembangan lerkst implementasi STRATEGH PENEGAYAN HUKUM
PADA PROSES PERLINAN DAN P(NGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN Of POLDA KEP.
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

lll. IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN
STRATEGIS

Isue Strategis dalam permasalahan Perijinan & pengawasan
Tambak Udang (TU) yang potensial merusak kelestarian alam

dengan membuat solusi sebagai bagian dari kepemimpinan
Strategis

FGD SOLUSI
PERMASALAHAN
PENGAWASAN & PERIJINAN
KEPADA PENGUSAHA
TAMBAK UDANG

KOLABORASIUNTUK
PERMASALAHAN
PENGAWASAN & PERIJINAN
KEPADA PENGUSAHA
TAMBAK UDANG

SOSIALISASI
PENGAWASAN &
PERIJINAN KEPADA
PENGUSAHA TAMBAK
UDANG
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

IV. IMPLEMENTASI STRATEGI
MARKETING

Pemetaan Stakeholder & Strategi Komunikasi

Stakeholder yg terlibat dalam proyek perubahan ini dapat dibagi
dalam:

Stakeholder Internal :

Kapolda Kep. Babel

Direktur RESKRIMSUS Polda Kep.Babel

Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel

Para Kabag, Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda Kep.
Babel

Kabid Humas Polda Kep.Babel

Karorena Polda Kep. Babel

Karoops Polda Kep. Babel

Kasubag Renmin Polda Kep. Babel

PwODdPE

© N0

Stakeholder Eksternal :

Gubernur Kep. Babel

Kadinas PTSP

Kadinas DKP

Kadinas KLHK

Kadinas PUPR

Kajati Kep. Babel

Bupati di Wilayah Kep. Babel
Forkopimda Provinsi Kep. Babel
9. Pengusaha Tambak Udang

10. Masyarakat Di Sekitar Tambak Udang
11.LSM

12. Media Massa

13. Akademisi

©NOO AN E
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

A. STAKEHOLDER INTERNAL

Tabel 4: Identifikasi Stakeholder

DUKUNGAN/
PENGARUH

ANALISA
STAKE

HOLDER

Karoops Polda
Kep.Babel ++5

Kadinas PTSP++6

Kadinas PUPR++5

Kajati Kep.Babel
++5

\

—

-

ACTION LEADER

NS

Para Kabag, Kasubag
& Kasubdit
DITRESKRIMSUS
Polda Babel ++6

Kasubag Renmin
Polda Kep. Babel++5

Kadinas DKP ++6

Kadinas KLHK++5

M kat Di P h
Bupati di Wilayah Media Massa +/ . a‘syara abl engusana Forkomida di Wilayah
KepBabel +45 LSM +/-2 5 Akademisi +/-2 Sekitar Tambak Tambak bro. Keo. Babel 445
P Udang +/-2 Udang +/- 2 p-fep.

Kapolda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiensi, Laporan & Konsultasi Promoter Utama
3 |Direktur RESKRIMSUS Polda Babel m::s:&tﬁ"rigembe”ka" Dukungan Serta Audiensi, Laporan & Konsultasi e |Promoter |utama
4 Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiensi, Laporan & Konsultasi + Latent Sekunder
5 :EaK;:;g' Kesbag & KasubdIDITRESKRINSUS Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiensi, Laporan & Konsultasi ++6 Latent Sekunder
6 Kabid Humas Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiensi, Laporan & Konsultasi +46 Latent Sekunder
7 Karorena Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiensi, Laporan & Konsultasi ++6 Latent Sekunder
8 Karoops Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi ++5 Latent Sekunder
9 Kasubag Renmin Polda Kep. Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi ++5 Defender Primer
1 Gubernur Kep Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiensi, Laporan & Konsultasi ++4+9 Promoter Utama
2 Kadinas PTSP Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi ++6 Latent Sekunder
3 Kadinas DKP Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi ++6 Latent Sekunder
4 Kadinas KLHK Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi ++5 Latent Sekunder
5 Kadinas PUPR Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi ++5 Latent Sekunder
6 Kajati Kep.Babel Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi ++5 Latent Sekunder
7 Bupati di Wilayah Kep.Babel Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi +45 Latent Sekunder
8 Forkomida di Wilayah Prop. Kep. Babel Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi ++5 Latent Sekunder
9 Pengusaha Tambak Udang Koodinasi & Konsultasi Sosialisasi +/-2 Apathetic  [Primer
10 Masyarakat Di Sekitar Tambak Udang Mendukung Proper Sosialisasi +/-2 Apathetic  [Primer
11 LSM Pengarahan & koordinasi Sosialisasi +/-2 Apathetic  [Primer
12 Media Massa Pengarahan & koordinasi Sosialisasi +/-2 Apathetic  [Primer
13 Akademisi Koordinasi & sosialisasi Sosialisasi +/-2 Apathetic  [Primer

Karorena Polda Kabid Humas Polda Gubernur Kep. Kapolda Kep. Dirreskrimsus Staff Ditreskrimsus
Kep.Babel ++6 Kep.Babel ++6 Babel +++9 Babel +++9 ++9 +6
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Keterangan Panah : Pengaruh Stakeholder:
<«— : Koordinasi +++ : Sangat mendukung 1-2: Rendah
—p . Pengawasan ++ : Mendukung 3-5: Sedang
———p . Pelaporan +/- : Netral 6-8 : Tinggi
- Menolak 9-10: Tingi sekali
Eksternal Internal

Gambar 12 : Peta Stakeholder Setelah IPP

PENGARUH PENGARUH
RPP TINGGI IPP TINGGI Promotor

Latents

. Karoops Polda
Kep. Babel 5. Kadinas PTSP
. Karorena Polda 6 Kadinas DKP
Kep. Babel 7. Kadinas KLHK
. Para Kabag , 8. Kadinas PUPR

Kasubag & 9. Kajati Babel
Kasubdit 10. Bupati di Wilayah Babel
DITRESKRIMSUS 11. FORKOMIDA di Wilayah
Polda Kep. Babel Babel ]
. Kabid Humas

Polda Kep. Babel

Latents

- RENDAH

Defenders

Apathetics Apathetics

1
5 LsM

. Media Massa
. Akademisi
. Pengusaha Tambak

Udan
g Pengusaha Tambak Udang

RENDAH RENDAH

Berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, stakeholders dapat dibagi

menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Stakeholder Promotors, yaitu stakeholder/orang-orang yang harus
benar-benar dilibatkan dan yang membawa pengaruh terbesar dalam
proyek perubahan;

2. Stakeholder Latent, yaitu stakehoder/orang-orang dengan pengaruh
tinggi namun kepentingannya rendah. Stakeholders ini bisa sangat
membantu jika dapat diyakinkan akan pentingnya proyek perubahan;

3. Stakeholder Defenders, yaitu stakeholder/orang-orang yang memiliki
ketertarikan yang tinggi, tapi memiliki kekuatan yang kecil. khususnya
dalam komunikasi;

4. Stakeholder Apathetics, yaitu stakehoders/orang-orang yang pengaruh
rendah dan kepentingan rendah, mereka tidak peduli terhadap proyek
perubahan karena menjadi stakeholder secara kebetulan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan stakeholder selanjutnya
dilakukan penyusunan strategi dengan tujuan strategi yang masih memiliki
pengaruh rendah atau kepentingan rendah bisa ditarik pada kuadran yang
tinggi pengaruh dan kepentingannya. Untuk itu, peta strategi komunikasi
yang disusun adalah sebagai berikut :
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Strategi Mempengaruhi Stakeholder

‘. MANAGE CLOSELY :‘  | KEEP INFORMED

507 N0

MINIMAL EFFORT -

Strategi komunikasi yang dilakukan sesuai dengan kuadran Stakeholder
masing- masing, untuk Stakeholder pada kuadran Promotors, strategi yang
digunakan adalah manage closely yaitu kelompok stakeholder yang
sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, Strategi komunikasi
yang digunakan adalah yang akan meningkatkan dukungan dan minat
promotors terhadap proyek perubahan:

e Konsultasi secara reguler;
Pelaporan secara reguler;
Diskusi secara reguler;
Memberikan arahan dan bimbingan teknis; dan
Memantau progres kegiatan dan mengidentifikasi hambatan
terhadap proyek perubahan.
Kemudian untuk Stakeholder pada kuadran Defender strategi yang
digunakan adalah Keep Informed , Stakeholder ini terpengaruh oleh
proyek perubahan namun tidak memberi dampak besar pada proyek
perubahan Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk
meningkatkan minat stakeholders terhadap proyek perubahan vyaitu
dengan konsultasi dan sosialisasi tentang Strategi Penegakkan Hukum
Proses Perijinan & Pengawasan pada Tambak Udang Secara Kolaborasi.
Kuadran Latent strategi komunikasi yang digunakan adalah Keep Satisfied
dimana stakeholder ini adalah kelompok pihak-pihak yang memiliki
wewenang dalam mengambil keputusan , Strategi komunikasi yang
digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh stakeholders agar
mendukung proyek perubahan yaitu dengan konsultasi yang reguler,
sedangkan pada kuadran Aphatetic akan digunakan strategi minimal effort
dimana Stakeholder ini tidak (dan tidak diharapkan) untuk secara aktif
terlibat dalam proyek perubahan, Strategi komunikasi yang digunakan
adalah untuk meningkatkan dukungan stakeholders agar mendukung
proyek perubahan yaitu dengan, saling memberikan masukan dan
berbagi pengalaman dengan koordinasi, kolaborasi, edukasi dan
konsultasi.

KEEP SATISFIED
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Tabel 5 : Detail Komunikasi Dengan Stakeholder

A. STAKEHOLDER INTERNAL

Kapolda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiensi, Laporan & Konsultasi
3 Direktur RESKRIMSUS Polda Babel m::ss&tﬁiﬁigembenkan Dukungan Serta Audiensi, Laporan & Konsultasi
4 Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiensi, Laporan & Konsultasi
5 ngaKggsglr Kasubag & KasubdIDITRESKRINSUS Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiens), Laporan & Konsultasi
6 Kabid Humas Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiensi, Laporan & Konsultasi
7 Karorena Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiensi, Laporan & Konsultasi
8 Karoops Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi
9 Kasubag Renmin Polda Kep. Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi
1 Gubernur Kep Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan Audiensi, Laporan & Konsultasi
2 Kadinas PTSP Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi
3 Kadinas DKP Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi
4 Kadinas KLHK Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi
5 Kadinas PUPR Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi
6 Kajati Kep.Babel Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi
7 Bupati di Wilayah Kep.Babel Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi
8 Forkomida di Wilayah Prop. Kep.Babel Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi
9 Pengusaha Tambak Udang Koodinasi & Konsultasi Sosialisasi
10 Masyarakat Di Sekitar Tambak Udang Mendukung Proper Sosial
11 LSM Pengarahan & koordinasi Sosialisasi
12 Media Massa Pengarahan & koordinasi Sosiali
13 Akademisi Koordinasi & sosiali Sosiali

PROMOTERS

TUAN ¢ Memberikan
informasi detail

KOMUNIKAST ¢ Melibatkan secara
penuh

CARA

KOMUNIKASI Audiensi dan Konsultasi

KEGIATAN

KOMUNIKASI FGD, Tim Pokja

Metode

1 elepon/ Whatsapp

2. Online Webinar / Virtual
Meeting

3. Tatap Muka (Focus Group
Discussion)

4 Rapat Koordinasi

5. Kunjungan Bersama

£

LATENTS DEFENDERS APATHETICS
¢ Menjelaskan manfaat * Mengoptimalkan Memberikan
¢ Mendapatkan kepercayaan keterlibatan e
dan dukungan ¢ Menjelaskan perkembangan kegiatan
¢ Mengajak untuk terlibat kegiatan
Persuasi dan Audiensi Sosialisasi Publikasi
Kordinasi Kerjasama Forum terbuka Pii?g;enl?lg;ian

Gubernur Kep. Babel

Kapolda Kep.Babel

Direktur RESKRIMSUS Polda
Kep.Babel

Staff Direktorat DITRESKRIMSUS
Kep.Polda Babel

Para Kabag & Kasubag
DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel
Kabid Humas Polda Kep. Babel
Karops Polda Kep. Banten
Karorena Polda Kep.Banten
Kadinas PTSP

Kadinas DKP

Kadinas KLHK

Kadinas PUPR

Kajati Babel

Bupati di Wilayah Kep. Babel
Forkomida di Wilayah Kep.Babel

cow

o

o

o33~ rT o~

1. Menggunakan Surat Resmi
P :

Paparan/ PPT (Softcopy /
Hardcopy)

3. Menggunakan Video
Singkat

Menggunakan Modul
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Branding Proyek Perubahan

Strategi marketing sebagai kunci keberhasilan dari Proyek
Perubahan khusus untuk sektor publik. Proyek perubahan ini sangat
bersentuhan dengan sektor publik karena menyangkut peningkatan
kualitas pelayanan publik melalui suatu pengembangan sistem
pelayanan yang sebelumnya manual menjadi digital , adalah dengan
penerapan 4 P 1 C yaitu :

a) Product

Kebijakan

Dokumen Kerjasama
Peta kolaborasi

SOP

Posko Koordinasi
Satgas Tambak Udang

2B A

b) Place
Direktorat ResKrimum Polda Babel

c) Price

e Pengeluaran pemerintah Untuk Melestarikan lingkungan dapat
diminimalkan
e Proses Gakkum ttg perijinan dan pengawasan TU terkolaborasi

d) Promotion

Key sukses factor menjadi standar untuk promosi di wilayah lainnya
untuk menerapkan konsep serupa terutama untuk Direktorat Kriminal
Khusus Polda lainnya di setiap wilayah maupun stakeholder lainnya.
Promosi juga dilakukan melalui

Libatkan Stake Holder Terkait,

SOSIa|IsaSI balk On“ne maupun ¥ ey _inesn Ditreskrimsus Polda Babel Inisiasi
offline termasuk juga === )y nisiasi FGD Strategi

| Gakk!

FGD Strategi Gakkum

menggunakan  sosial media
(Facebook, Instagram, Tiktok

Youtube Banner, Rapat
koordinasi, rapat sosialisasi untuk
membangun sinergi dan
kemitraan,

e) Customer SOSIALISASI BY INSTAGRAM

Dirreskrimsus

Kadinas PTSP
Kadinas DKP

Kadinas KLHK

Kajati Prop. Kep. Babel
Pengusaha Tambak

ouswNE
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SURAT DUKUNGAN STAKEHOLDER

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

k> o) RISET, DAN TEKNOLOGI

3 2 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

ks 0 5 Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
44\, "'“p Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman|

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Nomor: 9165/UN50/TU.00.01/2023

‘Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama < Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP 198104102012121001
Jabatan < Rektor Universitas Bangka Belitung

Menyatakan memberikan dukungan Inovasi Proyek Perubahan dilaksanakan di Polda Kepulauan
Bangka Belitung dengan judul “Strategi Penegakan Hukum Pada Proses Perizinan dan
Pengawasan Tambak Udang (TU) Secara Berkelanjutan di Polda Kepulauan Bangka
Belitung” yang disusun oleh:

Nama : Bim Rekoaji, SE.
Pangkat/NRP : AKBP/ 75070959
Jabatan : Kasubdit 3 Tipidkor Dit Reskrimus Polda Kepulauan Bangka Belitung

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan dalam rangka mengikuti
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 (PKN TK.2) Angkatan XXVIII Tahun 2023 di

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Pelathan Nasional Il Angkatan XXVIIl
Tahun 2023, yang oleh Lembaga Negara Republik Indonesia
LAN RI) pada Pusdikmin Lemdikiat Poir. saya yang bertandatangan di bawah ini
Nama NUSIRWAN. G. BAKRIE, SE
Jabatan KETUA APTIN BANGKA BELITUNG

Menyatakan memberikan dukungan Inovasi Proyek Perubahan dilaksanakan di
Polda Kep. Babel dengan judul STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERWINAN
DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL™
yan,
disusun oleh

Project Leader BIM REKOAJI, SE.
Pangkat/NRP AKBP / 75070950
Jabatan KASUBDIT Il DIT RESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL

Demikian surat pemyataan ini dukungan saya untuk digunakan dalam rangka .,
mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Il Angkatan XVIIl Tahun 2023 di Lem?(
Administrasi Negara Republik indonesia

/

ipoang.  Oktober 2027
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 5)' BANGKA BEL]
Bangka, 21 November 2023 /
Rektor, VAN'G. BAKRIE, SE

Ibrahim
NIP 198104102012121001

o
T LU FTE Mo 1 T 008 Pl & by 1
2 Cotumen

REKTOR UBB PENGURUS APTIN

PEMERINTAIl PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
i i Babel

11 Pulau Bangka Kel. Air kam Tel/Fax (0717) 43930243151 Panghalpinang

SURAT DUKUNGAN
Pelatihan impinan National Tingkat Il (PKN TK. I}

Angkatan XXVIIl Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia (LAN R} pada Pusdikmin Lemdiklat Polri, saya yang bertanda tangan

dibawah ini:

Nama : Dr. Drs. AGUS SURYADI, M.Si.

NP : 19730809 199303 1002

PangkatGol. Pembina Utama Madya / IV.d

Jabatan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Menyatakan memberikan dukungan Inovasi Proyek Perubahan dilaksanakan di Polda
Kepulauan BangkaBelitungt dengan judul: "STRATEGI penegakan hukum pada proses
perizinan dan pengawasan tambak udang (TU) secara berkelanjutan di Polda

Kepulauan Bangka Belitung” yang disusun oleh:

Project Leader :  BIM REKOAJI, S.E.

PangkaUNRP :  AKBP/75070959

Jabatan : KASUBDIT 3 TIPIDKOR, DITRESKRIMSUS POLDA KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

Demikian dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam rangka mengikuti
Pelatinan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il (PKN TK.ll) Angkatan XXVIll Tahun 2023 di
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

Dietapkan di : Pangkalpinang
Padatanggal : 23 November 2023

_ KEPALA
~ DIt LAUTAN DAN PERIKANAN
PE}D ISHKE \UAN BANGKA BELITUNG,

NIP. 19730809 199303 1002

@ Dipindai dengan CamScanner

KADINAS DKP
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V.PEMBERDAYAAN ORGANISASI
PEMBELAJAR

Pembangunan Team Efektif
Tata kelola proyek perubahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 13 : Tata Kelola Proyek Perubahan

(e Mentor

Kombes Djoko Julianto, S.I.K M.H

Coach
AKBP Grace K Rahakbau, S.1.K, M.Si |
[ Project Leader }

AKBP Bim Rekoaji, S.E

|
[ | I I
Team Dokumentasi Team Kebijakan & Team Sistem, Teknik Team Humas &
& Administrasi SOP & Inovasi Stakeholder

) Project Leader
Project Sponsor  Coach Team Pelaksana

Berperan memberikan Berperan memberikan Bertanggung jawab memimpin Project leader dibantu oleh tim
pelaksanaan proyekperubahan, pelaksana bertugas dalam

dukungan, arahan, arahan,bimbingan, serta
mulai dari perencanaan, mengimplementasikan

bimbingan, serta petunjuk petunjuk dalam proses

dalam proses proyek proyek perubahan. implementasi, hingga evaluasi dan pentahapan proyek perubahan

perubahan; ’ pelaporan proyek perubahan dengan berkolaborasi dengan
stakeholders

TUGAS POKOK & FUNGSI

a. Mentor/Project Sponsor

» Memberikan arah dalam pembuatan rancangan maupun
implementasi dari proyek perubahan;

» Memberikan dukungan dalam pembuatan rancangan maupun
implementasi dari proyek perubahan;

» Memberikan persetujuan dan kesepakatan atas Rancangan Proyek
Perubahan, memberikan bimbingan dan advice kepada project leader
dalam melaksanakan implementasi proyek perubahan.

b. Coach :

» Memberikan arahan perihal teknik penulisan rancangan maupun

laporan proyek perubahan;
» Membantu memberikan konsultasi dan memantau kegiatan
pelaksanaan proyek perubahan.
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. Project Leader
Merancang proyek perubahan;
Melakukan eksekusi langsung terhadap semua kegiatan baik dari
rancangan, implementasi kegiatan proyek perubahan maupum
membuat laporan akhir;
Memimpin langsung jalannya kegiatan proyek perubahan.
Pokja 1, Administrasi & Dokumentasi:
Mempersiapkan dokumen yang di butuhkan baik dari rancangan,
implementasi maupun laporan dalam proyek perubahan;
» Melakukan dokumentasi baik video, photo dan lainnya dalam setiap
aktivitas di proyek perubahan.
c. Pokja 2, Team Kebijakan & SOP
» Membantu project leader dalam merancang surat kebijakan dan
skema kebijakan termasuk penyiapan dokumen NKB/PKS.
» Menelaah peraturan peraturan lain yang kemungkinan terjadinya
overlapping termasuk produk hukum di Kepolisian maupun
Stakeholder.

YV V o

vV T Vv

d. Pokja 3, Team Sistem & Teknik Dan Inovasi :

» Membantu project leader dalam menyiapkan kegiatan teknik proyek
perubahan;

» Membantu memberikan pelaksanaan pengembangan aplikasi dan
produk dari output proyek perubahan;

» Membantu project leader dalam memecahkan masalah masalah
berkaitan dengan teknik dan operasi kegiatan proyek perubahan.

e. Pokja 4, Hubungan Masyarakat & Stakeholder :

» Membantu project leader untuk komunikasi kepada masyarakat

maupun kepada stakeholder;

» Memberikan informasi kepada stakeholder tentang implementasi
kegiatan dan memberikan update data yang diperlukan oleh
stakeholder maupun project leader.

Anggaran

Anggaran yang dibutuhkan untuk PROYEK PERUBAHAN ini adalah
Sebagai berikut :

No Deskripsi Estimasi Biaya Keterangan

1 Pokja pembuatan Rp. 5.000.000,- Internal
Kebijakan Kapolda dan Ditkrimsus
SOP

2 Program Kerjasama, Rp. Anggaran
Posko Koordinasi 25.000.000.,- Polri/APBN

3 Pengadaan Sarana & Rp. 5.000.000.,- Anggaran
Prasara Polri/APBN

4 Sosialisasi & Rp. Anggaran
Implementasi 5.000.000.000,- Polri/APBN

Estimasi Total Angaran  Rp. 40.000.000,-
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Strategi Publikasi

Strategi Publikasi juga dilakukan melalui sosialisasi baik online maupun
offine termasuk juga menggunakan sosial media (Facebook,
Instagram, Tiktok Youtube Banner, Rapat koordinasi, rapat sosialisasi
untuk membangun sinergi dan kemitraan

MANAJEMEN RESIKO

MASALAH RISIKO SOLUSI

Padatnya kegiatan Kepolisian Beserta Tim pelaksana tidak dapat Membangun kesadaran tim pelaksana bahwa proyek perubahan ini
Stakeholder di tahun 2023 serta melaksanakan pentahapan mendukung Pemerintah dalam Penanganan Penegakkan Hukum
dalam kondisi penyesuaian pola kerja proyek perubahan secara Proses Perijinan & Pengawasan dan program Sosialisasi kepada
akibat Pandemi Covid 19 optimal Masyarakat

Integrasi Sistem & Kerjasama Tidak terkelola
Memberikan pemahaman dan meyakinkan bahwa proyek perubahan

bermanfaat bagi terintegrasinya system dan kerjasama antar
stakeholder serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat

Stakeholder belum terbangun dengan baik dan
terjadi  perbedaan
pandangan  antar
Stakeholder

Project Leader memberikan motivasi kapada tim efektif untuk
pentingnya proper yang dilaksanakan dan mendukung serta
menyiapkan tersedianya alokasi anggaran, sarana dan Prasarana bagi
keberhasilan proyek Perubahan

WO ERRCENLGEEREEIGR S ESOT  Tidak Berjalannya Implementasi
Proyek Perubahan Proyek Perubahan

Pengajuan Anggaran di TA 2024 dan 2025
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FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor Kunci Keberhasilan dari Proyek Perubahan ini adalah sebagai
berikut :

o KEPEMIMPINAN : ADANYA KOMUNIKASI DNG SELURUH
STAKEHOLDERS TERBENTUKNYA
TEAM EFEKTIF
e INOVASI : ADANYA KERJASAMA, KEBIJAKAN,
PKS & SOP, POSKO KOORDINASI,
SATGAS KOLABORASI TAMBAK
UDANG
e DUKUNGAN : ADANYA PARTISIPASI STAKEHOLDER
PIMPINAN POLRI & PIMPINAN POLDA

KEP. BABEL

e LEARNING ORGANIZATION : ORGANISASI PEMBELAJAR DI

LINGKUNGAN INTERNAL.

PENINGKATAN KOMPETENSI
PENEGAKKAN HUKUM
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PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

RENCANA
RENCANA PENGEMBANGAN JADWAL
POTENSI DIRI PENGEMBANGAN
(60 hari)

KOMPONEN SUBKOMPONEN

PERILAKU YANG PERLU
KEPEMIMPINAN PENGEMBANGAN

1 | INTEGRITAS Tanggungjawab Implementasi Dalam Proyek September 2023
Perubahan

2 | KERJA SAMA Komunikasi Pelaksanaan Focus Group September 2023
Discussion

3 | MENGELOLA PROPER Inovasi Melakukan Benchmarking Terkait Oktober 2023

Inovasi Penegakan Hukum,
Melakukan Studi di Media Sosial
terkait Inovasi

Narasumber Dalam Narasumber Dalam Sosialisasi
Sosialisasi Perda CBIB Sektor Kelautsn &
Perikanan KKP RI

Pelatihan Online Tentang han Online

Kepemimpinan Digital Tentang Audiit Berbasis
Resiko
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Menjadi narasumber
Mengarahkan &
Mengorganisasi Team Dalam FGD Pros es
Efokif Pengawasan & Perijinan
Tambak Udang

Melakukan Sosialisasi
Proses Pengawasan &
Perijinan Tambak Udang
Kepada Pengusaha
Tambak Udang
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VI. KOMITMEN KEBERLANJUTAN
PROPER

Proyek perubahan ini akan terus dilanjutkan pada Jangka Menengah maupun
Jangka Panjang.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH POLDA KEP.BABEL
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : DJOKO JULIANTO, S.IK.., M.H.

Pangkat/NRP  : KOMISARIS BESAR POLISI/ 77071323
Jabatan : DIRRESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL
Nama : BIM REKOAJI, S.E

Pangkat/NRP  : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI / 75070959
Jabatan : DIRRESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL

Berkomitmen untuk melanjutkan  Proyek Perubahan dengan judul “STRATEGI
PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK
UDANG " di Polda Kep. Babel.

SELAKU MENTOR
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1. Melaksanakan Penandatanganan Naskah Bersama
MOU/PKS antar Stakeholder dalam Penegakkan
Hukum pasca Perijinan & Pengawasan Tambak
Udang

2. Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar
Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan
Penegakkan Hukum Tambak Udang di wilayah Kota
Pangkalpinang.

3. Implementasi Program Perijinan & Pengawasan
Penegakkan hukum Tambak Udang di wilayah Kota
Pangkalpinang secara Kolaborasi.

4. Integrasi data dan Informasi antar Stakeholder
penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan
Penegakkan Hukum Tambak Udang

5. Integrasi data dan Informasi antar Stakeholder
penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan
Penegakkan Hukum Tambak Udang

JANGKA PANJANG

1. Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi
antar Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan
Penegakkan Hukum Tambak Udang di seluruh
Wilayah Babel

2. Implementasi Program Perijinan & Pengawasan
Penegakkan hukum Tambak Udang di Seluruh
wilayah Babel

3. Melakukan Pembentukkan Satgas Tambang
Udang di Wilayah Babel
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Vil. KETERKAITAN MATA PILIHAN

a. Hak Azazi Manusia : Hak azazi manusia dibutuhkan
untuk peluang pengusaha Tambak Uang untuk
berinvestasi yang harus dilindungi, akan tetapi juga
harus memperhatikan lingkungan sekitar terutama
masyarakat yang terdamoak yang potensi
menimbulkan pelanggaran HAM.

a. Pengawasan Berbasis Resiko : Pengawasan
kegiatan Tambak udang dibutuhkan untuk
memastikan tidak adanya pelanggaran yang
dilakukan dan dalam konteks menegakkan hukum.

b. Pertumbuhan Ekonomi Hijau : Lingkungan harus
terjaga secara berkelanjutan dengan pengelolaan
Tambak Udang tidak merusak alam, iklim investasi
dan ekonomi harus bersahabat dengan alam dan
tidak mencemari lingkunga termasuk penggunaan
sumber sumber energi alternatif dalam kegiatan
Tambak Udang.
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VIll. PENUTUP (KESIMPULAN &
SARAN)

KESIMPULAN

1. Perlunya membangun kesadaran
semua Lembaga negara dalam
Pengawasan & perijinan Tambak
Udang agar dapat menjaga
kelestarian alam

. Program yang telah dilaksanakan
pada proyek perubahan agar
dapat terus ditingkatkan dengan
melibatkan Stakeholder lainnya

REKOMENDASI
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LESSON LEARNT

Pemimpin harus
mempunyai komitmen
yang kuat dan
berintegritas

Pemimpin harus
berwawasan inovatif dan
menjadi agen
perubahan

Pemimpin harus
berkolaborasi dalam
pencapaian tujuan
suatu organisasi

Visi Kemimpinn
Strategis
dibutuhkan Untuk
Menjawab Solusi
Issue Strategi
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LAMPIRAN : RAPAT & PEMBENTUKKAN
TEAM EFEKTIF
1. SURAT UNDANGAN
2. ABSENSI
3. NOTULENSI RAPAT
4. SPRIN TEAM EFEKTIF
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTA DINAS
Nomor: BINDY }? /X/2023/Direskrimsus

Kepada Y. 1 Dimeskimsus Poida Kep. Babel
2 Wads Dt Reskrimsus
3. Para Kasubdit Dit Reskrimsus
4 Kabag Bin Ops Dit Reskrimsus
5. Kasubbag Renmin Dt Reskrimsus

Dari : Kasubdit Kasubdit Ill Dt Reskrimsus Poida Kep. Babel.

Perihal : undangan rapat koordinasi implementasi proyek perubahan.

1. Rujukan

a. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2K 1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struidural Kepemimpinan;

b. Surat Keputusan Kapolr Nomor : Kep/1717/Xil/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program
Pendidikan Polri TA. 2023;

c. Surat Kapoli Nomor : SpAn/ST33VIUDIK2.52023/SSOM tanggal 23 Juli 2023 ftentang
pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIIl TA.
2023;

d. Surat Perintsh Kapolri Nomor : Sprin/2033/VIVDIK 2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIll TA. 2023.

2 Sehubungan dengan rujukan lersebut & atas, bersama ini disampaikan kepada Dir bahwa akan
ditaksanakan rapat koordinasi pembentukan m in§ dalam rangka implementasi proyek perubahan
yang akan dilaksanakan pada:

a Hai/Tanggal  :Rabu, 20 September 2023;
b. Wakiu : Pukul 08.00 wib s.d seisai;
¢. Tempat : Ruang Dir Reskrimsus Polda Kep. Babel.

3. Demikian untuk menjadi maklum

Dipindai dengan CamScanner
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONE SIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
_DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENS! RAPAT PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTAS! "STRATEGI PENEGAXAN HUXUM PADA PROSE S PERUNAN
DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELAMAUTAN 01 POLDA KEP BABEL"
_VANGGAL 0 ONTORER 203

— R — —

NO NAMA T PANGKAT | JABATAN o

1. | DUOKO JULIANTO, SIK. MH. | KOMBES POL DIRRESKRIMSUS | 1

SLAMET ADY PURNOMO
2 ' AXBP WADIR RESKRIMSUS

'3 | NDAPAJARINLAME | PENATA | KASUBBAG RENMIN

4. | ANGGITTA ADHITYA, SH ~ AIPDA " BENSATKER |

5. | BUDI SANTOSO, SH PTU PLTKABAG BINOPS | 5
JAVAL F

& lsix, Mmua ol AxeP KASugorT |

7. | GALIRAKASIWI, S H. PTL PANITSUBDITT | 7,4

8. | JOHAN WAHYUDI, SH. KOMPOL PS. KASUBDIT I

9. | BIMREKOAJ, SE. AXBP KASUBDIT i

10. | EDIPURWANTO, SH. PTU PANIT SUBDIT fi

11. | REZA VAHLEVI, SH. IPDA PANIT SUBDIT i

12 | DEVIA JULIANDA, SH. IPDA PANIT SUBDIT Il

13. | TRIVANTO, SIK, SH, MH. KOMPOL KASUBDIT IV

14. | RIOPRANATA TARIGAN, S.TrK IPTU PANIT SUBDIT IV

15. | WELLSONY, SH. IPDA PANIT SUBDIT IV

Y Lol R pe—

Dipindai dengan CamScanner
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN HASIL PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN
SOSIALISAS! TIM INTI

1. PEMBUKAAN
a. Rapat dilaksanakan pada
Haritanggal : Rabu /20 September 2023
Waktu . Pukul 0800 WIB sdselesai
Tempat . Ruang Kerja Dir Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung
Pimpinan - Dir Reskrimsus Polda Kep. Banga Belitung
Peserta : Wadir, Kasubdit 2,3,5 Kabag Bin Opsnal Kasubbag Renmin, Para

Panit, dan Anggota Dit Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung

b. Agenda pelaksanaan X
Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Rencana Implementasi Proyek Perubahan berjudul
"STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERWINAN DAN
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA

KEP. BABEL"

2. PEMBAHASAN
a. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

1) Pembukaan Oleh Dir Reskrimsus

2) terimakasih kepada rekan-rekan yang selama ini telah bekerja keras atas
kinefja dedikasi dan loyalitas,semangat kebersamaan dan berinovasi
dalam peningkatan kinerja

3) menindaklanjuti rencana implementasi proper rekan kita kasubdit 3 yang
sedang melaksanakan Dik PKN 2 Bim Rekoaji agar rekan PJU ikut terlibat
sebagai motivator, koordinator dan pengawasan pelaksanaan nya

4) menindaklanjuti rencana yang akan dilakukan oleh Kasubdit 3 pada Satker
kta dan saya sebaga mentor berharap dapat berjalan dengan maksimal sesuai
target yang sudah ditetapkan dan keseriusan serta kerjasama tim untuk kranya
hasil ini benar-benar bermanfaat dan diterapkan di Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Kep. Babel

5) ada perubahan pola kefa, koordinasi dan komunikasi dengan Stake Holder
yang dapat meningkatkan capaian kinerja dan memudahkan dalam proses
Penyelidikan dan Penyidikan bak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep.
Bangka dan Polres Jajaran

6) Nanti silahkan kasubdit 2 dapat memaparkan rencana tersebut

b. arahan Wadir Res Krimsus:
1) ucap salam;
2) untuk kelancaran Proyek Perubahan ini dapat dilakukan bersama-sama guna
memberikan Saran dan masukan untuk mencapai keberhasilan target yang akan di

capai;
3) kiranya Proyek Perubahan ini tidak hanya dilakukan oleh Kasubdit Il dan Staf tapi
juga bisa dilakukan dan didukung oleh Subdit lainnya termasuk juga oleh Para

Dipindai dengan CamScanner
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4

/

Kasubdit, Kabag Bin Opsnal, Kabag Wassidik, Para Kanit, Kasubbag Renmin
beserta Staf;

4) bagi yang teriibat dalam Sprin Tim Inti nantinya diharapkan bertanggung
jawab terhadap tugas yang diberikan;

5) buatkan Sprin dan awasi pelaksanaan nya oleh para Perwira yang Bertanggung
Jawab sesuai tugas yang diberikan;

c. KASUBDIT I
1) menyampaikan maksud dan tujuan Proyek Perubahan;
2) time line rencana pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan; )
3) rencana pembentukan Tim Efektif dengan usulan Surat Perintah Tim Efektif yang
ditanda tangani oleh Bapak Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar; )
4) Rencana perlibatan jumiah personil yang akan terfibat dalam Sprin Tim Efektif
5) Petunjukan perlibatan PJU sebagai koordinator per tahap kegiatan

6) Rencana penjadwalan Rapat lanjutan dan anev serta penjelasan tugas dan
tanggung jawab Tim Efektif;
3. PENUTUP

Demikian hasil notulen pelaksanaan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Rencana
implementasi  Proyek Perubahan berjudul "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA
PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA

BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL'datganagendaAnevKanmr}asTetﬁni
dibuat sebagai bahan masukan Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

MENGETAHUI, Pangkalpinang, September 2023
KASUBDIT lll DIT RESKRIMSUS NO
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG

I, SE
NRP 75070959 BRI RP 89050473

Dipindai dengan CamScanner
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~KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

q@s

SURAT PERINTAH
Nomor: S/ |78 AXRES./2023/D8 Reskrimsus

Perimbangan  : bahwa dalam rangka melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkata
TA. 2023, maka dipandang perfu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia;

2. Surat Keputusan LAN RI Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

3. Surat Keputusan Kapold Nomor: Kep/1717/XI2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang
Program Pendidikan Polri Tahun Anggaran 2023;

4. Surat Kapoli Nomor: Sprin/S733/VIVDIK2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 ftentang
pemanggilan peserta Pelathan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIll
Tahun Anggaran 2023;

5. Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/2023/VIUDIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang
Pelatihan Kepemimpinan Nasional ( PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIll Tahun Anggaran 2023.

DIPERINTAHKAN
Kepada : PERWIRA DAN BINTARA YANG NAMA, PANGKAT DAN NRP TERCANTUM Di DALAM
Untuk

LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

: 1. Disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai
Tim Efektif Proyek Perubahan "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES
PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU)" Secara berkelanjutan di polda kep.
babel

2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan berakhimya kegiatan
Pelaihan Kepempinan Nasional Tingkat Il Angkatan XXVIil Tahun Anggaran 2023;

3. Melaporkan hasilnya kepada Direkiur Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Babel;

4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.
Dikeluarkan di : Pangkalpinang
an. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH POLDA KEP. BAB
, DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
.
~
Ity
0 JULIANTO, SLK. MH.
o ARJS BESAR POLISI NRP 7707133
Kapolda Kep. Babel.
Waka Poida Kep. Babel.

Karo SDM Poida Kep. Babel.
Kabid Propam Poida Kep. Babel.

BwP

54



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN

DI POLDA KEP. BABEL

SIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

SPRIN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN * STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN &

PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL “
PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN)

NO NAMA PANGKAT NRP e E—
DJOKO JULIANTO, SIK., DIREKTUR
1 |2 KOMBES 7071323 Moot B MENTOR
SLAMET ADY PURNOMO, WADIR
2 bty AKBP 78081209 nssm:"gu': WAKIL MENTOR
KASUB PROJECT
3 | BIMREKOAJI, SE. AKBP 75070959 TPOKOR. o
PS. PANIT 1 UNIT 2
& | DEVIA JULIANDA, SH. IPDA 88070452 SUBDIT3 SEKRETARIS
TIPIDKOR
ERFAN PUTRA PRATAMA, BA SUBDIT il
o b BRIGPOL 93010039 ool ANGGOTA
BA SUBDIT i
§ | FREDDY FERNANDO,SH. | BRIPKA 89040478 st NOTULEN
BA SUBDIT il
7 | NADISANTRI, SH. BRIGPOL 93040501 sl NOTULEN
8 | RusDIAPRIADI, SH. BRIGPOL 93070442 BASUSDIW | eenpaaRA
WULAN PERMATASARI, BA SUBDIT
Hi o BRIGPOL 05030485 ASHRAT promETon)
KOORDINATOR
™
PS. KABAG PENYUSUNAN
10 | BUDI SANTOSO, SH. IPTU 80010549 e i
KAPOLDA DAN
STR
BABAG BIN
11 | SANDY JULIANDI, BRIPKA 89070002 o ANGGOTA
12 | NURAHMAD HAKIM, SH. | BRIGPOL 91090164 BABAG BIN ANGGOTA
OPSNAL
13 | PIKOAGUSTIVANTO,SH. | BRIPTU 97080148 mmn ANGGOTA
KOORDINATOR
™
TRIYANTO, S.K., SH., KASUBDIT 4
1% h KOMPOL 85072020 PENYUSUNAN
. TIPIDTER SOP DAN MOU
KERJASAMA
PANIT 1 UNIT 1
g5 | NOPRAMTA TARIGAN, IPTU 96041163 SUBDIT4 ANGGOTA
SRX TIPIDTER

Dipindai dengan CamScanner
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BANIT 1 UNIT 1
IMAMM.FIRDAUS, SH. | BRIPKA 89120258 SUBDIT 4 ANGOOTA
TIPIDTER
BA SUBDIT Il
ARIF SUPRIYANTO, SH. | BRIGPOL 93040565 oo ANGGOTA
BANIT 1 UNIT 1
18 | ASKARIA BRIPTU 99090024 SUBDIT 4 ANGGOTA
TIPIDTER
JAMAL FATHUR KASUBDIT1 | KOORDINATOR
19 | RAKHMAN, S1K., MH. AKBP 84081730 INDAGSI | PELAKSANA FGD
PS. PANIT 1 UNIT 1
20 | GALIRAKASWI, SH. PTU 84060106 Suaa I | AnGGoTA
BANIT 1 UNIT 1
21 | RIDUAN AIPDA 75060744 SUTLUNTY | Ancooma
BA SUBDIT Il
23 | MARSELING, SH. BRIPKA 89110323 dlse A ANGGOTA
OKTARIO PANJI KUSUMA, BA SUBDIT I
2 [ BRIGPOL | 5100241 ld ANGGOTA
BANIT 1 UNIT 1
25 | RIZKY FACHRUILLAH, SH. | BRIPKA 87000165 SUBDIT 4 ANGGOTA
TIPIDTER
BANIT 1 UNIT 1
2% | HARRY PRANAJAYA, SH. | BRIGPOL | 94050132 SUBDIT 4 ANGGOTA
TIPIDTER
KOORDINATOR
BERSAMA
PS. PANIT 2UNIT 1 | DENGAN STAKE
27 | Rezav SH. IPDA 86010101 SUBDIT 3 HOLDER
AHLEVI, TIPIDKOR KEJAKSAAN
TINGGI PROV.
KEP. BABEL
BA SUBDIT Il
28 | MUS ADIUNANG, SH. BRIPKA 85041203 o} ANGGOTA
KOORDINATOR
PS.PANIT2UNIT1 [ (o A0S
20 | WELLSONY, SH. IPDA 85080630 SUBDIT 4 b
TIPIDTER
PROV. KEP.
BABEL
BANIT 1 UNIT 1
30 | JOKO PURNOMO, SH. BRIPKA 87001268 SUBDIT 4 ANGGOTA
TIPIDTER

Dipindai dengan CamScanner
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)/ KOMPOL JOHAN KoM PLT.KASUBDIT2 | KOORDINATOR
b POL 74040280 . LO PUPR PROV.
SH.
[ s FISMONDEV KEP. BABEL
32 | IRWAN SAPUTRA, SH. BRIGPOL 95100163 %ﬁ."%&"‘ ANGGOTA
KOORDINATOR
LO DINAS
KASUBDITS | LINGKUNGAN
3 ;t:?cmwncmsono, SE. | kompoL 82101361 SIBER HIDUP DAN
: DITRESKRIMSUS | KEHUTANAN
PROV. KEP.
BABEL
EDITHO BERILPHIZALDI, BA SUBDIT i
% | S BRIGPOL 92070850 choecrld ANGGOTA
KOORDINASILO
DINAS
PELAYANAN
BANIT 1 UNIT 1
35 | YUDHIFIRMANSYAH, SE. | AIPDA 81091115 TERPADU SATU
SUBDITSSIBER | Torrob
KEP. BABEL
(PTSP)
35 | DWIKI AHMAD BILAL BRIPTU 97030606 :t?NsoIFsus’rBTE:z ANGGOTA
BANIT 1 UNIT 1
KOORDINATOR
37 | EDIPURWANTO, SH. IPTU 80110058 SUBDIT 4
TIPIDTER TR
BANIT 1 UNIT 1
35 | MUHAMMAD RIDWAN, SH. | BRIPKA 88100846 SUBDIT2 ANGGOTA
: FISMONDEV
BanTiunmy | KOORDIATOR
' 33 | YOGI PRIADI, SH. BRIPKA 89120253 SUBDIT 4 POLDAKEP
TIPIDTER -
BABEL
40 | RIKUHTOTOPANGESTU | BRIPDA 02090036 Sri g | AnocoTA
KOORDINATOR
BANT1UNT1 | KARORENA
41 | RICIRIKARDO BRIPKA 86101342 aIRATL | Ko
i BABEL
BANIT 1 UNIT 1
42 | DONYIRIANTO.S,SH. | BRIGPOL 92020067 SUBDIT 4 ANGGOTA
TIPIDTER
BANIT1UNIT1 | KOORDINATOR
a8 | SRVLISINEPONAR | mnik 83070153 SUBDIT2 | BIDANG HUKUM
FISMONDEV POLDA KEP.
BABEL
BANIT 1 UNIT 1
“ mmmuA BRIPDA 01100041 SUBDIT 2 ANGGOTA
FISMONDEV
BANITTUNIT1 | KOORDINATOR
5 mmsﬂu BRIPKA 89050473 SUBDIT3 HUMAS POLDA
0, TIPIDKOR KEP. BABEL

Dipindai dengan CamScanner
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN

] —
i

DI POLDA KEP. BABEL

; V/""' BANIT 1 UNIT 1
|/ o1 SOFAN, SH. BRPTU | 97120343 SUBDIT2 ANGGOTA
FISMONDEV
1
HARRY SA GARA KOORDINATOR
47 | S H. TRYANEGARA. | rip 88040218 - BA WASSIDIK SOSIAL DAN
MEDIA
48 | RIMAU AGUSTIO BRIGPOL | 84080352 o ANGGOTA
TRIYANTO, S.1K, SH., KASUBDIT 4 KOORDINATOR
4 | mu, KOMPOL 85072020 TIPIDTER | TIM SOSIALISASI
BANIT 1 UNIT 1
50 | EDI PURWANTO, SH. IPTU 80110058 supnTs | BSCRRATR
TIPIDTER
PS.PANIT2UNT 1 | oo oo
51 | REZA VAHLEVI, SH. IPDA 86010101 SUBDIT 3 T SOR AR
TIPIDKOR
PS.PANT1UNT2 | 1 0ORDINATOR
52 | DEVIA JULIANDA, SH IPDA 88070452 181%':%3 T SOsA

il

Dipindai dengan CamScanner
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

LAMPIRAN : PENYUSUNAN KEBIJAKAN

KAPOLDA BABEL
1. ABSENSI
2. KEBIJAKAN KAPOLDA
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

KEPOUISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREXTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI RAPAT KEBIJAKAN TERKAIT "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIINAN DAN
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP BABEL*

TANGGAL 28 OKTOBER 2023
NO NAMA PANGKAT JABATAN ) DR
ST 3 ‘
1. | DJOKOJULIANTO, SIK, MH. | KOMBES POL mmsxm—#v-%
SR
g P T T AKBP ADIR RESKRIMSUS /
SIK.SHMH. " ' -
3 | INDAPAJARINI, AMd PENATA W
4. | ANGGITTA ADHITYA SH. APDA
S. | BUDISANTOSO, SH. IPTU
o | VWAL FATHUR RAKHWAN,
ke AKBP KASUBDIT | 061;2'_.“
7. | GALIRAKASIWI, SH. PTU ~PANIT SUBDIT | ?C{:
8. | JOHAN WAHYUDI, SH. KOMPOL PS. KASUBDIT I a.q ....... -
U TS -
9. | BIMREKOAJI, SE. AKBP KASUBDIT Il 9. TgER
10, | EDI PURWANTO, SH. PTU PANIT SUBDIT i w7
V|
11. | REZA VAHLEWI, SH. POA PANIT SUBDIT i 11@. ..EV X
12 | DEVIA JULIANDA, SH, POA PANIT SUBDIT i 1 %
= P . | =
13. | TRIYANTO, S.IK, SH, MH. KOMPOL KASUBDIT IV 13.%
4. | RIOPRANATA TARIGAN, S.TTK IPTU PANIT SUBDIT IV [T
/\ w
15. | WELLSONY, SH. IPDA PANIT SUBDIT IV 1&./... ..
YUDHA WICAKSONO, SE. 2
16. KOMPOL PS. KASUBDIT V v l m}

SIK

Dipindai dengan CamScanner
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

b
BUDDAYA UDANG @
._,’;_; i ’

M SURAT

DARI : KAPOLDA KEP BABEL DERAJAT  : KILAT
KEPADA : DISTRIBUSI C POLDA KEP. BABEL KLASIFIKASI : BIASA
TEMBUSAN  : 1. WAKAPOLDA KEP. BABEL

2. IRWASDA POLDA KEP. BABEL
3. KABIDPROPAM POLDA KEP. BABEL

NOMOR : ST 342LAX0PS.2/2023 TGL : 29-09-2023
A TTK REFF TTK DUA
SATU TTK  UNDANG-UNDANG NOMOR 26 THN 2007 TTG PENATAAN RUANG
K
DUA TTK  UNDANG-UNDANG NOMOR 32 THN 2009 TTG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TTK
TIGA TTK  UNDANG-UNDANG NOMOR 18 THN 2013 TTG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN TTK
EMPAT  TTK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 THN

2021 TTG PENYELENGGARAAN TATA RUANG TTK
TK

BBB TIK SEHUBUNGAN DGN HAL TSBT DIATAS DIKETAHUI DR TOTAL 185 PELAKU USAHA
UDANG VANAME TERNYATA YG MEMILIKI IZIN LENGKAP BARU 21 BERDASARKAN DATA
DINAS PENANAMAN MODAL KMA DIBERITAHUKAN KPD KA UP KASAT RESKRIM UTK DPT
TTKDUA

SATU TTK  MENDATAKAN TAMBAK UDANG DI WILAYAH HUKUM POLRES MSG-
MSG TTK

DUA TTK  DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS MEMBUAT STRATEGI PENEGAKAN
HUKUM PROSES PERUINAN DAN PENGAWASAN TAAMBAK UDANG
SECARA BERKELANJUTAN DI PROV. KEP. BABEL DENGAN
MENGEDEPANKAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM YAITU

ccC TIK ST INI BERSIFAT PERINTAH UNTUK DILAKSANAKAN TTK
DOD  TIK DUMTTK HBS

KAPOLDA KEP BABEL
TRALSH

IRJEN POL

Dipindai dengan CamScanner
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

LAMPIRAN : AUDIENSI DENGAN

STAKEHOLDER
1. SURAT UNDANGAN
2. RISALAH AUDIENSI
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

Jaanmaagnnmmw Pangkalpinang, &/ Oktober 2023
Nomor : BI3301 RES.3.2/2023Ditreskrimsus

Klasifikasi . Biasa

Lampiran  : -

Perihal : Permohonan Audiensi Kepada

1. J >

mwwwmm:mmmmmzmmm
Pedoman Penyelenggaraan Pelathan Struidural Kepemimpinan;

b. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XIl 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program
Pendidikan Polri T.A. 2023;

¢. Surat Kapoli Nomor : Sprin/5733/VIVDIK 2. 5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan
peserta Pelathan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIll TA. 2023;

d. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VIVDIK 2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat il Angicatan XXVIll TA. 2023.

2 Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa AKBP BIM
REKOAJI, SE Kasubdit Ill Tipidkor Dit Reskrimsus Poida Kep. Babel sedang mengikui kegiatan
Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIIl TA. 2023, dan saat ini sedang
melaksanakan implementasi proyek perubahan yang mengakat tema "STRATEGI PENEGAKAN
HUKUM PADA PROSES PERUINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU)
SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

3. Berkaitan dengan hal lersebut bahwa guna lancamya implementasi proyek perubahan tersebut, kami
akan melaksanakan audiensi dengan KA , yang dilaksanakan pada:
aHai :Senin;
b. Tanggal: 03 Okiober 2023;
c. Wakdy :09.30 wib s.d selesa;

d. Tempat : PUPR Prov Kep.Bangka Belitung.
4. Demikian untuk menjadi makium.

Tembusan :
1. Kapolda Kep. Babel.
2. Irwasda Polda Kep Babel.

Dipindai dengan CamScanner
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka Air ltam Pangkalpinang Pangkalpinang, OYOktober 2023
Nomor : BR324 Q/X/RES.3.22023/Ditreskrimsus
Klasifikasi  : Biasa
Lampiran @ -
Perihal : Permohonan Audiensi Kepada

Yth. KADIS DKP PROV KEP. BABEL
di

Tempat.

a. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

b. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep717/XIlf 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program
Pendidikan Polri TA. 2023;

¢. Surat Kapolr Nomor : Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan
peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIll T.A. 2023;

d. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VIVDIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Petatihan
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIII TA. 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa AKBP BIM
REKOAJI, SE Kasubdit lll Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel sedang mengikuti kegiatan
Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIII T.A. 2023, dan saat ini sedang
melaksanakan implementasi proyek perubahan yang mengakat tema "STRATEGI PENEGAKAN
HUKUM PADA PROSES PERIINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU)
SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancamya implementasi proyek perubahan tersebut, kami
akan melaksanakan audiensi dengan KA , yang dilaksanakan pada:
a.Hai :Senin;
b. Tanggal: 09 Oktober 2023;
c. Waktu : 11.00 wib s.d selesai;
d. Tempat : DKP Prov Kep.Bangka Belitung.

4. Demikian untuk menjadi makium.

a.n, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP.
"bIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHU

Tembusan :
1. Kapolda Kep. Babel.
2. lrwasda Polda Kep.Babel,

3.Karo SOM Polda Kep, Babel

Dipindai dengan CamScanner
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

»
w o

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka Alr tam Pangkalpinang Pangkalpinang, & ¢/ Oktober 2023
Nomor : BIRZNIXRES.3.2/2023Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampican @ -
Perihal : Permohonan Audiensi Kepada
Yth. KAJATIKEP, BABEL
di
Tempat,
Up. Aspidsus

a. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelathan Struktural Kepemimpinan;

b. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XIl/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program
Pendidikan Polri T.A. 2023;

¢. Surat Kapolri Nomor : Sprin/5733/VIVDIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan
peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIll T.A. 2023;

d. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VIVDIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIIl TA. 2023,

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa AKBP BIM
REKOAJI, SE Kasubdit Ill Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel sedang mengikuli kegiatan
Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIIl T.A. 2023, dan saat ini sedang
melaksanakan implementasi proyek perubahan yang mengakat tema "STRATEGI PENEGAKAN
HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU)
SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancamya implementasi proyek perubahan tersebut, kami
akan melaksanakan audiensi dengan KA , yang dilaksanakan pada:
a.Hai :Selasa;
b. Tanggal: 10 Okiober 2023;
¢. Waktu :08.00 wib s.d selesai;
d. Tempat : Kejati Kep.Bangka Belitung.

4, Demikian untuk menjadi makium.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUS

Dipindai dengan CamScanner
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

\ KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jalan Pulau Bangka A ltam Pangkaipinang Pangkalpinang. OX{Oktober 2023
Nomor : B/ 3297NRES 3 22023 Diveskrimsus
Perhdl - Pemohonan Audiensi Kepada

Y. KADIS LHK KEP. BABEL
L]

Tempat

2 Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2K 1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 lentang
Pedoman Penyslenggaraan Pelathan Struidural Kepemimpinan;

b. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/0V 2022 tanggal 20 Desember 2022 fentang Program
Pendidican Poln TA. 2023;

c. Surat Kapolri Nomor : Span/ST3VIVDIK 2 52023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggiian
peserta Pelashan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan JXVIIl TA. 2023;

d. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprn/2033/VIVDIK 2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelashan
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tinglat Il Angkatan JXO(VIll TA. 2023.

2 Sehubungan dengan rujuian tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa AKBP BIM
REKOAJI, SE Kasubdit il Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel sedang mengikui kegiatan
Pelathan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIll TA. 2023, dan saat ini sedang
meiaksanakan implementasi proyek perubzhan yang mengakat tema "STRATEGI PENEGAKAN
HUKUM PADA PROSES PERWUINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (Tu)
SECARA BERKELANJUTAN Di POLDA KEP. BABEL"

3. Berkatan dengan hal tersebut bahwa guna lancamya implementasi proyek perubahan tersebut, kami
akan melaksanakan audiensi dengan KA , yang diaksanakan pada:
aHad :Selass;
b. Tanggal: 10 Oidober 2023;
¢ Waidy : 10.00 wib s.d selesai;
d. Tempat : LHK Kep.Bangka Befilung.

4. Demikian unfuk menjadi makium.

Dipindai dengan CamScanner
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

»
Rttt

KEPOLISIAN NEGARA
wmmwmmaamm
—Jalan Pulau Bangka A tam Panghaipinang Pangkalpinang, 04/ Oklober 2023
Nomor : Bnw
Kesiasi . Biass IXRES 3 272023Direskrimsus
Lampian  : .
Perhal  : Permohonan Audiensi Kepada
Yt Kepala PTSP
&
Tempat
1. Rujukan:
a. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2K /PDP.07/2023 tanggal 2 Januarl 2023 tentang
MWWWW;
b. Surat Keputusan Kapoki Nomor : Kep/17171 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program
Pendidiken Polr TA. 2023;
¢. Surat Kapoli Nomor : Spri tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan

Sprin/STIAVIVDIK 2. 5202/SSDM
peserta Pelathan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XOVIIl TA. 2023;
d. Surat Perintah Kapoki Nomor - Sprn/2033VIVDIK 2 5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelathan
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan YOIl TA. 2023.

2 mmmmammnmmmmmm
REKOMSEW!ITWNWMMWMWW
WWWMT@HIWMTAM.MMNM
melaksanakan implementasi mmMmyﬂm’STRATEGIPENEGAKAN
HUKUM PADA PROSES PERWUINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU)

SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

3. Berkaitan dengan hal tersebut batwa guna tancamya implementasi proyek perubahan tersebut, kami
akan melaksanakan audiensi dengan KA , yang diiaksanaian pada:
a Hai :Senin;
b. Tanggal: 09 Oktober 2023;
c. Waktu :08.00 wib s.d selesai;
d. Tempat : PTSP Prov Kep.Bangka Befitung.

4, Demikian untuk menjadi makium.

Tembusan :

1. Kapoida Kep. Babel.

2. Irwasda Polda Kep. Babel.
3. Karo SOM Polda Kep. Babel

Dipindai dengan CamScanner
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENS! RAPAT AUDIENS! *STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIINAN DAN PENGAWASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL'
TANGGAL 0 Ffobat 2023

NO NAMA JABATAN T

|l n pws |l T
¢ | DApst kh TP

“Tro PTsP

: A
Adin Pickey DIT  ReskRIMSeS %
o [ Lov U Pl Sese

Dipindai dengan CamScanner
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DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN

ABSENSI RAPAT AUDIENS! *STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROGES PERUINAN DAN PENGAWASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP BABEL'

TANGGAL # obipbn-

NO NAMA JABATAN TTD

" lhert B prasst | pasarer i Iz _

oy beaew o T

: Razwe; DeHk (’w ‘ —
Aot Rz, Drc Jesthimses / %

s 8y [ Al =T &

:

Dipindai dengan CamScanner



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN

DI POLDA KEP. BABEL

KEPOUISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENS! RAPAT AUDIENS! *STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

TANGGAL /I gfr e 202

NO NAMA JABATAN T

" laem Bit Kb = A = 1

: DATWD"Q‘ Ebs o1 VA ﬂ :

3 Ty P A

P
(ol ,f-xe?L /ef’b ﬂ d
W" 14:,;,- D7 pofrinss

vl == 5

Dipindai dengan CamScanner
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI RAPAT AUDIENS! *STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERINAN DAN PENGAWASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP, BABEL"
TANGGAL A tire 2023

NO NAMA JABATAN

Jt i paers | feadt AL

VAR per
| Heriz ber
N b Tre_febtinss
WYL (s é |l

Jouueogwe) uebuap tepurdiq
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI RAPAT AUDIENS! "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL®
TANGGAL /7 otk 2003

NO NAMA JABATAN 10
1 1/&.1/
MBP Rim Pt | faccrpic TIC y
- A?JF Ersi Ton e %ﬁ—)\
3. ( Ep—— 7
“Toria feos0 Rode @) —

) Air Pidy Dre foes ms. s [ %

Dipindai dengan CamScanner
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN HASIL PELAKSANAAN AUDIENSI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEG!
PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK

UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

1. PEMBUKAAN
a. Rapat diaksanakan pada
Hartanggal : Senin /09 Oktober 2023
Waktu . Pukul 0800 WIB sdselesai
Tempat Ruang Kerja Kadis PTSP(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Prov Kep.
Pimpinan Kadis PTSP Provinsi Kep. Babel
Peserta : = Kasubdit lll Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel.

- Sekdis PTSP Provinsi Kep. Bangka Belitung.

- koordinator pelayanan perizinan terpadu PTSP PROV KEP.
BABEL

- Personil Dit Reskrimsus Polda Kep Babel.

b. A pelaksanaan
AUDIENS! DALAM RANGKA MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROYEK
PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA

PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL.

2. PEMBAHASAN
a. KASUBDIT lll DIT RESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL
AKBP BIM REKOAJI, SE
1) Pembukaan Oleh Kasubdit Il Dit Reskrimsus
2) terimakasih kepada Dinas PTSP Prov Kep. Babel yang telah sudi menerima
audiensi kami, saat ini saya sedang melaksanakan Pendidikan PKN 2
3) saatini juga saya sedang melaksanaksan proyek perubahan yang mengakat tema
"strategi hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang
(tu) secara berkelanjutan di poida kep. Babel
saya harapkan kiranya Intansi ini sebagai salah satu stakeholder terkait
sebagaimana Tema Proyek Perubahan ini kiranya dapat bersinergi dengan kami
mmmmmwmmmyammmww
Hukum pada Proses perijinan dan pengawasan Tambak Udang.

b. arahan Kadis PTSP Prov Kep. Babel: /

1) ucap salam; ¢

2) Dalam hal ini langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah
terjadinya pencemaran lingkungan dari usaha tambak udang adalah menyangkut
pernzinan,

3) melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di
bidang Perizinan. . _

4) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Oniine Sing'e
Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

4)

Dipindai dengan CamScanner

73



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
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Tentang Cipta Keda. OSS Berbasis Risko wajb digunakan oleh Pelaku Usaha,
KementerianLembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan
Bebas (KPBPB).

5) Kami harapkan dari sudiensi ini menyamakan pemahaman dan menyatukan

jumiah,
proses dan ketepatan waktu serta dilakukan secara onfine. Buku Panduan ini
digunakan sebagai acuan dan referensi utama bagi semua institusi baik di pusat
maupun di daerah, dalam penyelenggaraan tusinya yang terkait dengan peiayanan
izin berusaha tambak udang, dengan mudah, cepat dan tepat termasuk
mewujudkan pembinaan idim usaha tambak udang yang kondusif,
7) kami berharap semoga simpifikasi perizinan berusaha tambak udang ini dapat
WWMWMMMWMW
saing dan berkelanjutan
8) mmmwmmmm.
1. Telah terdaftar dan meiliki nomor induk berusaha dengan lampiran KBLI pada
OSS (Oniine Single Submission)
zmwmmw
3. Mengajukan permohonan arahan kajian ingkungan
4 Melengkapi persetujuan kegiatan usaha tambak udang berdasarkan kesesuaian
tata ruang atau Pesetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
dengan rincian:
a. Rekomendasi tata ruang dar kabupaten kota
b. Persetujuan Teknis Badan Pertanahan Nasional kabupaten kota

c. Persetujuan dari perwakilan masyarakat desakecamatan
5. Memiliki persetujuan awal (in prinsip) dari pimpinan daerah atau dokumen lain
yang setara

exmmmmmmmmmm
Kawasan Hutan Wilayah Xlii Pangkaipinang

7. Memiliki persetujuan pemanfaatan ruang laut atau Pesetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan
Perikanan

8. Mengajukan permohonan teknis terkait:
a. Pemenuhan baku mutu air imbah
b. Pemenuhan baku mutu emisi udara
¢. Penyimpanan Limbah B3
d. Analisis mengenai dampak lalu intas (dari Dinas Perhubungan)
9. Mengajukan keterangan daya dukung daya tampung lingkungan hidup
10.Surat pemyataan bahwa kegiatan mash dalam tahap perencanaan
5) Kami siap mendukung terkait FGD yang akan dilaksanakan untuk penyamaan
wmmmmmmwm'm'
mwmmmwmuMM(mm
berkelanjutan di poida kep. Babel.
6) Kedepan Kami siap mendukung Proyek Perubahan AKBP Bim Rekoaji dalam PKN
I, dan kami berharap dari hasil Proyek Perubahan ini dapat dimplementasikan
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3. PENUTUP

Demikian hasil notulen hasil pelaksanaan audiensi dalam rangka melaksanakan
implementasi proyek perubahan yang mengakat tema "strategi penegakan hukum pada
proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep.
Babel dengan agenda Anev Kamtibmas Terkini dibuat sebagai bahan masukan Pimpinan
dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

MENGETAHUI, Pangkalpinang, -4 Oktober 2023

KASUBDIT 1ll DIT RESKRIMSUS NOTULIS
POLDA KEP, BANGKA BELITUNG

IM REKOAJI, SE
AKBP NRP 75070959 BRI NRP 89050473
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN HASIL PELAKSANAAN AUDIENSI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEGI
PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK

UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

1. PEMBUKAAN
ammm
Haritanggal : Selasa/ 10 Oktober 2023
Waktu - Pukul 1000 WIB sdselesai
Tempat - Ruang Kerja DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Prov
Kep. Babel
Pimpinan : Kadis DLHK Provinsi Kep. Babel
Peserta - - Kasubdit Il Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel
- Kabid Pengendalian dan Lingkungan DLHK PROV KEP.
BABEL

- Kasi Tata Kelola Lingkungan DLHK PROV KEP. BABEL
- Personil Dit Reskrimsus Polda Kep Babel.

Agenda pelaksanaan

AUDIENS! DALAM RANGKA MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROYEK
PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA
PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL.

2. PEMBAHASAN
a. KASUBDIT lll DIT RESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL

AKBP BIM REKOAJI, SE

1) Pembukaan Oleh Kasubdt lll Dit Reskrimsus

2) terimakasih kepada DLHK Prov Kep. Babel yang telah sudi menerima audiensi
kami, saat ini saya sedang melaksanakan Pendidikan PKN 2

3) saatini juga saya sedang melaksanaksan proyek perubahan yang mengakat tema
"strategi penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang
(tu) secara berkelanjutan di poida kep. Babel

4) saya harapkan kiranya intansi ini sebagai salah satu stakeholder terkait
sebagaimana Tema Proyek Perubahan ini kiranya dapat bersinergi dengan kami
guna membawa bangka Belitung lebih baik khususnya dalam strategi Penegakan
Hukum pada Proses perijinan dan pengawasan Tambak Udang.

b. arahan Kadis DLHK Prov Kep. Babel:

1) ucap salam;

2) Dalam hal ini langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah
mmmwmmwmmmm
perizinan. Fmsmmmwmmwm
pencegahan pencemaran yang tercermin dar kewajiban-kewajiban yang
dicantumkan dalam perizinan lingkungan.

3) Pemberian izin tersebut mempersyaratkan kepada pelaku usaha untuk mengolah
limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan. Namun, agar melakukan
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pengelolaan sebagaimana mestinya. Sehingga limbah cair yang dibuang ke laut
ataupun aliran sungai tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup..
4) Adapun rencana usaha/kegiatan budidaya tambak udang harus melengkapi :
1. Telah terdaftar dan meiliki nomor induk berusaha dengan lampiran KBLI pada
OSS (Online Single Submission)
2. Memiliki deskripsi kegiatan/penyajian informasi lingkungan
3. Mengajukan permohonan arahan kajian lingkungan
4. Melengkapi persetujuan kegiatan usaha tambak udang berdasarkan kesesuaian
tata ruang atau Pesetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
dengan rincian:
a. Rekomendasi tata ruang dari kabupaten kota
b. Persetujuan Teknis Badan Pertanahan Nasional kabupaten kota
¢. Persetujuan dari perwakilan masyarakat desa/kecamatan
5. Memiliki persetujuan awal (izin prinsip) dari pimpinan daerah atau dokumen lain
yang setara
6. Keterangan telaah status dan fungsi kawasan hutan dari Balai Pemantapan
Kawasan Hutan Wilayah Xl Pangkalpinang
7. Memiliki persetujuan pemanfaatan ruang laut atau Pesetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan
Perikanan
8. Mengajukan permohonan teknis terkait:
a. Pemenuhan baku mutu air limbah
b. Pemenuhan baku mutu emisi udara
c. Penyimpanan Limbah B3
d. Analisis mengenal dampak lalu lintas (dari Dinas Perhubungan)
9. Mengajukan keterangan daya dukung daya tampung lingkungan hidup
10.Surat pernyataan bahwa kegiatan masih dalam tahap perencanaan
5) Kami siap mendukung terkait FGD yang akan dilaksanakan untuk penyamaan
persepsi serta dalam rangka menyusun MOU yang mengangkat tema “strategi
penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara
berkelanjutan di polda kep. Babel,
6) Kedepan Kami siap mendukung Proyek Perubahan AKBP Bim Rekoaji dalam PKN
Il, dan kami berharap dari hasil Proyek Perubahan ini dapat diimplementasikan
untuk Provinsi Bangka Belitung yang lebih maju.

3. PENUTUP

Demikian hasil notulen hasil pelaksanaan audiensi dalam rangka melaksanakan
implementasi proyek perubahan yang mengakat tema "strategi penegakan hukum pada
proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep.
Babel dengan agenda Anev Kamtibmas Terkini dibuat sebagai bahan masukan Pimpinan
dalam menentukan keblijakan lebih lanjut.

MENGETAHUI, Pamkllpinu;‘gb"! J)u s?ktober 2023
KASUBDIT Il DIT RESKRIMSUS ULiS,
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG /

BRIPKA NRP 89050473
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN HASIL PELAKSANAAN AUDIENS! DALAM RANGKA MELAKSANAKAN
IMPLEMENTAS! PROYEK PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEGI
PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK

UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

1. PEMBUKAAN
a. Rapat dilaksanakan pada
Haritanggal : Rabu/ 11 Oktober 2023
Waktu Pukul 1000 WIB sd selesai
Tempat ' Ruang Kerja PUPR (Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang)
Prov Kep. Babel
Pimpinan - Kadis PUPR Provinsi Kep. Babel
Peserta : - Kasubdit Il Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel

- Kadis PUPR PROV KEP. BABEL
- Personil Dit Reskrimsus Poida Kep Babel.

b. Agenda pelaksanaan
AUDIENS! DALAM RANGKA MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROYEK
PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA
PROSES PERWJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL.

2. PEMBAHASAN
a. KASUBDIT il DIT RESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL

AKBP BIM REKOAJI, SE

1) Pembukaan Oleh Kasubdit lll Dit Reskrimsus

2) terimakasih kepada DKP Prov Kep. Babel yang telah sudi menerima audiensi
kami, saat ini saya sedang melaksanakan Pendidikan PKN 2

3) MwmmmmmmMWMa
"strategi penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang
(tu) secara berkelanjutan di poida kep. Babel

4) saya harapkan kiranya intansi ini sebagai salah satu stakeholder terkait
sebagaimana Tema Proyek Perubahan ini kiranya dapat bersinergi dengan kami
gmmmmm?ﬁmﬁmmyammww
Hukum pada Proses perijinan dan pengawasan Tambak Udang.

b. arahan Kadis PUPR Prov Kep. Babel:

1) ucap salam;

2) Dalam hal ini langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah
terjadinya pencemaran lingkungan dari usaha tambak udang adalah menyangkut
poﬁzinan.FmgslmadaﬁizhhunmnadﬂhbemiMpmeanm
pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang

lingkungan.

3) Pemberian izin tersebut mempersyaratkan kepada pelaku usaha untuk mengolah
limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan. Namun, agar melakukan
pengelolaan sebagaimana mestinya. Sehingga limbah cair yang dbuang_ke laut
ataupun aliran sungai tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan htdup

4) Adapmmncamwd\mgiammyammwdangharusmelenm:
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1. Telah terdaftar dan meiliki nomor induk berusaha dengan lampiran KBL! pada
OSS (Online Single Submission)
. Memiliki deskripsi keglatan/penyajian informasi lingkungan
. Mengajukan permohonan arahan kajian lingkungan
. Melengkapi persetujuan kegiatan usaha tambak udang berdasarkan kesesuaian
tata ruang atau Pesetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
dengan rincian:
a. Rekomendasi tata ruang dari kabupaten kota
b. Persetujuan Teknis Badan Pertanahan Nasional kabupaten kota
¢. Persetujuan dari perwakilan masyarakat desa/kecamatan
5. Memiliki persetujuan awal (izin prinsip) dari pimpinan daerah atau dokumen lain
yang setara
6. Memiliki persetujuan pemanfaatan ruang laut atau Pesetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan
Perikanan
7. Mengajukan permohonan teknis terkait:
a. Pemenuhan baku mutu air limbah
b. Pemenuhan baku mutu emisi udara
¢. Penyimpanan Limbah B3
d. Analisis mengenai dampak lalu lintas (dari Dinas Perhubungan)
8. Surat pemyataan bahwa kegiatan masih dalam tahap perencanaan
5) Kami siap mendukung terkait FGD yang akan dilaksanakan untuk penyamaan
persepsi serta dalam rangka menyusun MOU yang mengangkat tema “strategi
penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara
berkelanjutan di polda kep. Babel,
6) Kedepan Kami siap mendukung Proyek Perubahan AKBP Bim Rekoaji dalam PKN
Il, dan kami berharap dari hasil Proyek Perubahan ini dapat diimplementasikan
untuk Provinsi Bangka Belitung yang lebih maju,

3. PENUTUP

Demikian hasil notulen hasil pelaksanaan audiensi dalam rangka melaksanakan
implementasi proyek perubahan yang mengakat tema “"strategi penegakan hukum pada
proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep.
Babel dengan agenda Anev Kamtibmas Terkini dibuat sebagal bahan masukan Pimpinan
dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

SN

Oktober 2023

MENGETAHUI, Pangkalpinang,
KASUBDIT IIl DIT RESKRIMSUS NO
POLDA KEP, BANGKA BELITUNG

E
NRP 75070959 BRIPKA NRP 89050473
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN HASIL PELAKSANAAN AUDIENS! DALAM RANGKA MELAKSANAKAN
IMPLEMENTAS! PROYEK PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEGI
PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK

UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN Di POLDA KEP. BABEL

1. PEMBUKAAN
a. Rapat dilaksanakan pada
Haritanggal : Rabu/ 11 Oktober 2023
Waktu Pukul 1000 WIB sd selesai
Tempat Ruang Kerja DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Prov Kep. Babel
Pimpinan Kadis DKP Provinsi Kep. Babel
Peserta = Kasubdit Ill Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel
- Kadis Kelautan dan Perikanan DKP PROV KEP. BABEL
- i Kelautan DKP PROV. KEP. BABEL

Kasi Pengawasan Budidaya
Personil Dit Reskrimsus Poida Kep Babel.

Agenda pelaksanaan

AUDIENS! DALAM RANGKA MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROYEK
PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA
PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

2. PEMBAHASAN
a. KASUBDIT Il DIT RESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL

AKBP BIM REKOAJI, SE

1) Pembukaan Oleh Kasubdit lll Dit Reskrimsus

2) terimakasih kepada DKP Prov Kep. Babel yang telah sudi menerima audiensi
kami, saat ini saya sedang melaksanakan Pendidikan PKN 2

3) saat ini juga saya sedang melaksanaksan proyek perubahan yang mengakat tema
'Wpawgdm_hhmmdamesp&ﬁmdmp«mmm
(tu) secara berkelanjutan di poida kep. Babel

4) saya harapkan kiranya intansi ini sebagai salah satu stakeholder terkait
mrmmmnmmwmm
guna membawa bangka Belitung lebih baik khususnya dalam strategi Penegakan
Hukum pada Proses perijinan dan pengawasan Tambak Udang.

b. arahan Kadis DKP Prov Kep. Babel:

1) ucap salam;

2) Dalam hal ini langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah
Mmmammwmmmmmmw
perizinan. Fungsi utama dari izin lingkungan adalah bersifat preventif yakni
pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang
dicantumkan dalam perizinan k

pengelolaan sebagaimana mestinya. Sehingga imbah cair yang dibuang ke laut
ataupun aliran sungai tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup..
4) Adapun rencana usaha/kegiatan budidaya tambak udang harus melengkapi -
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terdaftar dan meiliki nomor induk berusaha dengan lampiran
1~g:'i = je Submission) _ KBU pada

BUDIDAYA UDANG 3. Mengajukan permohonan arahan kajian ingkungan

gt

25, &

g 4 (W e 28
J
l
s 1

yang
6. Memiliki persetujuan pemanfaatan ruang laut atau Pesetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan

Perikanan
7. Mengajukan permohonan teknis terkait:
a. Pemenuhan baku mutu air imbah
b. Pemenuhan baku mutu emisi udara
¢. Penyimpanan Limbah B3
d. Analisis mengenai dampak lalu lintas (dari Dinas Perhubungan)
8. Surat pemyataan bahwa kegiatan masih dalam tahap perencanaan
5) Kami siap mendukung terkait FGD yang akan dilaksanakan untuk penyamaan
persepsi serta dalam rangka menyusun MOU yang mengangkat tema “strategi
penegakan hukum pada proses perjinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara
berkelanjutan di poida kep. Babel ~
6) Kedepan Kami siap mendukung Proyek Perubahan AKBP Bim Rekoaji dalam PKN
Il, dan kami berharap dari hasi Proyek Perubahan ini dapat dimplementasikan

3. PENUTUP

Demikian hasidl notulen hasil pelaksanaan audiensi dalam rangka melaksanakan
proses perjinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di poida kep.
Babel dengan agenda Anev Kamtibmas Terkini dibuat sebagai bahan masukan Pimpinan
dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

MENGETAHUI, Pangkalpinang, || Oktober2023

NOTUUS
POLDA KEP. BANGKA
OAJI ADIN
NRP 75070953 BRIPKA NRP 89050473
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LAMPIRAN FGD DENGAN STAKEHOLDER
1. SURAT UNDANGAN
2. ABSENSI
3. RISALAH FGD
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

—

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(i

SURAT PERINTAH
Nomor - Sprin/ 37, }\ /VREN 272023t Reskrimsus

Perimbangan  : bahwa dalam rangka melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan
TA. 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan sural perintah ini.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repubiik indonesia;

2. Surat Keputusan LAN Rl Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelathan Struktural Kepemimpinan,

3. Surat Keputusan Kapoli Nomor: Kep/1717/XIV2022 tanggal 20 Desember 2022 fentang
Program Pendidian Polri Tahun Anggaran 2023;

4. Surat Kapoli Nomor: Sprin/5733/VINDIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Jufi 2023 tentang
pemanggilan peserta Pelathan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan YXVIIl
Tahun Anggaran 2023;

5. Surat Perintah Kapold Nomor. Sprin/2023/VIIDIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 fentang
Pelathan Kepemimpinan Nasional ( PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIll Tahun Anggaran 2023.

DIPERINTAHKAN

: PERWIRA DAN BINTARA YANG NAMA, PANGKAT DAN NRP TERCANTUM DI DALAM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI. :

: 1. Disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-har, agar melaksanakan tugas sebagai
Panitia Forum Group Discussion (FGD) pada kegiatan Efektif Proyek Perubahan "STRATEGI
PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERWINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG *
yang akan dilaksanakan pada :

a. Han : Kamis

b. Tanggal : 02 November 2023

c. Wakiy - 08.00 Wib s/d Selesai

d. Tempat : Ruang Rapat Pertemuan PUPR Prov. Kep. Bangka Belitung.

2. Melaporkan hasiinya kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Babel;
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab,

E

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Padatanggal
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI KEGIATAN PENANDATANGANAN NASKAH BERSAMA | PKS ANTAR
STAKEHOLDER DALAM PENEGAKAN HUKUM PERWINAN DAN PENGAWASAN

TAMBAK UDANG

Hari Kamis tanggal 02 November 2023
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) "

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

-DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

_NOTA DINAS
Nomor : BIND- 20 UXURES.3.1/2023/Dit Reskrimsus

Kepada Yth. Kapolda Kep. Bangka Belitung
Dari ¢ Dir Reskrimsus Polda Kep. Babel
Perihal Laporan Pelaksanaan Forum Group Discussion.

1. Rujukan:

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

wmumummahunzozounmcmm

mwswwﬂmsamaommszwmmwnmmmm

Pencemaran Air Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Tambak Udang; . :

wmmm 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelotaan Lingkungan

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 i i -

Renja TA. 2023 Dit Reskrimsus Pommwhpsndmm i S

9. &lmPuthapoHaKep.BanguBeﬁmWNmm:SPRN&HNRENmommwm
mmﬂmmPaiﬁanaksanFGDPouaKep.Ba\gkaeeﬁm.

2 mmgmmxmmmwammmmmmmmmaaww
MWKQMWWM(FGD)MWWWWTW‘SWW
PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERWINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG SECARA
BERKELANJUTAN Di POLDA KEP. BABEL" yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 02 November 2023 yang
mmdimpmmm.m.mmmw.(mmchmpmw.

3. Demikian untuk menjadi periksa.

e pow

~o

Pangkalpinang, |'© November 2023

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUS
POLDA KEP.BANGKA BELITUNG
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LAPORAN HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DENGAN TEMA: "STRATEGI
PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERWINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK
UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

Tanggal 02 November 2023

Pangkalpinang, < November 2023
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

'DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

LAPORAN HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DENGAN TEMA: "STRATEGI PENEGAKAN
HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP, BABEL"

Tuull 02 NOVEMBER 2023

. PENDAHULAN
A. DASAR

1. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keda

2. PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

3. PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

4. PP No7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecll dan Menengah

5. PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

6. PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7. PP No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

8. PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP

9. PP No 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

10.PP No 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

11.Peraturan BKPM No 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

12.Permen KP No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sekfor Kelautan dan Perikanan

13.Permen KP No 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

14 Permen KP No 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai
dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Atas PNBP yang beraku di KKP

15.Permen ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)

16.Permen LHK No 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atay Kegiatan Yang Wajib Memilki Amdal,
UKL-UPL, dan SPPL

17.Permen ESDM No 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESOM

18.Permen PUPR No 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan
Penggunaan Sumber Daya Air

19.Permen PUPR No 6 Tahun 2021 fentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

20.Peraturan Gubemur Kepulauan Bangka Beiitung Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendaiian
Pencemaran Air Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Tambak Udang.

21.Surat Perintah Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor : SPRIN/3371/X/REN.2/2023Ditreskrimsus
tanggal 31 Oktober 2023 fentang Panitia Pelaksanaan FGD Polda Kep. Bangka Belitung.

B. Gambaran Umum

Tambak udang merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan
budidaya udang, dengan menggunakan air payau sebagal media budidaya. Dalam kegiatan budidaya air payau
di daerah pesisir Kepulauan Bangka Belitung yang peru diperhatikan adalah kondisi perairan tersebut
khususnya salinitas air yang digunakan dalam budidaya udang.

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP 28MEN/2004 tentang Pedoman
Umum Budidaya Udang di Tambak, pemifihan lokasi usaha budidaya udang dimaksudkan untuk menjamin
keselarasan fingkungan antara lokasi pengembangan usaha budidaya dengan pembangunan wilayah di
daerah lingkungan sekitar.

Pemilihan lokasi dilakukan dengan mengidensfikasi faklor-faktor yang mempengaruhi kelayakan suaty
lahan untuk kontruksi tambak dan operasionainya, mengidentifikasi kemungkinan dampak negatf dari
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2
pengembangan lokasi dan akibat sosial yang dmbukannya.

Tambak udang mulai masuk kewilayah Bangka Belitung sendiri sekitar tahun 2018 dan hingga saatini
tersebar luas di seluruh daerah yang memiiki garis pantal Tambak udang menjadi salah satu aspek
pembangunan di bidang ekonomi pada Provinsi Keputauan Bangka Belitung, agar dapat mencapal fingkat
perubahan yang lebih bak. Pembangunan merupakan suatuy proses perubahan untuk mencapai kehidupan
yang lebih bak. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan selaly bersentuhan dengan lingkungan hidup.

Dalam hal ini langkah yang bisa diakukan pemerintah daersh untuk mencegah ledadinya pencemaran
ingkungan dari usaha tambak udang adalsh menyanghut perizinan. Fungsi utama dari izin lingkungan adalah
bersifat preventif yakni pencegahan pencemaran yang lercermin dari kewaban-kewajban yang dicantumian
dalam perizinan ingkungan.

Pemberian izin tersebut mempersyaralan kepada pelaty usaha unfik mengoish Bmbah yang
dihasilkan agar dak mencemari lingkungan. Namun, agar melakukan pengelolaan sebagaimana mesinya.
Sehingga limbah cair yang dibuang ke laut ataupun aliran sungal dak menimbulkan dampak negasf bagi
linghungan hidup

I PELAKSANAAN
A. PENERIMA MANFAAT
Dalam peiaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema: "STRATEGI PENEGAKAN
HUKUM PADA PROSES PERISNAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL" Penerima manfaat adalah APIP (Aparat pengawasan Infern
Pemerintah ) Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Beliflung serta Petani Tambak udang.

B. OUTCOME

Pemenntah dalam hal ini ( Pemenintsh Provinsi Kep. Bangka Belitung, Poli dan Instansi terkait)
memperoieh gambaran fentang Pengawasan Investasi Tambak Udang Berkelanjutan untk menciptakan
Investasi sehat dan bermanfaat bagi Masyarakat sekitar Tambak Udang dalam menimalisic konfik di dalam
usaha Tambak Udang di Propinsi Kepulauan Bangka Beltung.

C. OUTPUT

Adapun output yang diharapkan dari pelaksanaan FGD ini antara lan -

1. Terciptanya kolaborasi dalam penndakan hukum pada perinan dan pengawasan Tambak udang dengan
mengedepankan prinsp Ulmum Remedum.

2 Membantu Pemerintah dalam Upaya Peningicatan Pendapatan dan Pk .

3. Masyarakat semakiin paham dalam menganfsipasi dan memahami masalah tambak udang.

4. Meningkatkan transparansi dan akuntabiitas kegiatan perijinan dan pengawasan.

D. PERSONIL YANG MELAKSANAKAN
TOTAL 25 PERSONIL
1. POLDA KEP. BANGKA BELITUNG SEJUMLAH 11 ORANG
2 KEJATI KEP. BANGKA BELITUNG 2 ORANG
3. DINAS PUPR PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 3 ORANG
4. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 3 ORANG
5. DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINS! KEP. BANGKA BELITUNG 2 ORANG
6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINS! KEP. BANGKA BELITUNG 2 ORANG
7. APTIN (ASOSIASI PETANI TAMBAK UDANG INDONESIA NUSANTARA) WILAYAH BANGKA
BELITUNG 2 ORANG

E. WAKTU DAN TEMPAT
1. Tanggal :02November 2023
2 Waku :Pukud 08.005.4 1200 wid
3. Tempat :RuangPertemuan Dinas PUPR Provinsi Kep. Bangka Belitung.

F. HASIL PELAKSANAAN TUGAS
1. DIR RESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL
Pembukaan
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- penyampaian terkait periinan tambak udang
- lokasi tambak udang serta dampak Engkungan
- penegakan hukum adalah langkah terakhir

2. KASUBDIT il

penyampaian tema fod stralegi penegakian hukum pada proses perignan & pengawasan tambak
udang (tu) secara berkelanjutan & polda kep. Babel

- dari total 185 pelaku usaha udang vaname bary 21 yang memiiki izin lengkap berdasarkan data
dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pinty (dpmplsp) provinsi bangka befitung.

- terciptanya kolaborasi dalam penegakkan hukum pada perfjinan & pengawasan tambang udang

- ferciptanya integrasi data dan informasi dafam ancamen kejahatan di tambak udang

- membantu polri dalam peran ditreskrimsus melakukan pembinaan pada masyarakat & pengusaha
tambak udang

- meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat & era revolusi industri 4.0 & pencapaian polri presisi

3 HPRPROV
proses perijinan dan pengawasan tambak vdang dani sudut pandang tata ruang di provinsi
kepulauan bangka belitung
- pembagian skala usaha mikro, kecl, menengah (sesual peraturan pemerintah no 7 tahun 2021)
- penyederhanaan perizinan berusaha tambak vdang

4. WAKIL KETUA APTIN KEP. BANGKA BELITUNG
- saatini dari 180 tambak udang dibangka beltung yang masuk dalam organisasi aptin tdk sampai
2%
- kami akan mendorong pelaku usaha unhk pernan
- diharapkan dari kegiatan ini ada output yang posisf untuk pefaku usaha

5. KADIS PTSP PROV KEP. BANGKA BELITUNG
- adabeberapa tambak udang yang beum lengkap teralt registrasi
- beberapa pelaku usaha masih melengiapi perjnan
- akan mendorong pelaku usaha untuk segen mengistrasi fjin usaha

ﬁ KADIS DKP PROV KEP. BANGKA BELITUNG
pembinaan dan pengawasan perkanan budidaya udang vanamei di provinsi kepulauan bangka
beitung
perda penyelenggraan pembudidayaan kan ditetapican tanggal 20 januari 2023 yang terdiri dari :
14 bab dan 52 pasal
ferkait uu no.6 tahun 2023 cipta kerja sekdor kelautan dan perkanan (perikanan budiaya)
sertfikasi standar untuk pembesaran udangfican = serfifikasi cara budidaya ikan yang bak (cbib)
penerapan sop cara budidaya ikan yang bak

G.  RENCANA TINDAK LANJUT
1. Penyusunan & pembahasan skema kolaborasi dalam penegakkan hukum perijinan &

2. Menyusun draft penandatanganan naskah bersama/pks antar stakeholder dalam
penegakkan hukum perijinan & pengawasan tambak udang

3. Sosialisasi kepada pengusaha tambak udang atas kolaborasi penegakkan hukum perijinan
& pengawasan tambak udang

Hl. PENUTUP
A. KESIMPULAN

1. mmmmmwwmwmmm
dari masing - masing stake holder dengan Upaya dan strategi masing - masing stake holder serta
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dani pihak pelaku usaha serta persamaan persepsi terkait Perizinan Tambak Udang di wilayah
Provinsi Kep. Bangka Belitung

2. Keberdaan Tambak udang di Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat berpengaruh positf terhadap
kesejahteraan masyarakat dimana dampak posif yang di ciplakan pada tingkat pendapatan dan
mempengaruhi Bingkat kemiskinan atau taraf hidup masyarakat selempat, fercipta sobidaritas
masyarakal selempat.

3. Disisi lain terdapat dampak negatif yang dimbulkan melipu§: tefadinya pencemaran lingkungan,
Iahan perkebunan berkurang, dan tefadinya peraihan mata pencaharian.

4. Dari 185 Usaha Tambak udang yang ada di Provinsi Kep. Bangka Belitung baru sekiytar 10 % yang
tergabung dalam organisasi APin.

5. Mash adanya Tambak Udang yang belum melengkapi §in dan untuk iy selain didata nanSinya akan
diakukan sosialisasi serta pengawasan bersama sehingga.

6. Poli bersama APIP Prov Kep. Bangka Beltung akan memberikan pegawasan dan Teguran terhadap
pelaky usaha tambak vdang apabila dkemudian harinya masih ada ditemukan pelaku usaha yang
belum memilii jiin dan melengiapi fin tersebut.

7. Penegakan Hukum adaiah langkah terakhir terhadap pelaku usaha.

B. SARAN
PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL" yang dilufi dan dihadii oleh Stakeholder terkait serta pelaku
melaksanakan tugas guna strategi Penegakan hukum & Wilayah Provinsi Kep. Bangka Beftung.

Pangkalpinang,  November 2023
Kasubdit B Tipidkor Poida Kep. Babel

o

K
AKBP NRP 75070959
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LAMPIRAN PENYUSUNAN SKEMA

KOLABORASI
1. SURAT UNDANGAN
2. ABSENSI
3. RISALAH SKEMA KOLABORASI
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

i

SURAT PERINTAH
Nomor - Spm 3470 20230

Perimbangan  : bahwa dalam rangka melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkata
TA. 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini,

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Surat Keputusan LAN RI Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

3. Surat Keputusan Kapoli Nomor. Kep/1717/XIl2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang
Program Pendidikan Polr Tahun Anggaran 2023;

4. Sural Kapoli Nomor: Sprin/S733VIIDIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Jufi 2023 tentang
pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIII
Tahun Anggaran 2023;

5. Surat Perintah Kapoli Nomor: Sprinf2023/\VIUDIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang
Pelatihan Kepemimpinan Nasional ( PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIll Tahun Anggaran 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : PERWIRA DAN BINTARA YANG NAMA, PANGKAT DAN NRP TERCANTUM DI DALAM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai
Tim Efektif PENYUSUNAN SOP DAN MOU KERJASAMA dalam Pembuatan Proyek
Perubahan "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERWINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG " Secara berkelanjutan di polda kep. Babel:
2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dieluarkan sampai dengan berakhimya kegiatan
Pelatihan Kepempinan Nasional Tingkat Il Angkatan XXVIIl Tahun Anggaran 2023;
3. Melaporkan hasilnya kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Babel;
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
Selesai.
Dikeluarkan di : Pangkdpmngs
Padatanggal ; ! November 2023
an. SIAN DAERAH POLDA KEPABAB
Tembusan :
1. Kapolda Kep. Babel.
2. Waka Poida Kep. Babel.
3. Karo SOM Polda Kep. Babel.
4. Kabid Propam Poida Kep. Babel.
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jalan Pulau Banghka Air ltam Pangkalpinang Pangkaipinang, 15 Oklober 2023
Nomox B/ 3421 IX/RES 3 272023/ Ditreskrimsus
Klasifikas! Biasa
Lampiran
Penhal Undangan Penyusunan Kolaborasi Kepada
Yth, KADIS DKP PROV KEP BABEL
di
Tempat
1. Rujukan

a Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP,07/2023 tanggal 2 Januar 2023 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan,

b Sural Keputusan Kapolri Nomor - Kep/{ 717/XIl/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program

Pendidikan Poln T.A, 2023;

Sural Kapoiri Nomor : Span/5733/VII/DIK 2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan

peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat | Angkatan XXVIll T.A. 2023;

d. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIII TA, 2023

o

~

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa Polda Kep.
Bangka Belitung telah melaksanakan FGD yang membahas STRATEG! PENEGAKAN HUKUM
PADA PROSES PERNINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancamya implementasi proyek perubahan tersebut, kami
mengundang BAPAK/IBU untuk dapat hadir dalam Penyusunan Kolaborasi dalam pembahasan
STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL, yang
dilaksanakan pada:

a. Harn :Rabu,

b. Tanggal: 18 Oktober 2023;

¢. Waktu : 09.30 wib s.d selesai;

d. Tempat : Polda Kep.Bangka Befitung.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KH

Dipindai dengan CamScanner

93



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
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ﬁ«,\; v

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang Pangkalpinang, 15 Oktober 2023
Nomor Bl =422 /N/RES.3.2/2023/Ditreskrimsus
KiasHikasi Biasa
Lampiran
Perihal Undangan Penyusunan Kolaborasi Kepada
Yth. KADIS DLHK PROV KEP. BABEL
di
Tempat

1. Rujukan
a. Sural Keputusan Kepala LAN Rl Nomor ¢ 2/K.1/PDP.07/2023 langgal 2 Januari 2023 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

b. Surat Keputusan Kapoiri Nomor : Kep/1717/XIl/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program
Pendidikan Polri T A, 2023;

c. Surat Kapolri Nomor : Sprin/5733/VIIDIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan
peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIll TA. 2023;

d. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VIIDIK 2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIII T.A. 2023

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa Polda Kep.
Bangka Belitung telah melaksanakan FGD yang membahas STRATEGI PENEGAKAN HUKUM

PADA PROSES PERWINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL.

3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancamya implementasi proyek perubahan tersebut, kami
mengundang BAPAKABU untuk dapat hadir dalam Penyusunan Kolaborasi dalam pembahasan
STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL, yang
dilaksanakan pada:
a.Han :Rabu;

b. Tanggal: 18 Oktober 2023;
c. Waktu :09.30 wib s.d selesai;

d. Tempat : Polda Kep.Bangka Befitung.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

an. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUS

Tembusan ;
1. Kapolda Kep. Babel,
2, Irwasda Polda Kep.Babel,

Dipindai dengan CamScanner
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GO

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jalan Pulau Bangka Air ltam Pangkalpinang Pangkalpinang, 1.5 Oklober 2023
Nomox B/ 2423 IX/RES 3 22023 Ditresknmsus
Klasifikasi Biasa
Lampiran
Perhal Undangan Penyusunan Kolaborasi Kepada

Yth. KEJATI KEP. BABEL
di
Tempat.

1. Rujukan

a. Sural Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

b. Surat Keputusan Kapolri Nomor - Kep/1717/XIl/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program
Pendidikan Poln T A, 2023;

c. Surat Kapolri Nomor : Sprin/5733/VILDIK 2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan
peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIII T.A. 2023;

d. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprini2033/VIVDIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIII T.A. 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa Polda Kep.
Bangka Belitung telah melaksanakan FGD yang membahas STRATEGI PENEGAKAN HUKUM
PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL,

3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancamya implementasi proyek perubahan tersebut, kami
mengundang BAPAK/IBU untuk dapat hadir dalam Penyusunan Kolaborasi dalam
STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERWINAN DAN PENGAWASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP, BABEL, yang
dilaksanakan pada:
a.Hari :Rabuy,
b. Tanggal: 18 Oktober 2023;
¢. Waktu :09.30 wib s.d selesai;
d. Tempat : Polda Kep.Bangka Belitung.

4. Demikian untuk menjadi makium.

an, KEPALAKEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREXTUR RESERSE KRIMINAL KHUSA:

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Irwasda Polda Kep.Babel.

Dipindai dengan CamScanner
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jalan Pulau Bangka Air tam Pangkalpinang Pangkalpinang, 14 Oktober 2023
Nomor B/ 3422 WRES 3 272023 Dvreshnimsus
Kiasifikas! Biasa
Lampiran
Penhal Undangan Penyusunan Kotaborasi Kepada
Yth KADIS PTSP PROV KEP. BABEL
]
Tempat
1. Rujukan

& Sural Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2K 1PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelathan Stuktural Kepemimpinan

b. Sural Keputusan Kapolri Nomor 171770V 2022 tanggal 20 Desember 2022 lentang Program
Pendidikan Poin T A. 2023;

¢. Surat Kapoln Nomor : Sprin/S733VIVDIK 2 S2023SSOM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggitan
peserta Pelathan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat | Angkatan XXVIIl TA. 2023;

d. Surat Perintah Kapoin Nomor : Sprin/2033/VIVDIK 2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIII TA. 2023

2 Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampakan kepada KA bahwa Polda Kep.
Bangka Belitung telah melaksanakan FGD yang membahas STRATEGI PENEGAKAN HUKUM
PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancamya implementasi proyek perubahan tersebut, kami
mengundang BAPAK/IBU untuk dapat hadr dalam Penyusunan Kolaborasi dalam pembahasan
STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERWNINAN DAN PENGAWASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL, yang
dilaksanakan pada
a Har :Rabu;

b. Tanggal: 18 Oktober 2023;
c. Waktu :09.30 wib s.d selesai;
d. Tempat : Polda Kep.Bangka Belitung.

4. Demikian untuk menjadi makium

an. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP, BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHU,

JULIANTO, S.LK., MH.

Tembusan :
1. Kapolda Kep. Babel.
2. rwasda Polda Kep. Babel.

Dipindai dengan CamScanner
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Ic\»-.\

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jalan Pulau Bangka Ax itam Pangkaipinang Pangkalpinang, 15 Okfober 2023
Nomor 8/ 3420 WRES 3 272023/ Ditreskrimsus
Kiasfkas Biasa
Lampwran
Penhal Undangan Penyusunan Kolaboras: Kepada
Yth KADIS PUPR PROV KEP. BABEL
a
Tempat
1. Rupkan

a Sural Keputusan Kepaia LAN RI Nomor : 2K 1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januar 2023 lentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelathan Struktural Kepemimpinan

b. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XIV 2022 tanggal 20 Desember 2022 lentang Program

Pendidikan Polri TA. 2023

Surat Kapoin Nomor : Sprn/S7T3AVIVDIK 2.52023/SSOM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggiian

peserta Pefathan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat !l Angiatan XXVIll TA. 2023

d. Surat Perintah Kapokri Nomor - Spnv2033/VIVDIK 2572023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelathan
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIll TA 2023

o

2 Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampadkan kepada KA bahwa Poida Kep.
Bangka Beltung teish melaksanakan FGD yang membahas STRATEGI PENEGAKAN HUKUM
PADA PROSES PERUINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN Di POLDA KEP. BABEL

3. Berkatan dengan hal lersebut bahwa guna lancamya implementasi proyek perubahan tersebut, kami
mengundang BAPAKAIBU untuk dapat hadir dalam Penyusunan Kolaborasi dalam pembahasan
STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERUINAN DAN PENGAWASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN Di POLDA KEP. BABEL, yang
diaksanakan pada
a Han Rabu;

b. Tanggal: 18 Oklober 2023;
¢. Wakty - 09.30 wid s.d selesa;;
d. Tempat : Polda Kep.Bangka Belitung

4. Demidan untuk menjadi makium.

an. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL

Dipindai dengan CamScanner
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KEPOUISIAN NEGARA REPUBL X INDONE G4
DAERAM KEPULAUAN BANGHA BELITING
DIREXTORAT RESERSE MRIMNAL WMUSUS

ABSENS! SKEMA KOUABORAS! *STRATEGI PENE GAXAN HUKUM PAOA PROSES PERLANAN DAN PENGANASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANASTAN Df POLDA KEP BABEL"
TANGGAL SEPTEVRER 2003

N0 NAMA I JABATAN T S s
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Dipindai dengan CamScanner
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LAMPIRAN PENYUSUNAN DRAFT PKS
1. SURAT UNDANGAN
2. ABSENSI
3. DRAFT PKS
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we FEEUIE . INDONS SIA
o PULAUAN PANGSA BELITUNG

‘Ar R SERSE NRIMINAL MHUSUS

NOTA DNAS
Nomor - BND 7{) M2023Dt Reshrmsus

Yt Karo Ops Poida Kep Bangka Belaurg
Di Resirmsys Poida Kep Bangea bestung
Undangan penyusunan dralt Perangan Kena Sama (PXS)

i

1. Rujukan:

a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repubik Indonesia.

b. Sural Keputusan LAN RI Nomor: 2K 1/PDP.O7/2023 tanggal 2 Januan 2023 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelashan Struktural Kepemimpinan;

¢. Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1717/XIW2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidian
Polri Tahun Anggaran 2023;

d. Surat Kapoki Nomor: Span/S7T33VIVDIK 2. 52023/SSOM tanggal 23 Jul 2023 tentang pemangplan peserta
Petathan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat il Angkatan XXVIl Tahun Anggaran 2023

. Surat Perintah Kapoli Nomor: Sprin/2023VIWDIK25/2023 tanggal 23 Juk 2023 tentang Pelathan
Kepemimpinan Nasional ( PKN) Tingkat Il Angiatan XXVIll Tahun Anggaran 2023

2 Sehubungan dengan nuyukan tersebut diatas, Gberitahukan kepada KA bahwa demi kelancaran kegatin
Mmmmmwwmmlmmtm
Anggaran 2023, dimohon kepada KA dapat menunjuk Kabag Kerma Brro Ops. Polda Kep. Bangka Beltung untuk
Hani : Kamis
Tanggal : 16 November 2023
Pukd  :09.00 WIB s.d. selesai
Tempat mmmmmmmm

3. Demikian unfuk menjadi makdum.

Pangkalpinang, 14 November 2023
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

e e o oIS USS DUON3}a GEgaN pebangunan wiayeh &
Pemiihan iokasi dialukan denaan menaidentificasi faldnrakine vann memnannands knbmeinn sk
Dipindai dengan CamScanner
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SOLIK INDONE SIA
«¥ DANGRA BELITUNG
RSE KRIMINAL KHUSUS

NOTA MS_W s
Nomor w.“mwzmw

hepada Yth Kabid KUM Polda Kep Bangha Beltung
Dan . Dw Resknmsus Poida Kep. Bangka beltung
Perhal Undangan penyusunan draft Peqangan Kera Sama (PXS)

Pelatihan )
tMWMWWMW&MMMM
Kepemimpinan Nasional  PKN) Tingkat Il Angkatan XXXVl Tahun Anggaran 2023,

. Sehubungan dengan ujukan fersebut diatas, dberitahukan kepada KA bahwa demi kelancaran kegiatan
implementasi proyek perubahan pada Pelathan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. Il Angkatan XXVII Tahun
Anggaran 2023, dimohon kepada KA dapat iut dalam kegiatan penyusunan draft perjanjian kena sama (PKS)
mwmmwmwmmw.wm,mu

Dipindai dengan CamScanner
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI RAPAT PENYUSUNAN MOU *STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
TANGGAL [f HovemBeR 2033

NO NAMA JABATAN T

" € Bp 0doko - DR QewRw sis 1/7»'7! e |
 [frep BwBoons | baoidt © |7

3 v“r(m m . r{c? 3%
" o pIs? o e

: : O
5 ? Andant kawis PR t M :
| Ry Dk o A puk Jz

| Aest G leasas Vucors Wh-z.
.| KBY AFteR | \canm twom /Q .......... )
(A ¥ .
9. APt Rady R P fmns %%_/ /
w|Wearps - | favar G 17 e

Dipindai dengan CamScanner
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DRAF1

=

g

ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor: ......
Nomor: .........
TENTANG

NOTA KESEPAHAMAN

PENGAWASAN TAMBAK UDANG

Pada har ini ...... tanggal , bulan ......Tahun
bertempat di .............kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 ifen Pol Dr. Tomagogo Kepala Kepolisian Negara Republik
Sihombing S.LK., M. Si., Indonesia Daerah Kepulauan Bangka
CRGP Belitung, berkedudukan di JI. Bukit Intan-
Babel, Pangkal Pinang, Bangka Belitung,
bertindak untuk dan atas nama
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Kepulauan Bangka Belitung
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Dr. Safrizal ZA, M.Si Penjabat Gubermur Kepulauan Bangka
Belitung, berkedudukan di Komplek
Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Air
ltam, Kecamatan Bukit Intan, Kota
Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut

PARA PIHAK, sepakat membuat perjanjian Kerjasama tentang pembinaan dan
pelayanan terpadu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner
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1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan

2. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang (Perpu) No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
sebagai Undang-undang

3. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko

4. PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

5. PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan
Perikanan

6. PP Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikana

7. PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1 Maksud Perjanjian Kerja Sama ini, adalah menjalin Kerjasama para Pihak
dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Tambak Udang di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Pembinaan ¢
Pengawasan Tambak Udang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dipindai dengan CamScanner
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BAB Il RUANG LINGKUP

Pasal 3
Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Melakukan Pembentukkan Salgas Tambang Udang di Wilayah Babel
2. Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan

BAB IV

PELAKSANAAN
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal4
(1) Hakdan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. Mendapatkan outcome berupa hasil pengawasan, pendataan dan perencal
mendukung program pembinaan pengawasan terpadu Tambak Udang di Pro
Kepulauan Bangka Belitung.

b. Memberikan dukungan pembinaan dan pengawasan pada Tambak Udar
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

() HakdanKewajibanPIHAK KEDUA:

a. Memberikan arah kebijakan Penyelenggaraan Program pembinaan
pengawasan dalam rangka pembangunan dan pengembangan sumber ¢
kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b. Memfasilitasi Penerapan pembinaan dan pengawasan Tambak Udang ten
Tambak Udang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V

SOSIALISASI
Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran
PARA PIHAK, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB VI
ANALISA DAN EVALUASI
Pasal 7

Dipindai dengan CamScanner
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BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan Kesepakatan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan ( Addendum )
Pasal 9

Hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Nota Kesepahamr
ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan ( addendum ) yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 10

(1) Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
oleh PARA PIHAK.

(2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat
untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisil) yang tetap di
Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Bagian Ketiga

Force Majeure
Pasal 11

(1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban menurut
perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA
PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, embargo, peraturan atau
kebijakan pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak
diapggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan
dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

L
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(2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya
peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam kesempatan pertama,
wajib memberitahukan kepada pihak lainnya. Dalam hal pemberitahuan
tersebut dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud,
pihak dimaksud wajib memberitahukan penyampaian penegasan secara
tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak
peristiwa dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu sepuluh hari sejak diterimanya pemberitahuan
sebagaimana dimaksud ayat (2), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak
yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud
dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Perjanjian
Pasal 12

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku
dari ....Desember 2023 dan berakhir Desember 2026 dan dapat
diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

2 PARA PIHAK berhak menghentikan/memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini
tanpa menunggu batas waktu yang telah ditentukan apabila;

a. PIHAK PERTAMA lalai tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan
Bab IV pelaksanaan, bagian Kedua, Kewajiban para pihak Pasal 5
ayat (1) huruf a sampai dengan ¢ perjanjian kerja sama ini.

b. PIHAK KEDUA lalai tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan
Bab IV Pelaksanaan, Bagian Kedua, Kewajiban para pihak Pasal 5
ayat (2) huruf a sampai dengan c, perjanjian Kerja Sama ini;

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan
tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap

2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan: mempunyai kekuatanhukum
yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
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Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik,
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PJ. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Irjen Pol Dr. Tomagogo Sihombing S.1.K., M. Si., Dr. Safrizal ZA, M.Si
CRGP
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BUDIDAYA UDANG

=
TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

NO. DOKUMEN NO. REVISI HALAMAN
SOP-RESKRIMSUS BABEL- b e
DIBUAT OLEM DISAHKAN OLEH
KASUBDIT 3 TIPOKOR DIREXTUR R
AKBP NRP.7TS0T0859 POL. NRP 77071323
L
A. UMUM

1. Penyelidian adalsh serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan
tidaknya diakukan penyidikan menunt cara yang diatur dalam undang-undang ini
(Pasal 1 angika 4 KUHAF).

2. Penyidikan adaish serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menunut cara yang
diatr dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukl itu membuat ferang fentang Sndak pidana yang terfadi dan guna
menemukan tersangkanys (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

B. MAKSUD DAN TUJUAN
1.Mmmﬁmmmmm

2. Tujuan dari Prosedur Operasi Standar ini adaish untuk menciptakan keselarasan
Polda KepBabel dalam melaksanakan penyeiidkan dan penyidikan serta
dengan optimal.

C. RUANG LINGKUP

e
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D. SISTEMATIKA
. PENDAHULUAN
A. UMUM
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. RUANG LINGKUP
D. SISTEMATIKA
E. PENGERTIAN

Il DASAR HUKUM

lIl.  LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN
1. PENYELIDIKAN
A. PERSIAPAN PENYELIDIKAN
B, PELAKSANAAN PENYELIDIKAN
2. PENYIDIKAN
A. PERSIAPAN PENYIDIKAN
B. PELAKSANAAN PENYIDIKAN

E. PENGERTIAN

1. Penyelidikan adalah Serangkaian tindakan penyelidi untuk mencari dan menemukan
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindek pidana guna menentukan dapat atau
tidaknya ddakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam KUHAP.

2. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang
oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan,

3. Permintaan Keterangan adalsh tindakan penyelidik untuk melaksanakan wawancara
secara terbuka di kantor Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel atau di seluruh kantor Polisi
wilayah Indonesia.

4. Penelitian dan Analisa dokumen adalah inventarisasi dokumen yang diduga ada
kaitan dengan tindak pidana dan meneliti serta menganalisis dokumen yang diperoleh
guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

5, Laporan Informasi adalah laporan yang dibuat oleh penyelidik berdasarkan informasi

8. Profiling adalah kegiatan mengeksplorasi / mengedentifikasi / mengumpulkan data
lengkap tentang suatu kegiatan dan orang.

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menunut cara yang
diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang teradi dan guna

menemukan tersangkanya.
8. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Repubiik Indonesia pada Direktorat Reserse
Kriminal Khusus.
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9, Pemanggilan adalah tindakan penyidik untuk menghadirkan seseorang yang terkadt
langsung maupun tidak langsung dengan perkara guna dimintai keterangan sebagai
saksi atau tersangka.

10. Penangkapan adalah suaatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara
waktu kebebasan tersangka atau ferdakwa apabila terdapat cukup bukli guna
kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menunst
cara yang diatur dalam KUHAP.,

11.mnmmwwumkwa¢imwmobh
penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal sena
menurut cara yang diatur dalam undang-undang,

12. Penggeledahan rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat
tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau
penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

13. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyiik untuk mengambil alih dan atau
menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud
atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan can

peradilan.
14, Ponmehn ruangan atau tempat hrtu(up lainnya m tindakan yang merupakan

yang diduga sebagai tempat terdapatnya barang bukti dengan menggunakan police-
line atau alat lsinnya guna kepentingan penyidikan sesuai dengan cara yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berfaku.

15. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana periindungan
dan pengelolaan ingkungan hidup.

16.Sdoladalitmymdapummmmmmw
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara tindak

mmmnummmmmmmnmm
dan atau ia alami sendiri.

17. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiiki

pemeriksaan.

I. DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang KUHAP. :
Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang peridungan pengelolaan lingkungan
hidup.

Lok ot o o
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kera.
Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Tata Ruang.
mmanmzmmw
nomor 7 tahun 2018 fentang Perindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S870).
10. Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengendakian kualitas air dan
pengendalian pencemaran air.
11. Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengeloiaan imbah B3.
12. Peraturan Pemerintzh nomor 19 tahun 1999 tentang pengendakan kerusakan dan atau
perusakan laut
13. Peraturan Pemerintsh nomor 04 tshun 2001 tentang pengendaiian kerusakan dan atau
pencemaran Lingkungan Hidup berkaitan kebakaran hutan dan iahan,
14.P¢mu«mmmzmsmmmmm
W hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang teish memiliki izin usaha

© 0o~

danfatau kegiatan tetapi belum memiiki dolumen lingkungan hicup.
15. Permen LHK Rl Nomor P68 MENLHK Sethen Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air
Limbah Domestik.

16. Permen LHK RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

17. Permen LHK Ri Nomor (02 Tahun 2013 fentang pedoman penerapan sanksi
administratif bidang PPLH.

18. KEPMEN LH Nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman laporan penyusunan
pelsksanaan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan
Lingkungan Hidup.

. LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN :
1. PENYELIDIKAN

A. PERSIAPAN PENYELIDIKAN.
Pada tahap persiapan ini adaiah :
a. Pemberian Informasi
1) Informasi fentang dugaan ferfadnya Tindak Picana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat bersumber dari intemal Polri dalam
hal ini penyelidk Direkiorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep.Babel
maupun informasi yang bersumber dari ekstemal Poir, diantaranya acaiah
sebagai
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2) Informasi tersebut seluruhnya diterima dan ditampung oleh  Direklorat
Reserse Kriminal Khusus Poida Kep.Babel untuk kemudian dilakukan
pencatatan dan pendataan.

b. Penerimaan dan Pencatatan Informasi
1) Informasi tentang dugaan Tindak Pidana Perfindungan dan Pengeloiaan
Lingkungan Hidup ddakukan pencatatan dan pendataan berdasarkan
tanggal penerimaan laporan oleh penyelidik.
2) Setelah dilakukan pencatatan dalam buku register khusus, kemudian
mmwumamnmmmmaaqum
mmmmwxwamamymmm

¢. Venfikasi Informasi
1) Setelah mendapatkan disposisi dari Direktur kemudian informasi tersebut
diteruskan kepada Subdit untuk menindaklanjuti.
2) Setelah menerima disposisi Direktur, selanjutnya dilakukan venfikasi
terhadap kebenaran informasi tersebut. Verifikasi dilakukan untuk
mengetahui ada tidaknya Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

3) Jika tidak terdapat indikasi Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, kemudian dilakukan verifikasi kembali, untuk melhat
apakah informasi tersebut memitki indikasi tindak pidana lainnya di luar
tindak pidana korupsi atau tidak.

4)mn«kmm.amumm maka terhadap informasi tersebut

tidak ditindaklanjuti dan akan ddakukan penyimpanan (filing).

d. [dentifikasi
1) Jika informasi tersebut memiliki indikasi tindak pidana korupsi, maka akan

ditakukan pemilahan-pemilahan

2) Panlahandﬂahkmmumﬁhalmmmmsllemmm
ditangani oleh Gakkum LHK atau Kejaksaan.

3) Apabila belum ditangani oleh Gakkum LHK maupun Kejaksaan, maka akan

dilakukannya proses
5) Setelah Laporan Informasi (L)) dibuat dan diregister,
mmmmnmnmmmw
efektifitas dan efesiensi di dalam pelaksanaannya.
6) Jika Laporan Informasi tersebut tidak diimpahkan ke Polres jajaran, maka
akan diteruskan ke proses penyelidikan oleh Subdit 4 (Tipidter) Direktorat
Reserse Kriminal Khusus Polda Kep.Babel .
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7) Jika diakukan peimpahan Laporan Informasi, maka akan diteruskan ke
Poida dimana Jocus deiictie dugaan findak pidana korupsi tersebut tedadi.

e. Tindak Lanjut informasi
1) Seteish dterbitkan Laporan Informasi yang lelah diregister kemudian
dilzkukaniah proses penyelidican yang diawak dengan rencana

e e »
2) Terhadap informasi dugaan indak pidana korupsi yang kemudian diketahul
sudah diangani oleh KPK atau Kejaksaan, maka dilakukan koordinasi baik
secara formal maupun informal
3) Terhadap informasi dugaan findak pidana korupsi yang memiiki indikasi
tindak pidana lainnya (non korupsi), maka diakukan koordinasi dan
pelimpahan ke jajaran direkiorat lainnya di ingkungan Bareskrim Poir untuk

dindaiianpti
4) Infomasi yang tidak diindak lanjuti maka akan di file kan.

{. Penyusunan Rencana dan Administrasi Penyelidikan
1) ditangani oleh KPK atau Kejaksaan, maka dilakukan koordinasi baik secara
formal maupun informal.
2) mmmmwmm

Pengecekan lokasi ekspioitasi dan dokumen.

1) meiskukan pengecekan dan pengkajan dokumen berupa IUP/WIUP,
UPKWIUPK, RPPLH (Rencana m dan Pengeloiaan
Linglungan Hidup), KLHS (Kajan Lingkungan Hidup Strategis) AMDAL
(Anafisis Dampak Lingkungan Hidup), dan UKL-UPL (Upaya Pengeloiaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)

2) Bia ada gn maka
- Mintakan ijin dan peta kega.

- Lakukan pengambiian Stk koordinat pada kolong Eksploitasi.
- Ploing hasi pengambilan Gk koordinat ke dalam peta fin untuk
mengetahul apakah lokasi Ekspiotasi didalam atau diluar jin.

3) Apabia ada alat berat, cek perjnannya.

4) Lakukan croscek antara pengecekan lapangan dengan dokumen yang

§) Lakukan dokumentasi setiap tindakan

.

Dipindai dengan CamScanner

114



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

- Iy STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
; DDAYA UDANG @ PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

oy TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
0 LINGKUNGAN HIDUP

NO. DOKUMEN NO. REVIS!
SOP-RESKRIMSUS BABEL- 00 e

3 A

TANGGAL TERBIT : November 2023

b. Pemnintaan Kel

1) Pemmintaan keterangan dilaksanakan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Kep.Babel atau Kanfor Polisi jajaran di wilayah hukum Poida
Kep.Babel.

2) Penyelidk membual surat permintaan keterangan kepada saksi yang akan
dimintal keterangan yang selanjulnya ditandatangani oleh Direktur/Wadir,
surat permintaan keterangan berisi :

- Mencantumkan nama dan alamat pihak yang dimintai keterangan

- Mencantumkan nama dan kesatuan penyekdik;

- Penjelasan secara singkat perkara yang disefidiki,

- Mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemanggilan dan tempat

pemeriksaan.

3) Penyelidik mengirimkan surat permintaan keterangan dan maksimal 3 (bga)
hari sebelum dilaksanakan pemmintaan keterangan surat permintaan
keterangan telah diterima oleh saksi.

4) Pemintaan keterangan dicantumkan dalam berta acara pemnintaan
keterangan dan ditanda tangani oleh penyelidik dan saksi yang dimintai

keterangan X
5) wmmomlummummm

rangan.
6) Dalam melaksanakan pemintaan keterangan penyelidik tetap
mempedomani peraturan perundang-undangan yang berfaku.
7) Dalam pelaksanaan permintaan keterangan, penyelidik dapat menerima
%wmmmmmmaamngm
8) Terkat dengan copy dokumen yang diserahkan saksi penyelidik
membuatkan tanda terima yang ditanda tangani oleh penyelidik dan saksi

¢. Koodinasi
1) Penyelidik dapat melakukan koordinasi awal dengan instansi terkait (PTSP,
Dinas Tata Ruang PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan
Pemagangm.oimw.du)mpeﬂmmmm“
det\ganc_ambumnm:isomlmgmdmganphkmtmpun

belum dapat menentukan adanya peristiwa pidana dan belum mendapatkan
sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti, maka penyelidik dapat meminta
perpanjangan waktu kepada Kasubdit.

3) Penyelidik diakhir masa tugas penyelidikannya membuat Laporan Hasil
Penyelidikan (LHP) secara tertulis dan disampaikan kepada atasan dalam
bentuk dokumen rahasia, Laporan Hasil Penyelidican (LHP) sekurang-

R
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kurangnya berisi sasaran/ targel, nama penyelidik, waktu dan tempat
penyelidikan, kegiatan dan hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan
saran penyelidik,

d. Gelar Perkara

1) Persiapan Gelar Perkara .
: . pkan bahan paparan gelar perkara yang diangani

Penyelidik mempersiapkan tempat gelar perkara
: Penyelidk mempersiapkan mdmgaﬂdaﬂcr‘hadir dan tata unit

pelaksanaan gelar perkara.

-2(ma)huimmodupemmnammyeidik
menyerahkan materi gelar perkara kepada Direktur, Wadir, Kasubdit dan
Kasubagops.

2) Pelaksanaan Gelar Perkara

- peserta gelar yang hadir wajib mengisi daftar hadir.

- sebelum gelar dimulai, Penyelidik membagikan materi gelar perkara

- wpoum mmpuumw terdini dari Direktur atau Wakil Direktur, Kasubdit,
Kasubbag Ops, para Kanit dan pihak lain yang terkait.

- pembukaan gelar perkara dilakukan oleh pimpinan gelar yang
sebelumnya membagi tata tertib gelar perkara.

- Pmyoitkmmyunp&mmatenoehrpoﬁammmualum

° kasus posisi (calon saksi, cakon tersangka, dokumen-dokumen,
tempos delik, locus delictiedan peristiwa pidananya);
penyelidikan;

- semua peserta gelar menyampaikan tanggapan/diskusi atas presentasi
materi dari Penyelidi dan dicatat oleh notulen.

- hasi dari gelar perkara yang dituangkan dalam notulen gelar perkara
ditanda tangani oleh seluruh peserta yang hadir.

- gelar perkara wagd didokumentasikan (Foto/Audio/Video) oleh Subbag
Opsmwummmmmmm

- peserta gelar wagb mengumpulkan kembali maten gelar yang sudah
dibagikan kepada Penyelidik dan dilarang untuk dibawa pulang

3) Pasca Gelar Perkara
- Penyelidik membuat laporan hasil gelar perkara dalam bentuk laporan
hasil pelaksanaan gelar perkara kepada Direktur/Wadir dengan
melampirkan daftar hadic dan notulen.

e
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Penyelidik wajib menindakianjuti hasil gelar perkara,
perkembangan tindak lanjut gelar perkara wajib dilaporkan Penyelidik
kepada Direktur / Wadir,

e. Kegiatan Pasca Penyelidikan

1) Setelah pelaksanaan kegiatan penyelidikan, kemudian dilakukan anafisa dan
evaluasi intemal di tingkat Unit atau Subdit.

2) Membuat lapocan hasil penyelidikan beserta hasi analisa dan evaluasi dan
persiapan membuat presentasi untuk gelar perkara. ;

3) Melakukan gelar perkara dengan tujuan untuk menganalisa peristwa yang
Lingkungan Hidup, peristiwa pidana diluar Tindak Pidana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ataupun bukan merupakan tindak pidana.

4) Apabila peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana Perindungan dan
P.mmmmmammmmmm
akan didakukan pengksjian apaksh perkara tersebut ditangani oleh Subdit 4
Tipidter Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel atau Pokes Jajaran. :

§) Apabila peristiwa yang terjadi bukan merupakan peristiwa pidana diluar TP
Perlindungan dan Pengelciaan Lingkungan Hidup maka informasi akan
dilimpahkan kepada Dinas terkait.

8) Apabila peristiwa yang terjadi bukan merupakan peristiwa pidana maka
penyelidikan akan i

dihentikan.

2. PENYIDIKAN.

A. PERSIAPAN PENYIDIKAN
a, Penerbitan Laporan Polisi (LP)

1) Penyidik menerbitkan Laporan Polisi model A yang telah diberi nomor dan
tercatat dalam register BO1 kemudian disampaikan ke Piket Siaga SPKT
untuk ditandatangani oleh Perwira Siaga dan diteruskan ke Biro Binops
Polda Kep. Babel.

2) Direktur menerima LP dari Biro Binops Polda Kep. Babel (Biro Pembinaan
dan Operasional) untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan,

3) Direktur/Wadie menunjuk Subdit untuk melakukan penyidikan terhadap
perkara yang telah ditetapkan dalam gelar perkara untuk dilakukan

4) Dalam hal Kasubdit menunjuk penyidik yang tidak teribat dalam
penyelidikan awal maka dilakukan serah terima dokumen hasil penyelidikan
dan transfer pengetahuan terkait perkara,

5) Kasubdit menunjuk Unit / Tim Penyidik yang menangani perkara,
selanjutnya Kanit / Katim membagi tugas yang sekurang-kurangnya terdini
dani

—
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b. Penyusunan Rencana Penyidian
1)mmmmmm&mmrmm
Surat Perintah Penyidian yang memuat penetapan tersangka, uraian tindak
pidana korupsi yang tefiadi senta persangkaan pasal, kepada Direktur untuk

ditandatangani.

2) Setelah Surat Perintah Penyidkan diterima oleh penyidik selanjutnya
penyidik membuat dan mengajukan rencana penyidikan dan RAB (Rencana
Anggaran Biaya) kepada Direlur untuk disetujui.
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Personel pembanty yang dilibatkan
Wakdu pelaksanaan

- Tempat pelaksanaan

- Jenis kegiatan dalam

- Mm(mmm)

- Hasil kegiatan yang dharapkan

“-.P&l.-. Keuangan dan standar biaya khusus / indeks yang dikeluarkan

oleh

5) Direktur, Wadir, Kasubdt, Kasubagrenmin dan Kaurkeu melakukan venfikasi
terhadap m rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya

6) mmmmmmwmm
Direktur/Wadir dapat segera diambil dukungan anggaran oleh penyidik ke
bendahara satker. Namun apabila pengajuan tersebut tidak disetujui maka
Direlctur/Wadir

7) Seteiah mendapatkan dukungan anggaran, Kasubdit dan Kanit memberikan
penyidikan dan mengecek kesiapan personel, peralatan, anggaran dan cara

penydkan.
2) Penyidi membuat dan mengajukan SPDP untuk ditandatangani Direktur.
msmwwmmmwumm

4)SPDPMWW
- dasar penyidiikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- wakiu dmulainya penyidikan;

pidana chsidik,

SPOP
5) mmmmwmwmw)
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b Pemanggilan dan Pemeriksaan
1) Saksi .
Penyidik melakukan pemanggilan secara tertuks dengan menerbitian
.) sural panggilan atas dasar Laporan Polisi, dan pengembangan hasi
pemenksaan tertuang dalam berita acara. )
b)mm«mMrmdeWmm

<) mmwwmmm
sesual daftar dan jadwal yang telah dibuat.

d) Surat panggilan disampaikan dan diterima dengan tenggang waklu
yang cukup paling lambat 3 (tiga) han sebelum pelaksanaan

k) Pemanggilan terhadap Kepala Daerab/DPR/DPRD fidak memeriukan
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5 Setelah pengambilan kelerangan selesai, Berita Acara dicetak,
kemudian dibacakan/diberikan untuk dibaca dan dikoreksi oleh ahli.

|DAYA UDANG 6. Setelah ahli menyetujui, penyidik mencetak Berita Acara Pengambilan
Keterangan rangkap 4 (empat). Selanjulnya Ahli  diminta
membubuhkan paral pada pojok kanan bawah masing-masing lembar
Berita Acara Pengambilan Keterangan Ahli dan tandatangan di kolom
yang telah disediakan pada lembaran terakhir Berita Acara
Pemeriksaan,

7.Penyidik yang melakukan pemeriksaan AMS, membubuhkan
tandatangan pada Berila Acara Pemeriksaan Ahl

awmmmmmummmmm

9, P«Wikwquohngkmmmﬁkuonm:awaudmanwm
saran dan perimbangan dari Jaksa Penuntut Umum,

Ahli yang dapat diambil keterangannya sebagai ahli antara lain:

a. Pemanggian dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat
panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyefidikan, dan
pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.

b. Pwmxmmmmnmammuanm

c. sumpmmmmmmms«mmmm
sesuai daftar dan jadwal yang telah dibuat.

d. Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang
waktu yang cukup paing lambat 3 (tiga) hari sudah diterima
sebelum waktu untuk datang memenuhi panggiian

e. Pengiriman surat panggilan dilakukan setidak-tidaknya dengan cara
melalui jasa kurir, jasa pos, jasa ekspedisi maupun faksimili, dan
harus dibuatkan tanda terima.

. Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang
bersangkutan disertal dengan tanda terima, kecuali dalam hal:

1) yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan
diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua
RTIRWingkmmmkopeladesammU\mm
menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan
disampaikan kepada yang bersangkutan; dan

disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yang
bersangkutan atau dikiimkan melalul pos/jasa pengiriman surat
dengan disertai bukti penerimaan pengiriman,

0. Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa
alasan yang sah, penyidik membuat surat panggifan kedua.
h. Apabila panggilan kedua tidak datang tanpa alasan yang sah,
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DAYAUDANG ; m’nmmwm . -
b & Membaaatenghadapkan

kepastian

manakah diantara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau
paiing mendeiati kebenaran.

b. Pemeriksaan Konfrontasi secara langsung dilaksanakan dengan

cara fersangkalpara fersangka dan atau saksipara saksi yang

kemudian dempatian o dalam suatu ruangan yang dapat dilihat
oleh saksi. Saksi bersama pemeriksa berada di luar ruangan dapat
melihat orang-orang tersedut
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|DAYA UDANG 1. Ponyndkmomima sural kuasa saksi kepada penasehat hukum

ang mendampinginya dan meneli ijin prakteknya.

2, Monnluun tujuan pemeriksaan kepada kuasa hukum
pendamping saksi yang akan ddakukan pemeriksaan,

3. Menyampaikan prosedur / lata cara pemeriksaan saksi
dilingkungan Dit Reskrimsus bahwa dalam rangka pemeriksaan
saksi tidak dipekemankan untuk didampingi oleh kuasa hukum

4. Mempersilahkan kepada kuasa hukum saksi untuk menunggu
proses pemeriksaan saksi di ruang tunggu yang telah

dipersiapkan.
b. Penasehat Hukum yang Mendampingi Tersangka

1. Penyidik meminta sural kuasa lersangka kepada penasehat
hukum yang mendampinginya dan meneldi ijin prakteknya

2. Penasehal hukum dalam mendampingi tersangka mempunyai
hak untuk mendampingi, melihat, dan mendengar jalannya
pemeriksaan,

3.  Penasehat hukum tersangka ditempatkan dalam ruangan
khusus yang dapat melhat dan mendengar jalannya
pemeriksaan,

4. Apabila pada saat pemeriksaan tersangka, penasehat hukum

menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan
mmmakapmyidkmbannmmm

5. Apabila penasehat hukum tersangka tidak mengindahkan
peﬁnoatan pertama, maka penyidik memberikan peringatan

6. Sehﬂumapauhpemsdmmmuwmm

mengindahkan  peringatan  penyidik, maka penyidik
mempersiahkan penasehat hukum tersangka keluar dan ruang
pemeriksaan.

6) Pemenksaan Diluar Kantor
a. Pemeriksaan saksi dan ahli diakukan di kantor Dit Reskrimsus,
namun dalam keadaan khusus pemeriksaan dapat dilakukan di luar
kantor Dit Reskrimsus utamanya di kantor Kepolisian. Apabia di
Kantor Kepolisian setempat tidak memungkinkan, pemeriksaan dapat
dilakukan di tempat lain, ymdwmmm
b. Dalam hal pemeriksaan saksi di luar negeri maka penyidik melakukan
pemeriksaan di Kedutaan Besar Republik IndonesiaKonsulat
Jenderal Republik Indonesia di negara yang bersangkutan, dengan
mengacu pada mekanisme Kerjasama Bantuan Hukum Antar Negara
(Mutual Legal Assistance/MLA).

7) Untuk Tindakan Penyidikan Yang Lain Diselaraskan Sebagaimana Diataur
Dalam Kuhap (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Serta
Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak
Pidana

1) Persiapan Penangkapan :

- Kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana korupsi tetap mengacu
pada Undang -Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana
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- Penangkapan diakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap
orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan
bukti yang cukup dan telsh dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir

Perintah Penangkapan kepada Direktur/Wadir selaku Penyidik. i
- Penyidik atau penyidk pembantu yang melakukan

diengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh

Direktur/Wadir selaiu

bantuan teknis dan pengamanan

- Penyidik melaksanakan briefing dan konsolidasi bersama seluruh unsur
yang teriibat daiam kegiatan

- Surat perinish penangkapan yang oleh Direktur/Wadir,
tembusannya wajb disampakan kepada keluarga tersangka dan/atau
penasihat hulum setelsh

Penangkapan
- Penyidik beserta tm pendulung mendatangi lokasi fempat tersangka
berada.
- Penyidik berkoordinasi dengan kesatuan kepolisian setempat dan atau

- Terhadap lersangka yang ditangkap, penyidik wajd melakukan
badan dan/atau pakaian danfatau perlengkapan yang

penggeledanan
Gpunakan cien tersangka
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- Selelah melalukan penangkapan, penyidk membuat Berta Acara
Penangkapan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangia dan 2 (dua)
orang saksi.

disena yang ddandatangani oleh lersangia
dengan 2 (dua) orang saksl Apabia ftersangka tetap menciak
menandatangani Penclakan Penandatanganan Benta Acara

(cua) crang saksi.

memungiankan.
- Penyidk membawa tersangka ke kantor Dit Reskrimsus untuk segera
Glgikuian

pemenksaan
- Daiam hal penangkapen harus dilslukan terhadap orang yang
WWGMMWMM
dicapai dalam wakhs 1 (satu) hari, maka indakan yang dapat ditempuh
adalah sebagai beriat
o Direihr menerbikan Surat Perintah Membawa dan Surat Perintah

Penyicik
Perintah Penangkapan kepada Tersangka, dan membuat Berita Acara
Penangiapan. )

- Apabla dpandang pedu, Penyidk menghubungi doiderpetugas
kesehatan Pold unik memerksa kesehatan lersangka sebelum
dialuian pemeriksaan

- Penyidik memberitahuian penangkapan tersangka kepada keluarga atau
penasehat hukumnya dengan mengrimkan tembusan Surat Perintah
Penangkapan dan dbuatkan tanda terima.
penangiapan yang disiaian penyidik dan melaporkan hasinya kepada
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- Dalam hal tersangka yang ditangkap berkebangsaan asingberkewarga-
negaraan asing, penyidik memberikan salinan surat perintah
penangkapan kepada keksarga tersangka melalui kedutaan Negara yang
bersangkutan yang tembusannya kepada Divhubinter Polri dan
Kementrian Luar Negerl Republik Indonesia dan Surat pemberitahuan
tersebut ditandatangani oleh Kapolrd.

- Kasubdit sebelum dan setelah pelaksanaan penangkapan melaporkan
kepada Direktur/\Wadsir.

- Prosedur dan teknis penangkapan dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

¢. Pemberkasan Perkara

Kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana korupsi tetap mengacu pada
Undang -Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
lml:shdaanmKapddNanoceTﬁnmwmr\gPenym

PASAL - PASAL TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
YANG BIASA DITERAPKAN DALAM PROSES PENYIDIKAN :
1. Ketentuan Pidana di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja.diatur di dalam sebagai berikut :
1) Pasalnyaltu
(1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan unfuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat
pmmmammmwmymmm
(2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk phak ketiga untuk
melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau
perusakan fingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan,

2) Pasal 82A yaitu:
*Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki :
3. Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), pasal 34 ayat (3),
Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); atau

b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daersh sebagaimana
dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b;
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3) Pasal 82B yaitu :
Q)] Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki -

a. Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat atau atau persetujsan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (S), Pasal 34 ayat (3),
Pasal 59 ayat (1), atau pasal 59 ayat (4);

b. mmdmmmnpummPumﬂnMDe«ahmm
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau

c. WMMMMWMGNMM%QM
ayat (1);

yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau Berusaha, atau persetujuan Pemerintah
Pusat atasu Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan
mmdmdimmdmpemmwmmm.
dikenal sanksi administratif.

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 69, yaitu :
a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau

mmmmuwmmddamuwesw
a.anmpemumwamnmmhmmm

b. menyusun Amdal tanpa memiiki sertikat kompetensi penJrusun Amdal
mmma;mmesmmnammimwmmﬁ

(3)Soﬁapmmkmlmmyammaa1m
mmammanmmnb&umwmm.mmm&.m
mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesual
dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenal sanksi administratif.

4) Pasal 82C yaitu :
1 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82ir-

ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) berupa :

a. leguran lomis:’

b. paksaan pemerintah;

¢. denda administratif,

d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan latau
. pencabutan Perizinan Berusaha.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) déatur
dalam Peraturan Pemerintah.

5) Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Se(i-pmyang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3,
menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, danfatau yang menimbulian
ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutiak atas
kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.
6) Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:
a. Perizinan Berussha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3),
Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
b. persetujuan dari Pemerintah Pusal ateu Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
¢. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

W(ﬂ
mengakibatkan timbulnya korbankerusakan terhadap kesehatan,
mohmaﬂndmlmahlw dipidana dengan pidana penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miiar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).
7) Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 111 Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan
lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),
8) Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
usaha

Pasal 112 Sefiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab dan/atau kegiatan
terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
ddunPasalﬁmmengaMmummmmndwmm
lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah). (ppdh)
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LAMPIRAN SOSIALISASI PERIJINAN &
PENGAWASAN TU
1. SURAT UNDANGAN
2. ABSENS
3. LAPORAN HASIL SOSIALISASI
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(@

SURAT PERINTAH

! DAYA UDANG

Dasar :1  Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2 Surat dari Kemenierian Kelautan dan Perikanan Direkloral Jenderal Perikanan Budidaya
Nomor :B. 3221/DJPB.STU.330/XV2023 tanggal 20 November 2023.

DIPERINTAHKAN

2 Surat perintzh ini bertaku sejak tanggal 23 November 2023 s.d selesai

3 Setelsh melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab agar
melaporkan hasinya kepada pimpinan.

Tembusan :

1. Kapoida Kep. Babel.
2. lrwasda Poida Kep, Babel
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREXTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
(i
SURAT PERINTAM

: 17k
Pertmbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan higas Drektorat Reserse Krminal Khusus Kepolisian Daerah
Kep. Bangka Beltung, maka dipandang perly mengeluarkan surat perntah ni

Dasar 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisien Negara Republik Indonesia:

" 2 Surat dan Inspektoral Dinas Kelautan dan Perikanan : S2V/1875DKP-IV/2023 tanggal 15
' November 2023,

DIPERINTAHKAN

. BIM REKOAJI, SH

: 75070959

. AKBP

: KASUBDIT SUBDIT Il TIPIDKOR

: FREDY FERNANDO, SH
: 89040478

. BRIPKA

: BA SUBOIT Il TIPIDKOR

HEF

Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehari-hari sebagai narasumber
sosialisasi peraturan derah (PERDA) Penyelengaraan Pembudidayaan Ikan di Prov. Kep.
Bangka Belitung yang akan dilaksanakan Pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 di
Ruang Rapat Gunung Namak Sekretariat Daerah Kab. Bangka Selatan;

2 Surat perintah ini bertaku sejak tanggal 23 November 2023 .d selesai

3  Setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab agar
melaporkan hasilnya kepada pimpinan.
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-~ ’

CEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

LAPORAN HASIL KEGIATAN
MENJADI NARASUMBER PADA SOSIALISASI PERATURAN DAERAH (PERDA)
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN TAHUN 2023

I. Dasar
a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,
b. Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
¢. Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang.
d. Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
e. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlidungan pengelolaan lingkungan
hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

g. Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5870).

h. Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Nomor : 523/1875/DKP-IV tanggal 15 November 2023 perihal Permohonan

Narasumber

”~

I. Waktu dan Tempat
a. Hari : Kamis, 23 November 2023

b. Pukul :09.00 WIB s/d selesai,
¢. Tempat : Ruang Rapat Gunung Namak Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka
Selatan.

. Pelaksana Keglatan

Narasumber :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung

2. Kasubdit Il Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung

3. Kabid Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya dan Pengolahan Hasil
Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung

4. Kepala dinas perikanan dan kelautan Kab. Bangka Selatan

5. BPJS Ketenagakerjaan Cab. Pangkalpinang
Peserta :
1. Kelompok Peduli Perikanan Tirta Giri

2. Kelompok Peduli Perikanan Mitra Makmur
3. Kelompok Peduli Perikanan Berkah
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4. Kelompok Peduli Perikanan Nina U J
' 5 Kelompok Pedull Perikanan Mingabuan
BUDIDAYA UDANG 6 Kelompok Peduli Perikanan Mina Jaya

7

8

gt
g 4 (W e 2
|

Kelompok Peduli Penkanan Kaktru PCTGL
CV. Mega Tambak Perkasa
9 Kelompok Peduli Perikanan Payung
10. Kelompok Peduli Perikanan Nadung
11. Bagian Umum
12 Mina Sejahtera
13 Pembudi daya lkan Bangka Selatan
14. Dinas Pertanian
15. Balai Benih Ikan (BBI) Toboali
16. Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Iv. ACARA

Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Pembudidayaan lkan Tahun 2023, adapun kami sebagai
narasumber menyampaikan materi tentang Strategi penegakkan hukum pada proses
perijinan dan pengawasan tambak udang (TU) secara berkelanjutan di Polda Kep.
Bangka Belitung :
- Propinsi Bangka Belitung wilayah yang potensial untuk tambang udang yaitu :
masalah izin & pengawasan- potensial merusak lingkungan alam
- Ketidaksinkronan antara data oss dengan faktual di lapangan
- Penertiban tambak udang liar
- Adapun aturan yang diberlakukan antara lain :
a Melanggar UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
b. PP Rl Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang
¢. UU RI no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
d. UU RI no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan
e. UURI no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Adapun ruang lingkup pembahasan yaitu :
a. Peran Dit Reskrimsus yaitu : Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu
di daerah hukum Polda;
b. Kondisi saat ini yaitu : Penegakkan Hukum Dalam Proses Perijinan &
Pengawasan Belum Optimal & Belum terintegrasi antar Stakeholder
c. Lokus yaitu : wilayah hukum Polda Kep. Bangka Belitung
d. Inovasi yaitu : Analisis Kebijakan, FGD, Penyusunan SOP, Skema Kolaborasi,
, PKS, Satgas Tambak Udang.
e. Kondisi yang diharapkan yaitu : Penegakkan Hukum Dalam Proses Perijinan &
Pengawasan Menjadi Optimal & Terintegrasi antar Stakeholder
- Analisa Soar yaitu :
a. Faktor Internal
1) STRENGTH (S)
e Fungsi DITKRIMSUS dalam penegakkan Hukum Perijinan &
Pengawasan Tambak Udang
« Transformasi Organisasi Polri Presisi
« Dukungan Pimpinan Polri & Polda Untuk Peningkatan Pelayanan Publik
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' 2) OPORTUNITY (O)

*  Komitmen pemerintah datam tindakan preempt!, Prevent! dan Represif
datam Harkamtibmas

e Era Vuca & Revolusi Industi membuka Peluang franformasi &
Kolaborasi

« Peningkatan Citra Polisi di Masyarakat

3) STRATEGI (SA)
+ Melakukan Langkah Strategis dalam membantu pemerintah Dalam
Penegakkan Hukum
« Melakukan Kolaborasi dengan Stakeholder lerkait Penegakkan Hukum
Penijinan & Pengawasan Tambak Udang

4) STRATEGI (OA)
« Pemenfaatan teknologi informasi dalam infegrasi tugas dan fungsi

lingkungan dalam Tambak Udang yang menganggu Harkamtibmas

b. Faktor Eksternal
1) ASPIRTION (A)
¢ Dukungan pemerintah dan masyarakat untuk Penegakkan Hukum
Dalam Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
« Kolaborasi instansi terkait dalam kerjasama Edukasi & Pembinaan pada
Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat

2) RESULT (R)
e Adanya Program Pemerintah dalam mengatasi Permasalahan
Lingkungan Alam
¢ Revolusi industri 4.0 mendorong terjadi sistem inovasi dan integrasi
data Serta Informasi

3) STRATEGI (SR)
e Peran penting DITKRIMSUS dalam Mendukung Program Pemerintah
dsn Transformasi organisasi POLRI
e Melakukan Inovasi Sisitem skema Kolaborasi Dengan Stakehoider
¢ Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Sosialisasi Proses Perijinan
& Pengawasan Tambak Udang

4) STRATEGI (OR)
e Melakukan Strategi Penegakkan Hukum Pada Proses Perjinan &
Pengawasan Tambak Udang
« Penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan melaiui Kolaborasi
* Melakukan Upaya Program Edukasi & Pembinaan Kepada Pengusaha
Tambak Udang & Masyarakat

- Analisa Masalah

a. Masalah
1) Potensi terjadi Kerawanan kerusuhan akibat kehadiran investasi TU di
daerah
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/ 2) Masih adanya TU yang belum memiliki kelengkapan perizinan
3)mmm usaha tambak udang (TU) yang perizinan
4) Potensi merusak lingkungan karena usaha Tambak Udang yang Liar
5) Komplain masyarakat/ LSM dan sorotan dari DPRD tentang keberadaan
TU yang tidak jelas
6) Potensi daerah kehilangan pendapatan dan pajak akibat tidak adanya
Pengaturan, Perijinan & Pengawasan

b. Penyebab Masalah
1) Edukasi & Pembinaan pada Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat
Yang Masih Lemah
2) Program Yang dijalankan Saat ini masih secloral & Konvensional

c. Strategi Penegakkan hukum pada proses perijinan & pengawasan tambak
udang (TU) secara berkelanjutan di polda kep. Babel

MWTMMWWMWWM&

0oss
b. Kmdiamdimmpkm
Tedalinnya kolaborasi dalam menangani masalah Perijinan & Pengawasan
Tambak Udang
+ Efektifnya program Pencegahan & Penegakkan Hukum Dalam Perijinan &

Pu\gmanmetn
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- Terobosan Kreatif
a. Analisis Kebijakan , PKS & SOP
b. Inovasi Kolaborasi
c. Posko Koordinasi, Salgas Tambak udang
d. Transformasi
e. Integrasi
{. Tatakeiola
9. Kolaborasi

- Output dan Outcome

a. Jangka Pendek
1) Tersusunnya Kebjakan Kapolda Kep. Babel Untuk Perumusan Kolaborasi
Strategi Penegakkan Hukum Untuk Perijinan & Pengawasan Tambak

2) Terlaksananya Audiensi Dengan Stakeholder Penegakkan Hukum Perijinan
& Pengawasan Tambak Udang,
3) Terlaksananya FGD antar Stakehoider Penegak Hukum Kegiatan Perijinan

4)Tumarm'mm Kolaborasi dalam

5) Tersusunnya Draft Penandatanganan Naskah BuwndPKs antar
Stakeholder dalam Penegakkan Hukum Perifinan & Pengawasan Tambak
Udang

6) Tersosialisasi Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi
Penegakkan Hukum Perjjinan & Pengawasan Tambak Udang

Menengah

1) Terlaksananya Penandatanganan Naskah Bersama/PKS antar
Stakeholder dalam Penegakkan Hukum pasca Perfjinan & Pengawasan
Tambak Udang

2) Terlaksananya Piot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar
Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum
Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang,

3) Terimplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum
Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang Secara Kolaborasi,

4) Terintegrasinya data dan Informasi antar Stakeholder penegakkan Hukum
dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang

c. Jangka Panjang

1) Terlaksananya Piot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar
Stakeholder dalam Perfjinan & Pengawasan Penegakkan Hukum
Tambak Udang di seluruh Wilayah Kep. Babel

2) Terimplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum
Tambak Udang di Seluruh wilayah Kep.Babel,

3) Terlaksananya Pembentukkan Satgas Tambang Udang di Wilayah Kep.
Babel

d. Outcome
Terciptanya Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum Pada Proses Perijinan &
Pengawasan Tambak Udang Sehingga Mendorong Program Keberianjutan &
Meningkatkan Income Pemerintah, Pengusaha & Masyarakat
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f_ PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan tugas menjadi narasumber pada kegiatan
Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) nomor 1 tahun 2023 tentang penyelenggaraan
pembudidayaan ikan Tahun 2023 ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan

tugas.
Pangkalpinang, 23 November 2023
Mengetahui, Yang Melaporkan,
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KASUBDIT il TIPIDKOR DIT RESKRIMSUS
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG POLDA KEP. BANGKA

SE
S BESAR POLIS! NRP 75070959
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

(i

SURAT PERINTAH

! DAYA UDANG

Dasar : 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2 Surat dari Kemenierian Kelautan dan Perikanan Direkioral Jenderal Perikanan Budidaya
Nomor :B. 3221/DJPB.S/TU.330/XV2023 tanggal 20 November 2023.

DIPERINTAHKAN
Kepada 1. Nama . BIM REKOAJI, SH
NPINRP : 75070858
Pangiat : AKBP
Jabatan : KASUBDIT SUBDIT ll TIPIDKOR
2. Nama
Untuk 1
2
3
Selesai.
Tembusan :
1. Kapoida Kep. Babel.

2. lwasda Polda Kep, Babel
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

LAPORAN HASIL KEGIATAN
MENJADI NARASUMBER PADA SOSIALISASI CARA BUDI DAYA IKAN YANG BAIK
(CBIB) dan GERAI PERIZINAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

L. Dasar
a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
b. Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
¢. Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang.

Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang periidungan pengelolaan lingkungan

hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5870).

h. Surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budi
Daya Nomor : B.3221/DJPB.S/TU.330/X1/2023 tanggal 20 november 2023 perihal
undangan nara sumber sosialisasi cara budi daya ikan yang baik (CBIB) dan gerai
perizinan berusaha

oa

© ™

Il. Waktu dan Tempat
a. Han : Kamis, 23 November 2023
b. Pukul :11.00 WIB s/d selesai;
¢. Tempat : Swiss — Belhotel Pangkaipinang
JI. Jend. Sudirman No.65, Gedung Nasional Kec. Taman sari, Kota
Pangkalpinang Kep. Bangka Belitung.

. Pelaksana Kegiatan

il

1. Petambak Udang seluruh Bangka — Belitung

2. Kelompok Sadar Perikanan

3. Dinas Perikanan dan Kelautan se-provinsi Kep. Bangka Belitung
4. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kep. Bangka Belitung
5. Penggiat budi daya ikan se-bangka belitung.
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Iv. ACARA

Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Pembudidayaan |kan Tahun 2023, adapun kami sebagai
narasumber menyampaikan materl tentang Strategl penegakkan hukum pada proses
perijinan dan pengawasan lambak udang (TU) secara berkelanjutan di Polda Kep.
Bangka Belitung :
Propinsi Bangka Belitung wilayah yang potensial untuk tambang udang yaitu :
masalah izin & pengawasan- potensial merusak lingkungan alam
- Ketidaksinkronan antara data oss dengan faktual di lapangan
- Penertiban tambak udang liar
- Adapun aturan yang diberlakukan antara lain :
a. Melanggar UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
b. PP RI Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang
c. UU RI no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
d. UU RI no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan
UU RI no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Adapun ruang lingkup pembahasan yaitu :
a. Peran Dit Reskrimsus yaitu : Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
khusus, antara lain tindak pidana ekonoml, korupsi, dan tindak pidana tertentu
di daerah hukum Polda;
b. Kondisi saat ini yaitu : Penegakkan Hukum Dalam Proses Perijinan &
Pengawasan Belum Optimal & Belum terintegras| antar Stakeholder
c¢. Lokus yaitu ; wilayah hukum Polda Kep. Bangka Belitung
d. Inovasi yailu : Analisis Kebijakan, FGD, Penyusunan SOP, Skema Kolaborasi,
, PKS, Satgas Tambak Udang.
e. Kondisi yang diharapkan yaitu : Penegakkan Hukum Dalam Proses Perijinan &
Pengawasan Menjadi Optimal & Terintegrasi antar Stakeholder
- Analisa Soar yaitu :
a. Faktor Internal
1) STRENGTH (S)
« Fungsl DITKRIMSUS dalam penegakkan Hukum Perijinan &
Pengawasan Tambak Udang
« Transformasi Organisasi Polri Presisi
« Dukungan Pimpinan Polri & Polda Untuk Peningkatan Pelayanan Publik
2) OPORTUNITY (O)
+ Komitmen pemerintah dalam tindakan preempitf, Preventif dan Represif
dalam Harkamtibmas
e Era Vuca & Revolusi Industi membuka Peluang tranformasl &
Kolaborasi
« Peningkatan Citra Polisi di Masyarakat
3) STRATEGI (SA)
¢ Melakukan Langkah Strategis dalam membantu pemerintah Dalam
Penegakkan Hukum
« Melakukan Kolaborasi dengan Stakeholder terkait Penegakkan Hukum
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
4) STRATEGI (OA)
« Pemenfaatan teknologi informasl dalam integrasi tugas dan fungsi

Program Edukasi dan Pembinaan kepada Masyarakat tentang Proses
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
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« Membantu pemerintah dalam Mengalasi permasalahan Kerusakan
lingkungan dalam Tambak Udang yang menganggu Harkamtibmas

b. Faktor Eksternal
1) ASPIRTION (A)
¢ Dukungan pemerintah dan masyarakat untuk Penegakkan Hukum
Dalam Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
« Kolaborasi instansi terkait dalam kerjasama Edukasi & Pembinaan pada
Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat
2) RESULT (R)
e Adanya Program Pemerintah dalam  mengatasi Permasalahan
Lingkungan Alam
« Revolusi industri 4.0 mendorong terjadi sistem inovasi dan integrasi
data Serta Informasi
3) STRATEGI (SR)
* Peran penting DITKRIMSUS dalam Mendukung Program Pemerintah
dsn Transformasi organisasi POLRI
« Melakukan Inovasi Sisitem skema Kolaborasi Dengan Stakeholder
« Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Sosialisasi Proses Perijinan
& Pengawasan Tambak Udang
4) STRATEGI (OR)
e Melakukan Strategi Penegakkan Hukum Pada Proses Perijinan &
Pengawasan Tambak Udang
« Penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan melalui Kolaborasi
* Melakukan Upaya Program Edukasi & Pembinaan Kepada Pengusaha
Tambak Udang & Masyarakat

- Analisa Masalah

a. Masalah
1) Potensi terjadi Kerawanan kerusuhan akibat kehadiran investasi TU di
daerah

2) Masih adanya TU yang belum memiliki kelengkapan perizinan

3)mmm usaha tambak udang (TU) yang perizinan

4) Potensi merusak lingkungan karena usaha Tambak Udang yang Liar

5) Komplain masyarakat/ LSM dan sorotan dari DPRD tentang keberadaan
TU yang tidak jelas

6) Potensi daerah kehilangan pendapatan dan pajak akibat tidak adanya
Pengaturan, Perijinan & Pengawasan

b. Penyebab Masalah
1) Edukasi & Pembinaan pada Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat
Yang Masih Lemah
2) Program Yang dijalankan Saat ini masih sectoral & Konvensional
3) Kolaborasi antar Stakeholder belum dibangun secara efektif
4) Belum adanya strategi Perizinan Pengawasan yang optimal

c. Strategi Penegakkan hukum pada proses perifinan & pengawasan tambak
udang (TU) secara berkelanjutan di polda kep. Babel
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d. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi
penyidikan PPNS sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kondisi
a. Kondisi saat ini

+ Belum terjalinnya kolaborasi dalam menangani masalah Perijinan &
Pengawasan Tambak Udang

« Belum Efektifnya program Pencegahan & PenegakkanHukum Dalam
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

» Kurangnya Pemahaman tentang pentingnya Periinan dan Pengawasan
Tambak Udang terintegrasi

« Potensi daerah kehilangan pendapatan dan pajak akibat tidak adanya
Pengaturan, Perijinan & Pengawasan
Pemberian ljin Tambak Udang merusak lingkungan dan tidak sesuai fakta di
0SS

b. Kondm yang diharapkan

Terjalinnya kolaborasi dalam menangani masalah Perijinan & Pengawasan
Tambak Udang

+ Efektifnya program Pencegahan & Penegakkan Hukum Dalam Perijinan &
Pengawasan Tambak Udang

« Meningkatnya Pemahaman tentang pentingnya Perijinan dan Pengawasan
Tambak Udang terintegrasi

« Potensi daerah pendapatan dan pajak meningkat karena adanya
Pengaturan, Perijinan & Pengawasan

« Pemberian ljin Tambak Udang tidak merusak lingkungan dan sesuai fakta
di 0SS

- Terobosan Kreatif
a. Analisis Kebijakan , PKS & SOP
b. Inovasi Kolaborasi
¢. Posko Koordinasi, Satgas Tambak udang
d. Transformasi
e. Integrasi
f. Tatakelola
g. Kolaborasi

- Output dan Outcome
a. Jangka Pendek
1) Tersusunnya Kebijakan Kapolda Kep. Babel Untuk Perumusan Kolaborasi
Strategi Penegakkan Hukum Untuk Perijinan & Pengawasan Tambak
Udang

2) Terlaksananya Audiensi Dengan Stakeholder Penegakkan Hukum Perijinan
& Pengawasan Tambak Udang,

3) Teraksananya FGD antar Stakeholder Penegak Hukum Kegiatan Perijinan

4) Terusunnya & Tedaleumny. Pembahasan skema Kolaborasi dalam

5) Tersusunnya Draft Penandatanganan Naskah Bersama/PKS antar

Stakehoider dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak
Udang

——,
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6) Tersosialisasi Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi
Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

b. Jangka Menengah

1) Terlaksananya Penandatanganan Naskah Bersama/PKS  antar
Stakeholder dalam Penegakkan Hukum pasca Perijinan & Pengawasan
Tambak Udang

2) Terlaksananya Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar
Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum
Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang,

3) Terimplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum
Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang Secara Kolaborasi,

4) Terintegrasinya data dan Informasi antar Stakeholder penegakkan Hukum
dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang

c. Jangka Panjang

1) Terlaksananya Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar
Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum
Tambak Udang di seluruh Wilayah Kep. Babel

2) Terimplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum
Tambak Udang di Seluruh wilayah Kep.Babel,

3) Terlaksananya Pembentukkan Satgas Tambang Udang di Wilayah Kep.
Babel

d. Outcome
Terciptanya Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum Pada Proses Perijinan &
Pengawasan Tambak Udang Sehingga Mendorong Program Keberlanjutan &
Meningkatkan Income Pemerintah, Pengusaha & Masyarakat

V. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan tugas menjadi narasumber pada kegiatan
Sosialisasi cara budi daya ikan yang baik (CBIB) dan gerai perizinan sektor kelautan
dan perikanan, ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Pangkalpinang, 23 November 2023

i, Yang Melaporkan,
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KASUBDIT lll TIPIDKOR DIT RESKRIMSUS
POLDA KEP, BANGKA BELITUNG POLDA KEP. BANGKA BELITUNG

S BESAR POLISI NRP 75070959

S BESAR NRP 77071323
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LAMPIRAN EVALUASI & MONITORING
1. SURAT UNDANGAN
2. ABSENSI
3. RISALAH MONITORING
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENS! RAPAT MONITORING DAN EVALUAS! *STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL'
TANGGAL 24 NOVEMBER 2023

BUDDAYA UDANG

NO NAMA PANGKAT JABATAN 0
1. | DJOKO JULIANTO, SIK, MH. | KOMBES POL DIRRESKRIMSUS ﬁ ¢
2 ; o . AKBP WADIR RESKRIMSUS i o~
SIK.SHMH. '
3. | INDAPAJARINI, AMd PENATA KASUBBAG RENMIN 3: 7 3
. A
4. | ANGGITTA ADHITYA, SH. AIPDA BENSATKER Gf//
s P U
5. | BUDISANTOSO, SH. PTU PLT KABAG BIN OPS 57£ =
JAMAL FATHUR RAKHMAN, 7
5 | sucun AKBP KASUBOIT | %
7. | GALI RAKASIWI, SH. PTU PANIT SUBDITT %_" {
8. | JOHAN WAHYUDI, SH. KOMPOL PS. KASUBDIT
9. | BIMREKOAJI, SE. AKBP KASUBDIT Iil
10. | EDI PURWANTO, SH. PTU PANIT SUBDIT [l Nn
1. | REZAVAHLEVI, SH. IPDA PANIT SUBDIT I 11%/ (
e —— — —— e L ‘ﬁ
12. | DEVIAJULIANDA, S H. IPDA PANIT SUBDIT Iii 1;.‘ ........
e 7]
13. | TRIYANTO, S1K, SH, MH. KOMPOL KASUBDIT IV B Db (/
14. | RIOPRANATA TARIGAN, S.TTK IPTU PANIT SUBDIT IV 14.]
g P -~
15. | WELLSONY, SH. IPDA PANIT SUBDIT IV 1W
YUDHA WICAKSONO, SE.,
16. Siic KOMPOL PS. KASUBDIT V 16... 5N

Dipindai dengan CamScanner



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

BUDIDAYA UDANG KEPOUISIAN NEGARA REPUBL INOONE S
bl DAERAM KEPULAUAN BANGRA BELITUNG
f ’A'M DIREXTORAT RE SERSE RRANAL KMUSUS

NOTULEN MASH PELAXSANAAN RAPAT MONITORNG DAN EVALUASI "STRATEGH
PENEGAKAN HUKUM PADA PROSE S PERLINAN DAN PENGAWASAN TAMBAX UDANG (TU)
SECARA BERKELANJUTAN Df POLDA KEP BABEL’

1 PEMBUKAAN
a Rapat dlaksanakan pada

Hartanggal  Jumat /24 November 2023

Wakly Pukul 1400 WIB sdselesa

Tompat Ruang Kerja D Resknmsus Polda Kep. Bangka Belitung

Pempinan Dr Reskrimsus Poida Kep Banga Beltung

Pesorta Wadir Kasubdd 2,3,5 Kabag Bin Opsnal Kasubbag Renmin, Para Pant,
dan Anggota Dit Resknimsus Polda Kep. Bangha Belitung

b Agenda pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi terkat Implementasi *STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA
PROSES PERUINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

2. PEMBAHASAN
2. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
1) Pembukaan Oleh Dir Reskrmsus
2) terimakasih kepada rekan-rekan yang selama ini telah bekerja keras atas kinerja

kinerja
forkait implementasi proper rekan kita kasubdd 3 yang sedang melaksanakan Dik PKN
Bim Rokoajl telah berjalan dengan bak berkat kerjasama dari Rekan-rekan Dit

4) dapat kita ketahul juga saat ini lerkat "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES
PERWJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI
POLDA KEP. BABEL® lelah beralan dimana telah diaksanakan FGD, Sosialisasi dan
Rapat Koordinasi antara stakehoider

5) uniuk Project jangka pendek kita awasi bersama sedangkan untuk project jangka Panjang
harus kita kawal lebih bak sehingga apa yang lelah disusun lerkait stralegi ini dapat
bermanfaat untuk Povinsi Kep. Bangka Belitung

b. arahan Wadir Res Krimsus:
1) ucap salam;
2) menindak lanjul arahan Pak Dir says harapkan kepada rekan-rekan untuk segera
mengapikasikan arahan Pak dir sehingga ada output yang kita hasilkan

J)

;
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BUDIDAYA UDANG 3) Laporkan setiap perkembangan lerkait implementasi STRATEGI PENEGAKAN HUKUM
’,; , PADA PROSES PERWINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA

.20 : BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL",
» | 4) Para kasubdt untuk mengawasi pelaskanaan kegiatan dan Laporkan apabila ada kendala
beriens
5) Teriamaksih kepada rekan-rekan alas pelasksaan Tugasnya

¢. KASUBDIT I

1) Melaporkan terkait penyusunan dan Implementasi “STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA
PROSES PERMINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL",

2) Telah melaksanakan Audiensi untuk dilakukan FGD yang telah dilaksanakan pada bulan Awal
bulan November 2023

3) Kami juga telah membuat TR denga nisi arah kebijakan serta meminta data terkat Tambak
udang dimasing-masing kabupaten dan kota Provinsi Kep. Bangka Belitung

4) Kami juga meminta dukungan Kepada Pak Direktur pak Wadir serta stakeholder maupun
Persond Dit Reskrimsus yang terlibat dalam Tim Kreatif STRATEGI PENEGAKAN HUKUM
PADA PROSES PERNINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL" untuk melaskanakan tugas ini agar bermanfaat
untuk masyarakat luas

5) Kami juga telah melaksanakan sosialisasi bersama stakeholder yang melibatkan Pelaku
usaha dan Nelayan

6) Untuk jangka menengah akan dilaksanakan penandatangan naskah PKS, pembentukan
posko koordinasi antara stakeholder dalam perijinan dan pengawasan, implementasi Program
Perijinan dan Pengawasan Penegakan Hukum, Integritas data dan Informasi atar stakeholder
terkait

7) Untuk jangka Panjang Pembentukan posko koordinasi stakeholder, Implementasi Program
Perijinan dan Pengawasan, Melakukan Pembentukan satgas tambak udang.

3. PENUTUP

Demikian hasil notulen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM
PADA PROSES PERWINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA
BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL" dengan agenda Anev Kamtibmas Terkini dibuat sebagai
bahan masukan Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Pangkalpinang, November 2023
MENGETAHUI,
KASUBDIT Il DIT RESKRIMS SEKRETARIS
POLDA KEP. BAN NG _
M BEKOMISE IPOA NRP 88070452

AKBP NRP 75070959
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